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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmatNya,
maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020
telah selesai disusun.

Laporan ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari
pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020, sesuai
yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 -2024 dan penetapan kinerja
tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
pada tahun 2020. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu
terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan
bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta. 24 Februari 2021
Deputi Bidang Pengawasan Pangan olahan

Endang. Apt., M.Kes
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Tahun 2020 mepakan awal RPJMN ke 4

I a INGKASAN (20202024) dengan visi pembangunan
ional Indonesia 2028024 adalah
KSEKWUTIE . "

Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Dengan
fokush Mewuj udkan masyarakat | ndor
maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulankompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan
berdaya saingo. BPOM t e2D2dh menet apkan Renstr

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pgawasan Pangan Olahan Tahun 2020 berisi informasi
tentang Hasil Pengukuran Kinerja selamauira®020 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun
2020 berdasarkan Sasaran Strategis BPOM yang telah disusun dalam Renstra BROM 2020
2024.

Laporan akuntabilitas kinerjai merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada
Kepala BPOM, di samping sebagairana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputi Bidang

Pengawasan Pangan Olahan dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sasaran program yang teldhetapkan dkus Renstra 2020024 dijabarkan dam bentuk
roadmap dimana untuk tahun 2020 dmmgfokus Peningkatan integrasi pengawasan
premarketpostmarket termasuk penegakan hukum, pdsalai, fungsionalisasi UPT
(pemenuhampeople, process, infrastruck); serta pembenahan database pengawasan Obat
dan Makanan melalui peningkatan kualitas rksgiAn dan pemanfaatan TIK secara optimal.
Sasaran program Deputi Il ditetapkan sesuai Sasaran Strategi Badan POM, meliputi:

1. Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan

dan muti Makanan



3. Meningkatnya kepuasan pelaku bhgaadan masyarakat terhadap kinerja pengawasan
Makanan

Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Makanan
Meningkatnya efektifitas pegakan hukum terhadap kejahatan Makanan
Meningkatnyaregulatory assistancdalam pengembangan Makanan

Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan Kerjasama BPOM yang optimal

© © N o g &

Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
10. Menguatnygengelolaan data dan informagingawasan makanan

11. Terkelolanya KeuanganMBOM secara Akuntabel

Rencana strategis Deputi Ill digambarkan pada peta strategis yang diuraikan dalam bentuk
11 (sebelas) sasaran program, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) perspektif dan diukur

melalui 22 (da puluh dua) indikator kinerja sasaran program.

Pelaksanaan reana strategis Deputi Il dituangkan dalam bentuk komitmen kinerja berupa
Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Deputi Il beserta seluruh jajaran unit teknis di

Kedeputian 111

Analisa capaian kinerja tahun 2020 Deputi Il ditujukan dalam rangka asaldan
monitoring pelaksanaan progrgmmogram prioritas serta pengelolaan anggaran yang telah
direncanakan. Berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, capaian kinerja
pada &hun 2020 hanya dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tab@nkafena
perbedaan definisi operasional yang disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi, peta

strategis serta indikator kinerja yang baru.

Kinerja Deputi Il tahun 2020 dinilai beasarkan pencapaian pada sasaran program
dengan rincian 1 Sasar Program tercapai dengan sangat kurang yaitu menguatnya
pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan, 6 sasaran program tercapai dengan
hasil baik dan 3 sasaran proram tercapai dehgait sangat baik. Namun ada 1 program
mendapatkan kriteria yangerbeda pada indikator kinerja yang berbeda yaitu Sasaran
meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayan publik untuk indikator kinerja persentase
makanan yang aman dan bermutu berdasdrasihpengawasan didapat kriteria tidak dapat
disimpulkan dan 2 iikator lainnya baik dan 2 indikator kriteria sangat bBi&ta capaian



Nilai Kinerja Kedeputian IlI/Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP) tahun 2020 sebesar
101.86 dengan kategofsangatBaik.

Realisasi anggaran Deputi lll adalah seb&§ar37.759.383.559(Tiga puluh tujuh milyar

tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh
sembilan rupiahyari anggaran yang tersedia sebesar Rp 31088.000- (Tiga puluh tujuh

milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) setara dengan
99,84%.

Saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Deputi Il yaitu:

A. Pencapaian kinerja yang sudah dinilai sangat baik harus dapaakigrgan.

B. Peningkatan kinerja pada sasaran program pengelolaan data dan informasi pengawasan
makanan masih bernilai sangat kurang harus ditingkatkan.

C. Melakukan pengkajian kembali pada target indikator kegiatan yang memiliki kategori
pencapaian sasarandlddapadisimpulkan, indikator kinerja persentase makanan yang
aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

D. Mempertahankan kinerja anggaran sehingga realisasi anggaran tetap optimal dan

berdaya guna dalam menunjang capaian kinerja Deputi Ill.

Deputi Il telah menjalankan hampir seluruh kegiatannya secara efislatuk mengatasi
berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan berbagai upaya peningkatan
kinerja menghadpi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal.
Peningkatan kinerja secara terus menerus menjadi perhatian bagi Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan segenap pihak

baik internal mapun s&ruh stakeholder terkait.






BAB|1 PENDAHULUAN

.1 LATAR BELAKANG
Dalam RPJMN 2022024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan

Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai
tantangan yang dihadapi. Agar ke depgzengawasan Obat dan Makanan dapat
menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu
menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional.
Berbagai langkah strategis tersebut nadmip upaya pengembangan SDM
Pengawaga Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai
human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor
termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi

berbasis teknologi informasi.

BadanPengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri pada tahun 2001 melalui
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Depatemen. Keputusan tersebut telah dinkbeberapa kali dan terakhir menjadi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Kepala Badan POM
menerbitkan Peraturan Badan PengaWbat dan Makanan Nomor 26 tahut?20
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam
susunan organisasi baru Badan POM memiliki 6 (enam) Eselon I, yang terdiri dari:
Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan 4 (empat) Kedepp#agawasan
teknis Deputi Bidang Perayvasan Pangan Olahan merupakan salah satu Eselon |

di Badan POM yang biasa disebut dengan Deputi 3.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dejlan® Pengawasan Pangan
Olahan mempwai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.



Sedangkan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai berikut:

1.

Penyusunan kebiiakan di bidang Pengawasanel@®b Beredar dan
Pengawasan Selama lBdar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan
produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan
Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan
produksi, dan engawasan distribusi pangan olahan; penyusunan norna,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengaw&sbelum Beredar dan
Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan
produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;

Pemlerian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum
Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi,
pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang@®asan Sebelum Beredar

dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan
produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dilihat dari fungsi Deputi Bidang Pengawasam@anOlahan secara garis besar,

terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon | Deputi Pengawasan Pangan

Olahan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar

(premarket) mencakup: perkuatan regulasi, peningkeggistrasi/penilaian,
peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi, termasuk
kegiatan sertifikasi untuk importasi pangan olahan;

Pengawasan Obat paska beredar di masyarakat-nfaokét) mencakup:
pengambilan sampel dan pengujian, pémean sarana produksi dan
distribusi pangan olahan di seluruh Indonesia;

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan
edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya

saing produk. Selain itu melalui pegkatan peran pemerintah daerah dan lintas



sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan
dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan;
Oleh karena itu, perlu perkuatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, baik
dan sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana
pendukung lainnya seperti sistem teknologi dan informasi, dan lain sebagainya,

untuk mendukung tugasigasnya tersebut.

Pada dasarnyhaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerimté AKIP) ini
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktoragistrasi Pangan Olahan
selama tahun 2020Capaian kinerja Rerformance Results2020 tersebut
dibandingkan dengan Penetapan KineRarformance Agreemen2020 sebagai
tolok ukur keberhasilatahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja iniakan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja (performance gapbagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerjaréktorat Registrasi Pangan Olahan
mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara lengkap struktur organisasi
Deputi Bidang Pengawas&angan Olaan ditunjukan pad@ambar.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang PengawasaiPangan Olahan



A. TUGAS DAN FUNGSI

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas
menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

pengawasan pangan olahan
Deputi Bidang Pagawasan Pangan Olahamenyelenggarakan fungsi:

penyusunan kebijakan di bicang pengawasan sebelum beredar dan
pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi,
pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan
pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi,
pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan
sebelum beedar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi,
registrasi, pengawasan prduksi, dan pengawasan distribusi pangan
olahan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan
sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi sidardisasi,
registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan
olahan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum
beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi,
registrasi, pengawasan produksi dan pengawasa distribusi pangan
olahan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas dan fungsiDeputi Bidang PengawasanPangan
Olahan, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki
keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah

SDM vyang dimiliki Deputi Bidang P@&gawasan Pangan Olahanuntuk



melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pangalahan sebelum beredar
sampai tahun 220 adalah sejumlah343 orang dengan rincian seperti yang

disampaikan padaTabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi SDM Deputi Bidang PengawasarPangan Olahan

1 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 56 61
2 Direktorat Registrasi Pangan Olahan 105 149
3 Direktorat Pengawasan Pangan Risiko 69 122

Rendah danSedang

Direktorat Pengawasan Pangan Risiko 73
4 L . 57

Tinggi danTeknologi Bau
5 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 56 61

dan Pelaku Usaha

Total 343 466

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwaDeputi Bidang Pengawasan
Pangan Olaharerdiri dari 343 pegawaidan mash kekurangan 123 pegawai
berdasarkan analis beban kerja(ABK). Gambar 2 menunjukan distribusi
pegawai per unit Eselon Il dan Gambar3 menunjukan distribusi pegawai

berdasarkan latar pendidikan yang dimiliki.

Jumlah Pegawai Eksisting

+ Direktorat Standardisssi Pangan Olshan

+ Direktorat RegistrasiPangan Olahan

+ Direktorat Penzawasan Pangan Riiko Rendah dan Sedang
Direktorat Pengawasan Pangan REiko Tinggi dan TeknologiBau

+ Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelsu Ussha

Gambar 2. Distribusi Pegawaiper Unit Eselon Il



Tingkat Pendidiikan

= Sarjana Strata 3 = Sarjana Stratm 2« Sarjana Strata 1 Profesi = D3 = Sekolah Lanjutan Atas/Kejuruan

Gambar 3. Distribusi Pegawai berdasarkanTingkat Pendidikan

.3 ISU STRATEGIS

Identifikasi potasi dan permasalahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan
potensi yang akan dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam
rangka melaksanakan penugasan RPJMN -202@. Dalam upaya mencapai
tujuan dan sasaran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu
dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadrhadap faktor lingkungan
termasuk istisu strategis yang dapat menjadi potensi dan permasalahan
pengawasan pangatdahan serta mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran

kinerja. Isuisu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu Internal

a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Pangan

Pelaksanaan pengawasan pangan olahan yang Badan POM saat ini lakukan
berdasarkan pada Undabgpdang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pdaigan
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sebagai
pelaksanaan teknis pengawasan Obat Makanan telah ditetapkan berbagai

Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan sejak tahun 2001. Adanya berbagai



tantangan yang dihadapi mem#dn adanya payung hukum yang kuat dalam
bentuk Rancangan Undang Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
Tantangantersebut antara lain globalisasi, pertumbuhan usaha dan teknologi,
perdagangan daring-€Commercg revolusi industry4.0, kemandirian dan daya
saing industri serta maraknya produk obat dan makanan illegal yang harus dihadapi.
Berdasarkan UBlomor 11 Taho 2020tentang Cipta Kerja, Badan POM termasuk
dalam klaster yaitu penyederhanaan perizinan berusaha sub sektort&teSHiet

dan Makanan, kemudahan, dan pengenaan sanksi dan Undang Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomdiat@n 2012
tentang Pangan juga akan masuk dalam RUU Cipta Kerja. Sejalan dengan hal
tersebut, berdasarkan PeraturarmBentah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan
Peraturan Badan POM Nom@6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan damaperatu
Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk integrasi Rredeimgan

BKPM telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi

Pelayanan Perizinan Berusaha sadaektronik Sektor Obat dan Makanan.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPOM saat ini belum memadai jumlahnya
jika dihitung berdasarkan analisa beban kerja dan target yang ditetapkan serta
belum dapat mendukung pelaksanaan tugaggwasan Obat dan Makanan secara
optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan harus melakukapeningkatan kompetensi SDM dan
memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan
lingkungan strategis y@ semakin dinamis. Oleh karena itu perlu penambahan
jumlah  SDM guan menghadapi tantangan pengawasan dan semakin
berkembangnya modus petgaran di bidang pangan. Selain penambahan jumlah
SDM, harus ditetapkan pula strategi pengembangan pegawai yangdbimajga

tidak terjadi kekosongan di posisosisi strategis sehingga diperlukan peningkatan



soft competencyuntuk menghasilkan pribadi pempin yang matang dalam

menghadapi dan menyelesaikan masalah.

c. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Pangan Olah antar Daerah
Pengawasan Pangan Olahan merupakan tugas bersama semua pemangku
kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerdanyea tantangan dari
setiap wilayah di Indonesia yang berbdsala harus disikapi dengan berbagai
upaya strategis yangnelibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan
memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar
pengavasan pangan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah
daerah dalam mendukung pengawasan pangamaaasih beragam, hal ini dapat
dilihat dari beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan
yang diberikan oleh BPOMbrogram/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja
SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi demgdibatkan
Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring

dan evaluasi program/kegiatan.

d. Pemanfaatan Pekembangan Teknologi Informasi untuk Peningkatan
Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan

Adanya perkembangan teknologiformasi dapat menjadi potensi bagi Deputi
Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat melakukan pelayanan secara
online, yang dapat memalkan akses dan jangkauan masyarakat. Selain itu,
perkembangan teknologi informasi juga sangat menunjang kegiataavysesan
postmarket dengan kemudahan dalam mengakses data produk pangan olahan yang
telah terdaftar di Badan POM. Di sisi lain, perkembangy@mu pengetahun dan
teknologi khususnya dalam produksi di bidang pangan olahan serta meningkatnya
tren transaksi omle menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan pangan
olahan tidak secaréussiness as usualamun perlunya pengawasan semesta

meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.



2. Isu Eksternal

a. Program Sustainable Development dals (SDGs) terkait Pengawasan
Pangan Olahan

Berlakunya progranBustainable Development GodlSDGs) yang meliputi 17

goals bidang pengasan pangan, terdapat beberapa agenda terkait dengan Goal 2.
End hunger, achieve food security and improved nutriaod,promote sustainable
agriculture Tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah
pengawalan keamanan, mutu, dan gizi gsan olahan melalui intensifikasi
pengawasan prmarket dan post market serta pembinaan pelaku usaha agar secara
mandii menjamin mutu produknya. Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai
dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pen(&i®ah
bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan money
follow program yang mengharuskariap K/L memetakan kontribusinya terhadap
program prioritas nasional dengan prinsip holisgiknatik, integratif, dan spasial,
BPOM memetkan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara
lain melalui prioritas nasional: Pembangunan MaauBielalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan
Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakaigdn kegiatan prioritas yang terkait
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain: a. Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas Penguatan Pengawasan
Obat dan Makanan; b. Percepatan Penurunan Stunting, melalekgragritas:

Pemberian Suplementasi Gizi.

b. Bonus Demografi Indonesia pada tahun 2032040

Pada tahun 203R040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus
demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusi®4 %ahun) lebih besar
dibandingka penduduk usia tidak produktif (berusia diMad 15 tahun dan di atas

64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64
persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar
Indonesia dapat memetikanfaat maksimal dari bonus demografi, ketdizan
sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan

peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya
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dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerjagaDeadanya bonus
demografi ini juga maka pemelnan terhadap kebutuhan masyarakat akan pangan
yang aman, bermutu dan bergizi juga menuntut peningkatan peran dan kapasitas
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mengawal keamanan pangan di

Indonesia.

c. Industri Pangan Olahan sebagai Industri Ancalan di Indonesia

Industri Pangan Olahan merupakan salah satu industri andalan di Indonesia yang
masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional i2@4E5.
Berdasarkan data BPS Tahun 2019, Industngan Olahan merupakan salah satu
industri nonmigas yang berkembang denngan pesan dan menyumbang 7.95%
pendapatan domestik bruto Indonesia. Industri Pangan Olahan tumbuh didukung
oleh peningkatan kinerja industri di beberapa provinsi yang memiliki kostrib
cukup besar terhadap pembentukan nilaib@mNasional. Kondisi ini merupakan
tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat
mengakomodir perkembangan teknologi pangan melalui penyediaan kebijakan
pengawasan pangan olahan yang bditasadan adanya deregulasi peraturan teknis

yang dapat menghambat pertumbuhan industri pangan olahan Indonesia.

d. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting
dalam perekonomian dnlonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99®8dari

total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit.
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha pangan mikro dan kecil
merupakan jumlah yang cukup besar di Indondsgbagai macam permasalahan

bagi pelaku usah UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro
termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah rendahnya pengetahuan, perilaku
dan ketrampilan pelaku usaha UMKM serta kondisi fasilitas, teknologi,

manajemepakses informasi, pemasaran modal yang maghingga perlu dibantu.

Selain itu kesadaran tentang fApeningkata

terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebutatas, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
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melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan kepada UMKM Pangan.
Diharapkan dengan adanya berbagai intervensi baik kepada UMKM Pangan secara
langsung maupun kepada komunitas, dan dapat semakin membainkaakdbaik
langsung maupun tidak langsung sthp peningkatan kualitas UMKM Pangan.

e.Permasalahan Keamanan Pangan di Indonesia

Permasalahan keamanan pangan yang ada di Indonesia umumnya didominasi oleh
permasalahan yang mendasar, terutama terkagrgean prinsip produksi pangan
olahan yang baik, termasuk penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang
melebihi batas dan penggunaainan kimia yang dilarang karena berbahaya untuk
pangan, misalnya formalin, boraks, dan zat pewarna non pangan, khusutamya pa
level industri rumah tangga, jasa boga, dan UMKM. Berdasarkan data laporan
kejadian luar biasa keamanan pangan (KLB KP) yangimiaEeBPOM pada tahun
201771 2018 KLB KP ini sebagian besar disebabkan oleh mikrobiologi (bakteri
Bacillus cereus, Staphylocous aureus, E. coli, Salmonella spp, Vibrio cholerae
01, Clostridium perfringensyaitu sekitar 60% baik terkonfimasi ataupun dungaa
sedangkan KLB KP karena keracunan bahan kimia (Histamin, Arsenik dan
Sianida), terjadi sekitar 12% dan sisanya belunatdixetahui penyebabnya. Data
KLB-KP yang didominasi oleh cemaran mikrobiologi ini menunjukkan bahwa
belum diterapkannya prinsip @aproduksi pangan olahan yang baik. Jenis pangan
yang menjadi penyebab KLB ini juga masih didominasi oleh masakan rumah
tangga dan jajanapangan siap saji. Selain itu, terdapat beberapa emerging issue
yang juga menjadi permasalahan keamanan pangan digsidp misalnya adanya
cemaran mikroplastik di dalam air sebagai akibat pencemaran lingkungan dari
sampah plastik yang dapamasuk ke dalam rantai pangan melalui sumber 29 air

dan cemaran mikroplastik ini juga dapat berhabaya bagi kesehatan masyarakat.

f. Perjanjian internasional terkait Keamanan Pangan

Adanya perjanjiasperjanjian internasional, khususnya di bidang ekongamg
menghendaki adanya area perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya
perjanjian ASEAN6 (Brunei Darussalam, Indonesia, aMysia, Filipina,
Singapura, dan Thailand) FTA, ASEAGhina FTA, ASEANJapan
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Comprehensive Economic Partnership (AJCEPEEAN-Korea Free Trade
Agreement (AKFTA), ASEANIndia Free Trade Agreement (AIFTA) dan
ASEAN-AustraliaNew Zealand Free Trade AgreerhdAANZFTA). Dengan
adanya perdagangan bebas, produk dari luar dapat lebih mudah penetrasi ke
wilayah Indonesia. Hal ini mas diantisipasi masuknya pangan olahan yang tidak
memenuhi syarat dan produk ilegal dimana keamanan dan mutunya belum terjamin
untuk dikonsumsi. Melalui proses pengawasan olahan sebelum beredar, pangan

olahan impor diharuskan memiliki izin sebelum diedark
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BAB Il PERENCANAAN
KINERJA

.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanat Undawigdang Nomor 25 Tahun 20Géntang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Badan POM mempunyai kewajiban
untuk menyusun Rencana Strategis (RenstejaB POM sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMN. Selain itu, untuk
mengantisipasi perubahan lknghgan strategis yang berimplikasi pada tuntutan
kompetensi Badan POM selaku institusi pengawas, Renstra Badan POM harus
memuat racana kegiatan lima tahunan yang dapat secara berkelanjutan
memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mengantisipasi ijezrhaghan

yang terkait dengan tahaptahapan dalam memecahkan berbagai masalah
tersebut. Tertuang didalam Renstra Badan POMnt20202024.

Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Kebijakan,
Program dan Kegiatan. Rencana Sg@teadalah suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun
dengan mmperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintdapat diwujudkan
antara lain dengan perumusan visi dan misi yang jelas, sehingga segala sumber daya
dapat digunakan secara katen dalam rangka pelaksanaan misi. Orientasi pada
visi dan misi yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, selanjutnya diuk
tingkat capaiannya berdasarkan hasil dari indikator sasaran. Pengukuran dan
evaluasi kinerja ini akan mendorong upaya perbamkanajemen dan peningkatan
kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Visi, misi, dan Saran Strategis
BPOM dapat dilihapadagambard.
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Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM
dengan mempertimbangkatantangan masa depan dan sumbaya serta
infrastruktur yang dimiliki BPOM, dan dituangkan dalam peta strategi sebagai
berikut:
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Gambar 5. Peta Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peta Strategis BPOM tersebut kemudiaturdinkan ke peta strategi leveDeputi

Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :
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Gambar 6. Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
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Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pengawasan Pangan Olaham mengac
kepada sasarastrategis yang diturunkan dari sasaran strategis Badan Pengawas
Obat dan MakananDalam penyusunan sasaran Prograbeputi Bidang
Pengawasan Pengawasan Pangan Olaleaetapkadl (seébelas)sasaran program
dengan22 (dua puluhdug indikator kinerja denganmenggunakarmpendekatan
metodeBalanced ScorecarBSC) yang dibagi dalar (tiga) perspektif yaitu
stakeholders perspective, internal process perspective)edaning and growth

perspective

Indikator kinerja ini ditetapkan dengan mearipatikan kriteriaSSMART dengan
penjelasan sebagai berikut :

Spesific Bersifat Spesifik yaitu indicator kinerja harus secara rinci

detil menggambarkan apa yang ingin kita raih.

M easureable| Terukur,Indikator kinerja harus dapat terukur

Achievable | Dapat tercapai, artinya target indicator kinerja yang ditetapk
masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya

tersedia

Relevant Indikator kinerja yang ditetapkan bersifat relevan deng

tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh

Time Pengukuranndikator dihitung pada masa satu tahun anggaj
untuk dapat dilakukan evaluasi kinerja dan perencanaan ta

berikutnya.

1.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencan&inerjaTahunan (RKT)Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olaiawin

2020 memuat kegiatakegiaan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna
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mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT ini mertyakem

dariRencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun.

Tabel 2. Rencana kerja TahunanDeputi Bidang Pengawasan Pangan Olahahahun 2020

Indeks Pengawasan Makanan 77
Terwujudnya Makanan yang aman
dan bermutu Persentase makanan yang 78
memenuhiyarat

Indeks kepatuhan (compliance

Meningkatnya kepatuhan pelaku index) pelaku usaha di bidang 78

usaha dan kesadaran masyaikat makanan

terhadap keamanan dan mutu

Makanan Indeks kesadaran masyarakat
(awareness index) terhadap 72

Keamanan dan mutu makanan

Indeks kepuasan pelaku usaha
terhadap pemberian bimbingan
danpembinaarpengawasan
Makanan

Meningkatnya kepuasan pelaku Indeks Kepuasan Masyarakat
usaha dan Masyarakat terhadap ataskinerja pengawasan 73
kinerja pengawasan Makanan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan publik Depulti
Bidang Pengwasan Pangan
Olahan

84

86

Meningkatnya kualitas kebijakan Indekskualitas kebijakan

pengawasan Makanan pengawasarMakanan 1

Persentase Makanan yang an
danbermutu berdasaak hasil 72
pengawasan

Persentase instansi pemerint
yangberperan aktif ~ dalar 78
pengawasaiMakanan

Meningkatnya efektivitas
pengawasan dan pelayanan publik
dibidang Makanan

Tingkat efektivitas KIE Makanal 87,62

Indeks pelayanan publik ¢
Deputi Bidang Pengawasal 3.59
Pangan Olahan

Persentase ketepatan wal
pelayanan publik di Deputi

Bidang Pengawasan Pangs 89
Olahan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | Persentase kader yal
serta peran pemerintahdalam pengawasan| berpartisipasi aktif  dalam 80
di bidang makanan pengawasan Makanan
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Meningkatnya  Regulatory  Assistance| Persentase Fasilita
pengembanganmakanan Pengembangamovasi Makanar 73
melalui standar

Persentase UMKM yan|
menerapkanstandar keamana 50
pangan

Indeks RB Deputi Bidang
Pergawasan Pangan Olahan

88
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahapang efektif

Nilai AKIP Deputi Bidang

PengawasaRangan Olahan 81

Terwujudnya SDM  Deputi Bidang | Indeks Profesionalitas  ASI
Pegawasan Pangan Olahan yanigerkinerja | Deputi Bidang Pengawasa 75
optimal Pangan Olahan

Menguatnya  pengelolaan data dan | Indeks Pengelolaan Data di
informasi pengawasanmakanan di Deputi | nformasi Deputi Bidang 1.51
Bidang Pengawasan Pangan Olahan Pengawasan Pangan Olahan
Nilai kinerja anggaran Deput
Deputi Bidang Pengawasa 93
Pangan Olahan

Tingkat efisiensi pengguaa
anggaranDeputi Deputi Bidang 96%
PengawasaRangan Olahan

Terkelolanya Keuangan secaraAkuntabel
di Deputi Bidang Pengawasan Pangar
Olahan

Formulir rencana kinerja tahunddeputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tahun 2@0 secara rini dapat dilihédpadaLampiran 2.

1.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

PejanjianKinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/penetaparkinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu

capaian kinerja program dari sumberdaisam yang tersia melalui target kinerja

serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang

berupa hasil kegiatatpu) maupun manfaab(itcome.

Pejanjian Kinerja (PK) tahun 2P0 merupakan bagian dari dokumen yang
ditetapkan guna mewujudkaasararstrategisDeputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan
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Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahahahun 2020

| coswmoonw [ sesovossn ||

pangan

Indeks Pagawasan Makanan 77
Terwujudnya Makanan yang aman
dan bermutu Persentase makanan yang 78
memenuhiyarat
Indeks kepatuhan (compliance
Meningkatnya kepatuhan pelaku index)pelaku usaha di bidang 78
usaha dan kesadaran masyarakat makanan
terhadap keamanan dan mutu
Makanan Indeks kesadaran masakat
(awareness index) terhadap 72
Keamanan dan mutu makanan
Indeks kepuasan pelaku usaha
terhadap pemberian bimbingan 84
danpembinaan pengawasan
Makanan
Meningkatnya kepuasan pelaku Indeks Kepiasan Masyarakat
usaha dan Masyarakatterhadap ataskinerja pengawasan 73
kinerja pengawasan Makanan Makanan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan publBeputi 86
Bidang Pengawasan Pangan
Olahan
Meningkatnya kualitas kebijakan Indeks kualitas kebijakan 71
pengawasan Makanan pengawasarMakanan
Persentase Makanan yang an
danbermutu berdasarkan hasil 72
pengawasan
Persentase instansi pemerint
yangberperan aktif  dalar 78
pengawasaiMakanan
gﬂeen”g;ggvggﬁ ;rfepk;'l‘g;i an publik Tingkat efektivitas KIE Makaan | 87,62
dibidang Makanan -
Indeks pelayanan publik ¢
Deputi Bidang Pengawasal 3.59
Pangan Olahan
Persentase ketepatan wal
pelayanan publik di Depui 89
Bidang Pengawasan Pangs
Olahan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | Persentase kader yal
serta peran pemerintahdalam pengawasan| berpartisipasi aktif  dalam 80
di bidang makanan pengawasaiakanan
Persentase Fasilita
Meningkatnya  Regulatory  Assistance| Pengembangaimovasi Makanar 73
pengembanganmakanan melalui standar
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang | Persentase UMKM yan
Pengawasan Pangan Olahapang efektif menerapkanstandar keamana 50
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Indeks RB Deputi Bidang 88
Pengawasan Pangan Olahan
Nilai AKIP Deputi Bidang 81
PengawasaRangan Olahan
Terwujudnya SDM  Deputi Bidang | Indeks Profesionalitas ASN
Pegawasan Pangan Olahayangberkinerja | Deputi Bidang Pengawasa 75
optimal Pangan Olahan
Menguatnya  pengelolaan data dar Indeks Pengelolaan Data di
informasi pengawasan makanan di Deputi nformasi Deputi Bidang 1.51
Bidang Pengawasan Pangan Olahan Pengwasan Pangan Olahan
Nilai kinerja anggaran Depui
Terkelolanya Keuangan secaraAkuntabel Eeputl Bidang  Pengawasa 93
) Ay angan Olahan
di Deputi Bidang Pengawasan Pangar—; ———
Olahan Tingkat  efisiensi  penggun
anggaranDeputi Deputi Bidang 96%
PengawasaRangarOlahan

.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahahahun 2020

Indeks Pengawasai
Terwujudnya Makanan 9 0 0 0 77 Rp. 557.000.000
Makanan yang
aman Persentase makang
dan bermutu yangmemenubhi 11.7| 35 58 78 Rp. 723.603.000
syarat
Meningkatnya Indeks kepatuhan
kepatuhan pelaku | (compliance index) | | 5 | o | 75 | Rp.1.705.940.000
usaha dan| pelaku usaha di A
kesadaran bidang makanan
masyarakat Indeks kesadaran
terhadap masyarakat
keamanan dan| (awareness index) | 0 0 0 72 Rp. 163.120.000
mutu terhadagKeamanan
Makanan dan mutu makanan
Indeks kepuasa
. pelaku usaha
Il:/leenmgkatny? K terhadap pemberiari
puasan pelat | pimpingan dan 0| 0 | 0| 8 | Rp. 99.040.000
usaha dan :
Masyarakat pembinaan
pengawasan
terhadap Makanan
kinerja Indeks Kepuasan
pengawasan Masyarakat atas
Makanan Kineri 0 0 0 73 Rp. 10.000.000
inerja pengawasar
Makanan
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Indeks kepuasan
masyarakat
terhadap layanan
publik Deputi 0 0 0 84 Rp. 432.357.000
Bidang Pengawasa
PangarOlahan
Meningkatnya Indeks kualitas
kualitas kebijakan | kebijakan 0 0 0 71 Rp. 3.048.109.000
pengawasan pengawasan
Makanan Makanan
Persentase Makang
yang aman dal
bermutu 11.7| 35 58 72 Rp. 6.396.990.000
berdasarkan hasil
pengawasan
Persentase instans
pemerintah
yangberperan aktif [ 0 0 0 78 Rp.10.775.964.00C
. dalampengawasan
Menmgkatnya Makanan
efektivitas
pengawasan dan| Tingkat efektivitas
pelayanan publk | KIE Makaran 0 0 0 | 87.62| Rp.583.100.000
dibidang
Makanan Inde.ks pelayanz?m
publikdi Deputi | | | o | 359 | Rp.1.527.114.000
Bidang Pengawasa
Pangan Olahan
Persentase
ketepatan waktu
ge'ay"’.‘”‘?‘” publikdil g5 | g9 | g9 | 89 | Rp.2575.671.000
eputiBidang
Pengawasan Pange
Olahan
Meningkatnya
pemberdayaan Persentase kader
masyarakatserta | yangberpartisipasi
peran pemerintah | aktif dalam 0 0 0 80 Rp.1.172.925.000
dalam pengawasan
pengawasan di Makanan
bidang makanan
Persentase Faddsi
. Pengembangan
zlsgl;rllgtl;a:;nya Inovas@ Makanan 15 30 52 73 Rp.372.000.000
Assistance melalui standar
pengembangan Persentase UMKM
makanan yang menerapkar| 0 0 | 50 | Rp.2.247.613.000
standar keamana
pangan
organisasi Depui | I1deks RB_ Deput
Bidang Bidang Pengawasat
P Pangan Olahan 0 0 0 88 Rp. 1.516.063.000
engawasan
Pangan Olahan
yang efektif
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Nilai AKIP Deputi

Rp. 89.330.000

BidangPengawasar 0 0 0 81
Pangan Olahan
Terwujudnya Rp. 1.645.341.000
SDM Deputi Indeks
Bidang Pegawasan Profes'lonallta's ASN
Pangan Olahan Deputi Bidang| O 0 0 75
yang berkinerja PengawasaRangan
: Olahan
optimal
Menguatnya Rp. 1857.959.000
ggrrﬁﬂglr?ﬁlgs?ata Indeks Pengelolaa
pengawasan Data Qan nfc_eras
makanan di Deputi Bidang| O 151 | 151| 151
Deputi Bidang Pengawasan Pangs
Olahan
Pengavasan
Pangan Olahan
Nilai kinerja Rp. 1.875.959.000
anggaran Deput
Deputi Bidang| O 0 0 93
e ara | PengavasaRangar
Akuntabel di Olahan
Deputi Bidang Tingkat  efisiensi Rp. 476.509.000
Pengawasan penggunan D .
Pangan Olahan gnggqran _eputl 96 96 96 96
eputi Bidang
PengwasarPangan
Olahan

Pada tahun 2D, total anggaran padaeputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

setelah APBNRebesaRp. 37.857.088.000Q. DokumenPerjanjian Kinerjdeputi
Bidang Pengawasan Pangan Olalsebagaimana disebatk terlampir pada

Lampiran 3.

Monitoring pelaksanaan indikator kinegan realisasi anggarakiiaporkan setiap

triwulan melaluisisteme-monev di mana rencana aksi dan realisasinya dapat

dilihat pada_ampiran 4
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1.5 PENGUKURAN PENCA PAIAN INDIKATOR
KINERJA

Pehitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

antaratargetdan realisassebagaimana rumus bawahini:
%Capaian = (Realisasi/Target)x 100%

Sasararprogramdenganl (satu)indikator sasararprogram,pencapaiarsasaran
ditentukan dengan menghitung persentase aapdbedangkan untuk sasaran
programyang memiliki lebih dari Xsatu) indikator, maka diberikan pembobotan
untuk masingmasingndikator.Untuk SekretariaUtamamasingmasingndikator
memiliki bobot yangsama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (duaglik
dibandingkan indikator yang lainBerikut adalahrumus perhitungan Nilai

Pencapaia®asarafNPS):

Nilai Pencapaian Saaran (NPS)= {(bobot x %capaian). + (bobot x
%capaian) +...(bobot x %capaian).}/ n

N

Untuk memperolehkesimpulanpencapaiarsasararstrategis,digunakankriteria

berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan irealisas

Kriteria pencapaiaimdikatorsasararsebagaberikut:

CAFAIAN 1ARKOUL LT INDINKALTURN SRKILTERIA

<50% Sangat Kurang

50% O. <70%

70% O. <90% Cukup

9% <. O 10%

110% <. O 20% Sangat Baik
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Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks
Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh :

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output
terhadap % capaian input (dalam laporan kinerja, capaian input yaitu
realisasi anggaran) sesuai rumus :

1=
b

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan
dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal in, SE yang digunakan adalah
indeks efisiensi sesuai capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan
menggunakan rumus :

SE

=100% =1

Berikut manual IKU untulperhitungan capaian dari setiap indikator :

Tabel 5. Manual Indikator K inerja dan Cara Perhitungan Capaian Kinerja

Indeks
Makanan

Pengawasali

Nilai Indeks Pengawasan Makanan adalah suatu uk
untuk menilai tingkat efektivitas kinerj pengawasa
Makanan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengaw
Pangan Olahan yang akan diukur menggunakan 3

dimensi yaitu pemerintah, asyarakat, dan pelaku usah

Cara Menghitung :

Indeks POM dihitung menggunakan metodologi stati
dan Analitycal hierarchy process (AHP) untuk
pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks

Terwujudnya
Makanan yang aman
dan bermutu

Persentase makan
yangmemenuhsyarat

a. Pangan adalalsegala sesuatu yang berasal (
sumber hayati produk pertanian, perkebun
kehutanan, perikanan, peternakan, peraidam air,
baik yang diolah maupun tidak diolah vyal
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman
konsumsi manusia, termasuk bahan kahan
Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya
digunakan dalam proses penyiapan, pengola
dan/atau pembuatamakanan atau minuman (U
No.18 tahun 2012)

b. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan be

berdasarkan Data Survei Produk Berg
bemdasarkankerangka sampling acak di tahun
berjalan.
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c. Kiriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliput
a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasu
palsu

b. Produk kedaluwaes

c. Produk rusak

d. Tidak memenuhi ketentuan label

e. Tidak memenuhi syarat berdasarkar
pengujian

d. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilaku
secara berjenjang dan berurutan mulai dari krit
poin 1 hingga pai 5 (kriteria pada poig). Pangan
yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria p
1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poi
dan seterusnya dilakukan dengan pola yang s
hingga kriteria poin 5.

e. Jka termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka ki
dilakukan pengujian, apabila saelfyang diperiksa
TMK label, maka sampel tetap diuji.

f. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS il
atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengu
dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 san
T™MS

Y% Makanan THS =
Sample Makanan TIE/legal + TWS kedaluwarsa + THS Rusak + TMKTabel + TS Pengujian 10
1

Total sanple makanan

S5 Makanan MS = 100%- fMakanan THS

Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi
saran yang memenuhi ketentuan (MK) dan Ti
Memenuhi Ke¢ntuan (TMK) ke dalan
pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cuku
dan C (kurang). Selanjutnya dihitung persentase ma

Indeks kepatuha . d K dianalisi istik
(compliance index) Masing grade untuk dianalisis secara statistik. _
Meningkatnya elaku usaha di bidan Hasil perhitungan indikator Pangan Olahan selanju
kepathan pelaku P dikalikan bobot AHP Analytical Hierarchy Pocess)
makanan o . A
usaha darkesadarar dengan rentang nilai sebagai berikut:
masyarakat 07 33,33 = Kurang
terhadap keamana 33,34i 66,67 = Cukup
dan mutu 66,671 90 = Baik
Makanan 907 100 = Sangat Baik
Melalui Survei dagan metode multage cluster randof
Indeks kesadara ; :
sampling dengan margin of error 10%
masyarakat (awareness
. Responden adalah kepala/anggota rumah tangga d
index) terhadag :
rentang usia 1-B5 tahun
Keamanan dan mut| ~. . . )
Kriteria yang digunakan adalah :
makanan
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. Interval
Kategori Indeks
Tidak Baik <45
Kurang Baik 45 - 60
Cukup Baik 60 - 75
Baik 75 - 90
Sangat Baik X

Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks):

Meningkatnya
kepuasan pelaku
usaha dan Masyarak
terhadap

kinefja pengawasar

Indeks kepuasan pelak
usaha
terhadap pemberiaj
bimbingan dan
pembinaan pengawas:
Makanan

Indeks = ——Imin__ » 100, dengan i=1,2, ..., n.
I'maks™ Imin
Keterangan
L, = skor faktor ke-i
Imin = skor faktor minimal
j S skor faktor maksimal
n = banyaknya responden
M Survei dilakukan secara online vyaitu deng

memberikan link survey saat event kegial
bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pe
usaha yag mendapatkan bimbingan dan pembing
oleh BPOM

1 Rumus Pengukurannya :

IN= Z (£ Ey, x Bobot JK) x Bobot Komoditi

IN = Indeks Nasional Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Ejx = Rata-rata nilai kepuasan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu jenis
komoditi

JK = Jenis kegiatan |

Nilai bobot penimbang:
Per dimensi kepuasan: Reliability (0,30), Responsiveness (0,20),
Assurance (0,17), Empathy (0,17), Tangible (0,16)
Per jenis kegiatan: Desk (4), Pendampingan (3), Bimtek (2), Sosialisasi (1)
Per jenis komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik
(0,173), Pangan Olahan (0,230)

Makanan

Indeks Kepuasal
Masyarakat atakinerja
pengawasan Makanan

Melalui survei dengan metode multi stage cluster ran
sampling dengan margin of error 15%.

Responden adalah rum#édrgga dengan kriteria usia -1
65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,017 100: sangat puas

50,017 75 : puas

25,011 50 : kurang puas

07 25: tidak puas

kualitas kebijakan

pengawasan Makang

Indeks kepuasal Menghiung nilai terhadap hasil surveKepuasan
masyarakat terhadap| Masyarakat
layanan publik Deput| Dihitung secara rerata dari nilai IKM semua unit di De
Bidang Pengawasal 3
PangarOlahan

Meningkatnya Indeks kualitag 1. Kebijakan meliputiperaturan perundangndangan

kebijakan pengawasar

Makanan

standar, pedoman, yang mendukung pada pening
efektivitas/penguatan pengawasan Makanan
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2. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai un
menggambarkan kualitas kebijakan ditentu
dengan ketentuan sebagai berikut;

a) Kebijakan telah diimplemensékan minimal
selama 2 tahun
b) Kebijakan yang teridentifikasi selama kur
waktu tersebut menjadi populasi unt
ditentukan jumlah sampel kebijakan deng
ketentuan sebagai berikut:
A >80 Kebijakan =5%
A 50-80 Kebijakan= 7,5%
A 2050 Kebij&kan = 20%
A <20 Kebij&kan =40%

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian y

terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting

Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksal

(Implementasi dan Evaluasi Kebijakan).

Cara menghitung :

Berdasarkarninstrument yag dikembangkan oleh LAN
Kriteria yang digunakan adalah:

O 9 0: sangat baik

817 89,99 : baik
7171 80,99 . sedang
607 70,99 : cukup

O 59, 99 :kurang baik

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah meme
syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Oba
Makanan, dengan menggunakan samp,
targeted/purposivedi tahun berjalan. Kriteria Makana|
Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kem
Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasa
pengujian

Meningkatnya
efektivitas

pengawasan da
pelayanarpublik

Persentse Makanan
yang aman datermutu
berdasarkan hasil

dibidang Makanan pengawasan Cara Menghitung

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdas

hasil pengawasan = (Jumlah sampel Muela targeted

memenuhi syarat dégi Total sampel Makanaargeted
yang diperiksa dan diuji) x 100%

1. Persentase instansi pemerintah yang berperan
dalam pengawasanMakanan dilakukan untu
mengukur  peran  serta pemerintah  dalan
menindaklanjuti  hasil pengawasan dibidg

Persentase instan makana danpemberdayaan masyarakat

pemerintah yangberperg 2. Instansi pemerintah yang dimaksud adg
aktif dalam pengawasat pemeriahan tingkat Kab/Kota (514), tingk
Makanan Kementerian/Lembaga (6 K/L sesuai dengan inj

3/2017)
Cara Menghitung
Jumlah instansi yang berperan aktif / Total seluruh ing
pemerintah yang berperan dalam pengawasan makar
1. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriter

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sun
informasiKIE;

Tingkat efektivitas KIE
Makanan
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b) Tingkat pemahaman terhadap konten inforn
yang diterima;
c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program K
d) Tingkat minaterhadap informasi Makanan
2. Responden Audiens KlRdalah responden yar
sebelumnya pernah menerima atau terlibat seb
peserta dlam kegiatan KIE Badan POM dalam
bulan terakhir.
3. Teknik survei dapat berupface to face interview
penyebaran kuisioner damline survey
Cara Mengukur
Diukur melalui survei dengan target responden ad
masyarakat yang pernah menjadi peserta dart@tpapar
KIE Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan me
berbagai media pada tahun berjalan

Indeks pelayanampublik

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks y
digunakan untuk mengukur kinerja pelaga publik
di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) as
meliputi:
a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%));
c. Sarana Prasarana (15%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIF

(15%);

e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);

0 gl B0] 1 inovast ()
Olahan 2. Penilaiankinerja UPP mengacu Peraturan Men
PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedon
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayan
Publik.
3. IPP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olz
diperoleh dari ratamata IPP seluruh Un
Penyelenggara Pelayanan Publik (Y BHingkungan
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
4. Dilakukan penilaian oleh Tim Peail UPP BPOM|
(Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utan
Persentase ketepat{ Ratarata dari epaian ketepatan waktu pelayanan pu
waktu pelayanan publi dari direktorat Registrasi Pangan Olahan, Stasdsi
di Deputi  Bidang| Pangan Olahan, Pangan Olahan Risiko Tinggi
Pengawasan Pangq Teknologi Baru, dan Pangan Olahan Risiko Rendah
Olahan Sedang

Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat  serta
peran peméntah
dalam pengawasan
bidangmakanan

Persentase kader vyal
berpartisipasaktif dalam
pengawasan Makanan

Cara mengukur
Jumlah Kader/Fasilitator yang mendapat bimbingan te
keamanan pangan dann telah memenuhi persyaratar]
mampu melakukan bimbiag teknis kepada komuniti
atau berperan aktif dalam pengawagszangan dibag
jumlah kader/fasilitator yang mendapat bimbingan tek

Meningkatnya
Regulatory
Assistance
pengembangan
makanan

Persentase Fasilita
Pengembangan Inovasi
Makananmelalui standr

1. diantaranya mencakup bahan alam alterr
pengganti bahan tambahan pangan/ bahan pend
bahan pangan lokal yang memiliki manfaat kesehd

2. Standar dapat berupa peraturan, standar, ped
atau code of practice dibidang pangan

3. Tahapan fasilitasi pgembangan inovasi meliputi :
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1) Tahap identifikas hasil penelitian (literature
review)(15%)

2) Tahap pengkajian efektivitas/ manfaat prodg
hasil penelitian (40%)

3) Tahap pengkajian keamanan produk h
penelitian (80%)

4) Tahap standardisasi produk dan/atau suf

dokumen NIE (100%)
Cara Penghitungan :
Jumldh persentase tahapan fasilitasi inovasi /jun
inovasi yang difasilitasi

Persentase UMKM yan
menerapkan  standar
keamanan pangan

Persentase UMKmakanan yang menerapkapang
menerapkan standar keamanangan

001G [ T & Qi iy DBdE QO

06 GE oG Om 06T ORI Gt B 01 oy BE

Terwujudnya

Indeks RB Deput
Bidang Pengawasali
Pangan Olahan

Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaar
BPOM oleh Kemenpan RB.
Rertang Nilai RB terdiri dari:
1. AA (istimewa), dengan skor > 90 100
2. A (memuaskan), dengan skor >890
3. BB (sangat baik), dengan skor >i780
4. B (baik, perlu sedikit perbaikan), dengan sko
6071 70
CC (cukup/memadai, perlu banyak perbail
yangtidak mendasar), dengan skor >1560
6. C (kurang, pdu banyak sekali perbaikan d4
perubahan yang sangat mendasar), dengan s
307 50
7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbai
dan perubahan yang sangat mendasar) de
skor > 0- 30

o

organisasi Deput
Bidang Pengawasa
Pangan Olaharyang
efektif

Nilai AKIP  Deputi
Bidang Pengawasal
Pangan Olahan

Penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dg
KemenPANRB sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, melipu
a. Rencana Strategi (10%), meliputi:
- Pemenuhan Renstra (2%)
- Kualitas Renstra (5%)
- Impelemtasi Renstra (3%)
b.Perencanaan Karja Tahunan (20%), meliputi:
- Pemenuhan RKT (4%)
- Kualitas RKT (10%)
- Impelemtasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja dengéobot 25%, meliputi:
a.Pemenuhan pengukuran (5%)
b.Kualitas pengukuran (12,5%)
c.Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelapoan kinerja dengan bobot 15%, meliputi:
a. Pemenuhan pelaporan (3%)
b. Kualitas pelaporan (7,5%)
c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasiinternal dengan bobot 10%, meliputi:
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a. Pemenuhan evaluasi (2%)
b. Kualitas evaluasi (5%)
¢. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kierja dengan bobot 20%, meliputi:
a. Kinerja yang dilaporkanoyutpu) (5%)
b. Kinerja yang dilaporkanoutcomé (10%)
c. Kinerja tahun beglan penchmark (5%)

Terwujudnya SDM
Deputi Bidang
Pegawasan Pange
Olahan yang

berkinerja optimal

Indeks  Profesionalita
ASN Deputi Bidang
Pengawasan Pangan
Olahan

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RE
38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN)
lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olah

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN
terdiri atas :

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dug@uluh lima
persen);

b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh pers
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);

d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan IndeksProfesionalitas
ASN, dilakukan pengkategorian tingkat

Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91- 100 (Sembilan puluh satseratus) berkatego
Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satembilan puluh
berkategori Tinggi;

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu delapan puluh
bekategori Sedang;

d. Nilai 61- 70 ( enam puluh satwjuh puluh) berkategoi
Rendah; dan
e. Nilai 07 60 (notenam puluh) berkategori Sang
Rendah.

Menguatnya
pengelolaan data dg
informasi
pengawasan makana
di Deputi Bidang
Pengawasan Pangz:
Olahan

Indeks Pengelolaan Da
dan nformasi Deput
Bidang Pengawasa
Pangan Olahan

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Inforni
Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,261 3 : Optimal

1,517 2,25 : Cukup

0,761 1,5 : Kurang Optimal

071 0,75: Sangat Kurang

Nilai indeks merupakan rerata seluruh unit

Terkelolanya

Nilai Kinerj a Anggaran Deputi Bidang Pengawsan

Keuangan secar
Akuntabel di Deputi
Bidang Pengawasat
Pangan Olahan

Nilai kinerja anggarar Pangan Olahan =
Egﬁggwizrr’]““ Efnznagn (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)
Nilai diambil dari monev DJA a.n Satker Deputi llI
Olahan
Capaian Indikator Tingkat Eiensi dihitung dengarange
Tingkat efisiensi sebagai berikut. -
pengguna anggara 1. 0-0,2 :100%A Efisien N
Deputi Deputi Bidang 2. 021-04 - 95%A Ef!s!en
Pengawasan  Pangan 3. 0,41-0,6 T 92%A Ef!s!en
Olahan 4, 0,61-0,8 90%A Ef!s!en
5. 0,81-1,0 88%A Efisien
6. 1,01-1,2 86%A Tidak Efisien
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7. 1,21-1,4 ;. 84%A Tidak Efisien
8. 141-16 : 80%A Tidak Efisien
9. 1,61-18 . 78%A Tidak Efisien

10. > 1,81 : 75%A Tidak Efisien
Menggunakan perhitungan khusus sesuai matriks
Roren (Evapor) untuk satker Deputi 3.
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BAB Il AKUNTABILITAS
KINERJA

.1 CAPAIAN INDIKAT OR KINERJA

PengawasarPangantidak dapat dilakukan pada produk akhir yang beredar di
masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh
mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara
dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar daim&ikin untuk dilakukan

pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistempengawasan Panggang dilakukarkKedeputian llimerupakan suatu proses
yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasgni®an (re-market
evaluatior), Pengawasan selama beredaos¢market control dan Pengujian
Laboratorium. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasemarket dan post
marketyang profesional dan independen akan dihasilkan produk Makanan yang

amandarbemutu.

Pengukuran capaian kinerja Kedeputian Ill tahun 2020 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing
masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjijan Kinerja dengan
realisasinya. Dari hdspengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai
Kinerja Kedeputian Ill/Nilai Pencapaian Sasafrogram(NP3) tahun 2020
sebesal 01.86 dengan kategofangat Baik.

Berdasarkan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dari 11 (sebelas) sasaran,
indi kator dinyatakan fASangat Bai ko karen:
target,16i ndi kat or dinyatakan f@ABai ko karena ¢

danlindikatordny at akan ASangat Kurango karena c¢
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Pada tahun 2D, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahamiliki 11 (sebelas)
sasaran program deng2®(dua pulurdug indikatorkinerja.Adapun Realisaslan

Capaian Kinerjalisampaikan padéabel 6 sebagai berikut:
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Tabel 6. Nilai Pencapaian $&saran ProgramDeputi Bidang Pengawasan Pangan Olahafahun 2020

N Capaian
: Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Target RERIEE 20 Terhadap
Sasaran Strategis
(IKSS) Tahunan . . Target
Pembilang | Penyebut | Realisasi T
ahunan
Stakeholder Perspective
Terwujudnya IKSP1 :\;‘g‘;ﬁ;enga""asa” 77 81,04 105,25
SP1 | Makanan aman
dan bermutu e | FOESNEED MEETEN YA g 9.816 12.319 | 79,68 102,16
memenuhi syarat ' ' ’ '
Capaian SP1 103,70
Meningkatnya Indeks kepatuhal
kepatuhan pelak| IKSP3 | (compliance index pelaku 78 - - 77,77 99,71
usaha dar usaha di bidang Makanan
SP2 | kedasaran Indeks kesadara
masyarakat masyarakat (awarene
terhadp keamana <SP4 index) terhadap keaman e ) - 77,06 RO
dan mutu makanat dan mutu makanan
Capaian SP2 103,37
Meningkatnya Indeks kepuasan pelal
Sp3 kepuasan pelak IKSP5 u_sah_a terhadap pemb_erlez 84 i i 87.29 103,92
usaha dar bimbingan dan pembinae
masyarakat pengawasan Makanan
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Realisasi2020

Capaian

, Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Target Terhadap
SEREGCI SUEIEYE (IKSS) Tahunan Target
Pembilang | Penyebut | Realisasi 1
ahunan
terhadap  kinerja
pengawasan Indeks Kepu_asa!
Makanan IKSP6 | Masyarakat atas kiner| 73 - 73,81 101,11
pengawasan Makanan
Indeks Kepuasal
Masyarakat Terhada
IKSP7 | layanan  publik  Deput 86 84,73 98,52
Bidang Pengawasan Pang;
Olahan
Capaian SP3 101,18

Internal Process Perspective

Meningkatnya
kualitas kebijakar

Indeks kualitas kebijaka

SP4 IKSP8 71 85,14 119,92
pengawasan pengawasaMakanan
Makanan
Capaian SP4 119,92
. Persentase Makanan ya
Meningkatnya aman dan brenutu
SP5 | efektivitas IKSP9 72 70,80 98,33
berdasarkan has
pengawasan da
pengawasan
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Realisasi2020

Capaian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Target Terhadap
(IKSS) Tahunan . . Target
Pembilang | Penyebut | Realisasi 1
ahunan
pelayanan  publi Persentase instan
Makanan ety | TMEMEL yEny SOfEEE 350 423 82,74 106,08
aktif dalam pengawasg
Makanan
IKSP11 Tingkat efektivitas KIE 87.62 i i 91.75 104.71
Makanan
Indeks pelayanamublik di
IKSP12 | Deputi Bidang Pengawasg 3,59 - - 4,18 116,43
Pangan Olahan
Persentase ketepatan wal
Tepag | [FERYETEN [stidlic 6 DEpL g i i 99,70 | 112,02
Bidang Pengawasan Pang
Olahan
Capaian SP5 107,52
Meningkatnya
pemberdayaan Persentase  kader vyal
SP6 | masyarakat dalar IKSP14 | berpartisipasi aktif dalar 80 94,51 118,14
pengawasan d pengawasan Makanan
bidang Makanan
Capaian SP6 118,14
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Realisasi2020

Capaian

Sasaran Stratedis Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Target Terhadap
g (IKSS) Tahunan , o Target
Pembilang | Penyebut | Realisasi
Tahunan
Persentase Fasilita
Meningkatnya IKSP15 Pengembangan Inasl’ 73 78.00 106,85
regulatory Makanan melalui standg
SP7 | assistancelalam keamanan pangan
pengembangan Persentase UMKM makané
Makanan IKSP16 | yang menerapkan stand 50 51,25 102,50
keamanan pangan
Capaian SP7 104,67

Learning & Growth Perspective

Terwujudnya tata o
keIoIa_ IKSP17 Indeks RB Deputi Bldang 33 _ i 84,02 95.48
pemerintahan Pengawasan Pangan Olah;
yang optimal
SP8 | dilingkup Deputi o
Bidang IKSP18 Indeks AKIP Deputi Bldang 31 _ i 76,26 94.15
Pengawasan Pengawasan Pangan Olah;
Pangan Olahan
Capaian SP8 95,48
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Realisasi2020

Capaian

, Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Target Terhadap
SEREGCI SUEIEYE (IKSS) Tahunan Target
Pembilang | Penyebut | Realisasi 9
Tahunan
Terwujudnya SDM
ggrr:ugvl\?;(iggg Indeks Profesionalitas ASI
SP9 9 IKSP19 | Deputi Bidang Pengawass 75 - - 83,51 111,35
Pangan Olahan
L Pangan Olahan
yang berkinerja
optimal
Capaian SP9 111,35
Menguatnya
Pengeltaan Data
dan Informasi Indeks Pengelolaan Data d
pengawasan Informasi Deputi Bidang
SP10 Makanan di Deput JNSiEY Pengawasan Pangan Olal Lol 0.75 Ehe
Bidang yang baik
Pengawasan
Pangan Olahan
Capaian SP10 49,67
Terkelolanya Nilai  kinerja  anggarar
SP11 | Keuangan secar IKSP21 | Deputi Bidang Pengawasg 93 - - 97,61 104,96
Akuntabel di Pangan Olahan

39




Realisasi2020

Capaian

Sasaran Strateqis Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Target Terhadap
9 (IKSS) Tahunan . . Target
Pembilang | Penyebut | Realisasi
Tahunan
Deputi Bidang

Pengawasan Tingkat efisiensi penggun

Pangan Olahan | |KSp22| anggaran Deputi Bidan 96 - - 100,00 104,17
Pengawasan Pang@tahan

Capaian P11 104,56
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1.2 ANALISIS AKUNTABILITAS

A. ANALISIS AKUNTABILITAS INDIKATOR

KINERJA
KINERJA

Berdasarkamabel 7, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahamiliki 11

(sebelas)sasaran program denga? (dua puluhdug indikatorkinerjaselama

tahun 2@0 dengan penjelasan masintasing indikatorkinerja dan capaian

indikatorkinerjasebagaberikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

. Indeks Pengawasan Makanan 77 81,04 | 105,25%
Terwujudnya Makanar
ang aman dan bermut
yang Persentasg makanan  yal 78 79.68 | 102,15%
memenuhi syiat
Meningkatnya Indeks kepatuhan (compliand
kepatuhan pelaku usal jndex) pelaku usaha di bidan 78 | 77,77 | 99,71%
dan kesadaral makanan
masyarakat terhadq
keamanan dan MUt |n4eks kesadaran masyaral
Makanan (awareness ihex) terhadag 72 77,06
Keamanan dan mutu makanat
Indeks kepuasan pelaku usa
terhadap pemberian bimbingd 84 87.29 | 10392%
. dan pembinaan pengawas ’ 0
Meningkatnya kepuasa M
akanan
pelaku usaha da
Masyarakat  terhadal Indeks Kepuasan Masyarak
kinerja pengawasa| atas  kinerja  pengawasg 73 73,81 | 101,11%
Makanan Makanan
Indeks kepuasan masyarak
terhadap layanan publiReputi o
Bidang Pengawasan Pang 86 84,73 | 98,52%
Olahan
Meningkatnya kualitag . -
kebijakan pengawasa Indeks ~ kualitas kebijaka 71 85,14 | 119,92%
pengawasan Makanan
Makanan
Meningkatnya Persentase Makanan yang am
efektivitas pengawasa dan bermutu berdasarkan hg 72 70,80 98,33
dan pelayanan publi| P€ngawasan
dibidang Makanan Persentase instansi pemerint
yangberperan  aktif dalan 78 82,74 | 106,08%

pengawasan Makanan
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Tingkat efektivitas KIE 87.62| 91,75 | 104.71%
Makanan
Indeks pelayanan publik @
Deputi Bidang Pengawasd 3,59 4,18 | 116,43%
Pangan Olahan
Persentase ketepatan wal
pgelayanan publik di Depul 89 99.70 | 112,02%
Bidang Pengawasan Pang
Olahan
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat serta perg persentase kadgr yal
emerintah dalan berpartisipasi  aktif a@am| 80 94,51 | 118,14%
P S pengawasan Makanan
pengawasan di bidan|
makanan
Persentase Fasilita
Meningkatnya Pengembangan Inova| 73 78 106,85%
pengembangan Persentase = UMKM  yan
makanan menerapkan standar keamar] 50 51,25 | 102,50%
pangan
Terwujudnya organisas Indeks RB Deputi - Bidang g4 84.02 | 95,48%
Deputi Bidang| Pengawasan Pangan Olahan
Pengawasan Pangé Nilai AKIP Deputi Bidang 0
Olahan yang efektif Pengawasan Pangan Olahan 81 76,26 | 94,15%
Terwujudnya SDM
Deputi Bidang| Indeks Profesionalitas ASI
Pegawasan Pangd Deputi Bidang Pengawasa 75 83,51 | 111,35%
Olahan yang berkinerj{ Pangan Olahan
optimal
Menguatnya
pengelolaan data d3
’ ; Indeks Pengelolaan Data d
mg’l:?nfr: %‘?”galg"easj nformasi  Deputi  Bidand 1,51 | 0,75 | 49,67%
Bidang Pengawa?sa Pengawasan Pangan Olahan
Pangan Gahan
Nilai kinerja anggaran Depu
Terkelolanya Keuanga Deputi Bidang Pengawasg 93 97,61 | 104,96%
secara Akuntabel d Pangn Olahan
Deputi Bidang| o
Olahan anggaran Deputi Depuliidang| 96 100 | 104,17%

Pengawasan Pangan Olahan

42



1. Indeks Pengawasan Pangan Olahan
IPOM merupakan indeks yang berfokus untuk mengukur efektivitas kegiatan
pengawasansehingga pembobotan lebih besar pada Internal Process. Bobot
55% dibagi sama rata pada setiap indikator dalam Internal Process, kecuali
indikator persentase obat yang memenuhi syarat dan indikator persentase
makanan yang memenuhi syarat dengan pertimipamgdikator tersebut
memiliki dampak yang lebih luas dibanding indikator lain dan merupakan
indikator RPIJMN 2022024. Sedangkan pembobotan ketiga indikator dalam

Stakeholder Prespective (45%) dibagi sama rata.

Indikator pembentuk IPOM pada komoditi pangjuga dilihat dengan
prespective yang sama dengan IPOM Nasional dengan pertimbangan persentase
makanan yang memenuhi syarat mendapat bobot paling besar (30%) karena
merupakan indikator dengan dampak paling luas dan merupakan indikator
RPJIJMN 20262024. Nilai IPOM kedeputian Ill didapat dari nilai IPOM
komoditi Pangan. Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Pangan Olahan
adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja
pengawasan Pangan Olahan, baik untuk tiap produk maupun kesekeoaen

nasional.

Tabel 8. Indikator pembentuk Indeks Pengawasan Pangan Olahan

Stakeholder Indeks kepatuharcOmpliance indexpelaku usaha
) o 12,5%
Prespective di bidang Makanan
Indekskesadaramasyarakatgwareness indgx
2 12,5%
terhadap keamanan dan mutu makanan
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pembe
3 e ; - 12,5%
bimbingan dan pembinaan pengawasan Makan:
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja
4 12,5%
Pengawasan Makanan
5 Perserdse Makanan Memenuhi Syarat 30%
Internal Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan
: 20%
Prespective Olahan
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Gambar 7. Indeks Pengawasan Obat dan Makan Tahun 2020

Pada Tahun 2020, telatiilakukan pengukuran indeks pengawasan pangan
olahan, kegiatan ini dilakukan untuk mengukur kualitas makananbenegar
dimasyarakat amaaontuk dikonsumsi/digunakan sesuai kebutuhan, kemanan
dan mutu dari produk. Pengukuran dilakukan oleh pusat risetlddamnmakanan
(PRKOM). Hasil perhitungan indeks pengawasan Pangan Odaeroleh nilai
77,77% dengan capaian 188. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024
(akhir periode Renstra) sebesar 85, realisasi indikator ini mencapai 88,76.
Capaian indikatoini didukung oleh tingginya realisasi indeks kualitas kebijakan
pengawasan Obat dan Makanan sebagai salah sapokempembentuk IPOM
padainternal process perspectivdRealisasi nilai indeks pengawasan makanan
pada tahun 2020 adalah sebesar 81,04 depgmentase capaiannya sebesar
105,25dengan kriteridiBaiko

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengaahun 2020

IKK Indeks Pengawasan Makanan tahun 204€besar 7,98 Nilai ini
mengalami kenaikan sebe$af6di Tahun 2020 menjadi1,04.Realisasi ini

jika dibandingkan maka akan didapatkan capaian realisasi 2020 terhadap 2019
sebesar106,66 Nilai ini menunjukan bahwa pada tahun 2020 terdapat

peningkatan realisasi d@apaian untuk indeksengawasan pangan olahan.

Analisis Keberhasilan Capaian
Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka pencapaian indeks
pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
1. Peningkatan peran serta pelaku usaha dalam menerapkan ketenguan ya
berlaku. Dalam kegiatan ini BPOM senantiasa melakukan pengawasan
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pre dan post markdéerhadap sarana produksi Makanan agar kesadaran
serta kemampuan pelaku usaha dalam pemenuhan ketd@H)

dapat ditingkatkan.

. Meningkatkan kesadaran masyarakat tedpa Makanan yang
berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE
(Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat serta sosialisasi
website BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnyatuk
meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan.

. Penyusunan Stdar/ Pedoman/ Regulasi terkait Pangan Olahan, yang
bertujuan  memutakhirkan regulasi/pedoman/standar/kriteria/kajian
terkait mutu makanan untuk pemenuhan/peningkatan mutu, keamanan
dan kemardatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
(evidence basédlan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.

. Pemberian bantuan DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan
Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran
Pemerintah Berah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan
secara efekti

. Terlaksananya pengujian pada makanan yang beredgredgawasan
terhadap sarana produksi dan sarana distribusi makanan yang dilakukan
secara intensif, sehingga kualitas makanan danahasinfaat nya dapat
terjaga didalam peredarannya yang membuatkisidpengawasan
capaiannya meningkat.

. Peningkatan jumlah pemberian izin edar pada tahun 2020, menunjukkan
kesadaran pelaku usaha yang semakin meningkat untuk memenuhi

persyaratan keamana, rawtan gizi pangan.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka menihgtkan pengawasan makan&ROM terusberupaya

meningkatkan kapasitas pengujian, pengawasan sarana produksi dan distribusi

makanan. Diharapkan para produsen makanan dapat menghasilkan rmakana

yang berkualitas baik dari segi khasiat dan juga manfaatnya.
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2. Persentase Makanan yangnemenuhi syarat
Berdasarkan Undargndang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala
sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,
kehutanan, p&anan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun
tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan
lainnya yang digunakan dalam proses penyiapaengolahan, dan/atau

pembuatan makanan atau minuman.

Dalam melakkan sampling terhadap makanan beredar mengacu pada
Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang
ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk
Beredar. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar beadasa
kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan Badan POM
merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan
di peredaan, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan pdesyara
(compliance) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus

pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat
didasarkan pada beberapédaia yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2)
tidak kedaliwarsa,; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5)

memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
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Tabel 9. Sampel Makanan yang memenuhi syarat

Tujuan Kondisi Evaluasi Hasil Pengujian Jumlah Kesimpulan
Sampling Sampel Penandaan Sampel
Acak Baik MK
Label 10.383
Memenuhi Syarat MS
Penguijian 9.816
Tidak Memenuhi TMS
Syarat Pengujian 567
TMK T™MS
Label 1.863
Kedaluwarsa TMS
23
Rusak TMS
13
TIE TMS
37
AYor:1¢
Total 12.319

Dari 12.319 sampel makanan yang diperiksa dan diuji tahun 2020, yang
dinyatakan memenuhi syarat sebesar 9.816 sampel (79,68b@ndhgkan
dengan target tahun 20868besar 78%, realisasi indikator ini mencapai 102,2 %
(kategori Baik). Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra)
sebesar 86%, realisasi indiator ini mencapai 92,65%. Hal ini perlu menjadi
perhatian sehgga diharapkan pada tahun 2024gédrindicator ini dapat
tercapai dengan langkdaingkah strategis yang berkesinambungan dalam kurun
waktu tahun 202-2024.

Tabel 10. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syatra
IKSS-3 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Capaian 2020
Target Realisasi % Kriteria

78 7968 10215 Baik
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Analisis Keberhasilan Capaian

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang

memenuhi syarat terutama di masa pandemi COMU[@Rntardain:

1. Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha dan pengujian

yang dilakukan secara intensif yang perhitungannya diambil berdasarkan

data dari SIPT pada tahun berjalan.

2. Percepatan perizinan Gula Kristal Putih (GKP) selama rpasaemic
COVID-19, melputi:

a.

Permohonan Nomor Izin Edar (NIE) prod@KP tidak diwajibkan
melampirkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional

Indonesia (SPPT SNI) dalam pemenuhan persyaratannya.

. Percepatan penerbitan/timeline NIE GKP daHK menjadi 2 HK

Peneriksaa sarana dilakukan melaldesk auditsecaraonline

3. Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa

Status Darurat Kesehatan Covid di Indonesia.

4. Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi GO%,I1D

diantaranya:

a.

Kegiatan konsutasi tetap berlangsung melalui medialine seperti
livechat call center email.

. Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan mgbesite

digital marketingdi berbagai media social sepertiutube Instagram
Twitter

Pelatihan Cara Bduksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara
Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui medidine seperti
Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuligWihatsapp, Kulgram (Kuliah
Telegram)

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pengawasan maka@ang memenuhi syarat,

BPOM terusdhberupaya meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat

membuat produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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3. Indeks kepatuhan compliance indeX pelaku usaha di bidangMakanan
Kepatuhan adalah suatu bentuk éetbrimaan dalam melaksanakan berbagai
aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundangamundangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan,
sementara yang dimaksud den pelaku usahaakanan mencakup produsen,
distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi pangan

olahan.

Pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha ini bertujuan untuk memberikan
panduan dalam membuat kebijakan, mengpkagress, memonitor output,
evaluasi untuk tidakan selanjutnya, memprediksi hasil di masa dating dan
capaian antar daerah/antar waktu. Oleh sebab itu pembahasan hasil
pengukuran indeks ini dititikberatkan pada capaian IKPU yagreyaleh

pada tahun 2020 untuk tingkat nasional daopinsi, faktoffaktor yang
mempengaruhi indeks tersebut, dan rekomendasi kebijakan yang dapat

dilakukan berdasarkan data.

Tabel 11. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Makanan

Obat 79,92 (Baik)

Obat Tradisional 66,83 (Baik)

Suplemen Kesehatan 94,51 (Baik)
I_L<0_Sme£k___________8_21_79_@%L_.i
I PanganOlahan 77,77 (Baik) i
" indeks Nasional 80 06 (Baik)

Hasil survei tersebut menggambarkan capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha
di bidang Makanan terhadap target 2@@@lah sebesar 99,71% (kategori Baik).
Nilai 77,77 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Makanan memenuhi

kategorii B a i delam mematuhi é¢éentuan/peraturan yang telah ditetapkan
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BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungasyarakat. Realisasi
indicator Indeks Kepatuhan Pelaku usaha di bidang Makanan tahun 2020 apabila
dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstrajpisdéies
realisasi indikator ini sudah mencapai 96,01%.

Dalam meningkatkan capaian indeks kepatuhan pelaku udahzdang
Makanan, perlu disusun strategi dalam rangka meningkatkan pembinaan dan
bimbingan terhadap pelaku usaha agar memahami dan mementertuée
pemerintah, dengan pertimbangan skala ukuran pelaku usaha dan sampling yang
dilakukan oleh BB/Balai/Lok&OM belum semuanya random sampling. Selain

itu agar data dan informasi diperoleh secaadtimediperlukan integrasi metode
perhitungan indekii dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT).

100,00

100,00
90,00 86,87 839,30
80,00 77,77
= 70,00 66,38
3 59,71
S5 60,00
=
= 50,00
(=W
S 40,00
£
3 30,00
20,00
10,00
0,00
PRODUESI PRODUEKSI DISTRIBUSI IKLAMN PENANDAAN  INDEKS PO
MD PMR

Gambar 8. Nilai IKEPU untuk komoditi Pangan Olahan di berbagai sarana
pengawasan

Berdasarkan Grafik diatas dapat dinyatakan bahwa Pelaku usaha di bidang
Pangan Olahan mempunyai IKPU yang termasuk kategori Baik, yaitu 77,77,
terutama untuk di sarana produksi yang telah menerapkaraRrdganajemen

Risiko (PMR) yaitu 100 (Sangat Baik)ymndaan (89,30) dan iklan (86,87).
Pada sarana produksi pangan olahan yang telah menerapkan PMR terdapat 15
pelaku usaha yang telah patuh memenuhi persyaratan PMR sehingga layak
menerima sertifikat. Datotal 21.151 pelaku usaha yang diperiksa oleh BPOM,
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jumlah terbesar adalah pelaku usaha disarana distribusi (10.999),iklan (7.815),
produksi MD (2.189) dan penandaan (133). Namun IKPU terendah untuk
komoditi Pangan Olahan terdapat pada pelaku usahaatiasgroduksi MD
(59,71) dan sarana distribusi (66,38)

faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya IKPU pada sarana produksi dan
distribusi.Pada sarana produksi yaitu masih banyak jumlah pelaku usaha yang
memperoleh hasil penilaian Cara Produksi Pangan OlaranBaik (CPPOB)

C dan D, yaitu 284 dan 598. Hatsebut menunjukkan tingginya temuan serius
3-4 dan temuan kritis. Demikian pula pada sarana distribusi terdapat jumlah
pelaku usaha sebanyak 3698 dengan temuan Cara Distribusi Pangan yang Baik
(CDPB) deigan rating K dari 10.999 pelaku usaha.

Beberap&egiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian nilai indeks
kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan yaitu:

1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam
memahami dan mematuhi peraturarkait iklan dan penandaan

2) Melakukan pemimaan dalam rangka meningkatkan daya saing Industri
pangan olahan

3) Regulatory assistancdan pendampingan untuk untuk pelaku usaha
khususnya UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan mendorong
inovasi produk pangan dian.

Evaluasi dan tindak lanjut

Dalam amngka meningkatkan indeks kepatuhan pelaku usaha diperlukan kajian
lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pelaku usaha sulit dalam memenuhi
ketentuan CPPOB dan CDPB yang menyebabkan tingginya pelanggaran yang
terjad. Apakah disebabkan ketidakpahaman tddpa ketentuan/regulasi,
investasi yang perlu dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan tersebut, pelaku
usaha yang sulit patuh atau memang regulasi tersebut sulit untuk diterapkan.
Hal ini diperlukan untuk menentukan a&egi yang perlu dilakukan BPOM
untuk memngkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan,
khususnya di sarana produksi MD dan distribusi. Namun hal yang dapat segera

dilakukan
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Selain hal tersebut diatas, Deputi Il perlu melakukan kegiatan dalagka
pemerian bimbingan dan pembinaarhadap pelaku usaha di bidang Pangan
Olahan sehingga pelaku usaha dap&mahami dan memenuhi ketentuan

pemerintah, dengan pertimbangan skala ukuran pelaku usaha.

4. Indeks kesadaran masyarakat dwareness indexterhadap keamanan dan

mutu makanan

Pada Tahun 2D telah dilakukan Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran
Masyarakat terhadageamanan dan mut®bat dan MakananKajian ini
merupakan kegiatan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat dalam
memilih, membk dan mengkonsumsi obat dan makanan yang aman bagi
kesehatanSetelah dilakukan kajian pengukuran yang dilakukan oleh Pusat Riset
danObat dan MakanafPRKOM), realisasi nilai Indeks Kesadaran Masyarakat
terhadap Keamanatan Mutu makanarsebesar 7. Jikadibandingkan dengan
target tahun 220, persentase capaiannya sebesaf,0B¥ dengan kriteria
BAIK .

Survei ini bersifat komposit skala nasiorfaésign metodologi yang digunakan
pada kajian inimenggunakarQuantitative Researgltross sectiona(potong
lintang dengan perhitungakerangka sampehenggunakamargin of Error

10% yang merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BP&hiliRan
sampel/responden dilakukan secara acak rgndon). Penetapan
populasi/responden adalah berdasarkan Data 3Safypwah Tangga/BRT
(11.570)yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang tersebar di 34 propinsi
dan 514 kabupaten/kot&urvei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan
(urban) dan pedesaanryral). Tahap pemilihan sampel dilakukan dengan
memilih bloksensus secaRrobability Proportional SizéPPS), yaitu sampling

size dengan jumlah rumah tangga di setiap strata propinsi selanjutnya memilih
sebanyak 10 rumah tangga secsystematic samplindari setiap blok sensus

terpilih.
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Kriteria inklusi sampel studi adalah inglu rumah tangga yang berunilii-65
tahun.Pencacahadata dilakukan dengan meto@emputer Assisted Personal
Interviewing (CAPI) yaitu teknik interviewpencacahan terhadap responden
dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan

menggunakatoolskuesioner yang telah-ghstall di smartphoneenumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana
pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih pangan olahan yang
aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran makghmdihitung berdasarkan
konwersi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi
ketentuan kaidah terhadap KLIK yaKiemasan yang baik, pembacaan Label,
pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak
Kadaluarsa. Hasil pengliuran indeks kesadaran masat tahun 220 per
komoditi yang termasuk dalam lingkup pengawasan Badan POM disajikan pada
Tabell2.

Tabel 12. Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi Skala Nasional

No. Komoditi Indeks | Kategori
1 | Obat 79.08 Baik
2 Obat Tradisional 70.61 Cukup Baik
3 | Suplemen Kesehatan 71.37 Cukup Baik
4 | Kosmetik 71.09 Cukup Baik
' 5 | Pangan Olahan 77.06 Baik
| Indeks Nasional 74.29 Cukup Baik

Indeks Kesadaran Masyarakat itegi ditempati oleh produk Obat dengan nilai
indeks kesadaran masyarakat seb&®g08 Kemudian diikuti oleh produk
Pangan Olahan dengan nilai indeks seb&g#6.Sedangkan indeks kesadaran
masyarakat terendah ditempaleh produk Obat Tradisional dgan nilai indeks
sebesaf70,61. Adapun pengkategorian Indeks Kesadaran Masyarakat adalah
sebagai berikut:
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Kategori Interval Indeks
Tidak Baik <45
Kirang Baik 45¢ 60
Cukup Baik 60,01¢ 75

Baik 75,01¢ 90
SangaBaik <90

Berdasarkan kategodi atas,indekskesadaran masyarakat terhadap keamanan

danmutumakanartermasuk dalam kategdsaik.

Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat dibentuk oleh 3 komponen
penyusun yaitu pengetahuan, sikap planlaku, hasil survei per mashmgasing
komponen untuk komoditi pangan olahan adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Pengetahuan
Masyarakat secara Nasional terhadap Kemasan, Label, ljin Edar, dan
Kedaluarsa (KLIK) mtuk komoditi pangan olahan berada dalanmegati
baik dengan nilai indeks5,94 Dari hasil analisis tingkat pengetahuan
masyarakat terhadapKLIK diketahui bahwa pengetahuan tentang
kadaluwarsa menunjukkan presentase tertinggi, diikuti pkeigetahuan
tentang label dan kemasan, yang terendah lagsagetahuan nomor ijin
edar.

b. Sikap :Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Sikap Masyarakat secara
Nasional terhadap KLIK untukomoditi pangan olaharerada dalam
kategori baik dengan nilai ideks 8203. Dari hasil analisis sikap
masyarakat/respondenterhadap KLIK  menunjukkan bahwa sikap
masyarakat menganggap penting semua komp&hd#id pada saat akan
membeli/mengkonsumsi suatu produk.

c. Perilaku:Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Perilaasyarakat secara
Nasional terhadap KLIK untukomoditi pangan olaharberada dalam
kategoricukup baik dengan nilai indek33,21 Dari hasil analisis perilaku
masyarakat/responden tentangLIK  menunjukkan bahwa dalam
membeli/mengkonsumsi Obat dan Makamakup baik dalam mencermati

KLIK. Meskipun sudalibaik dalan mencermati kondik emasangcukup
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baik mencermati tanggalKadaluwarsa namurkurang baik dalam
mencermati informasi yang ada padabel sertakurang baik dalam

mencermati Nomor ljin Edar.

Berdasarkan data tersebutapat disimpulkanSecara umum Nilai bheks
Pengetahuan Masyarakat dan Sikap Masyarakat sudah cukup baik namun tidak
diikuti oleh Perilaku Masyarakat terutama dalam mencermati Nomor ljin Edar
tidak baik .

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

IKK Indekskesadaran maayakat terhadap keamandanmutu makanatahun

2019 sebesar 70. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 9% di Tahun 2020
menjadi 77. Realisasi ini jika dibandingkan kaaakan didapatkan capaian
realisasi 2020 terhadap 2019 sebesar 110%. Nilai ini menunpatama pada
tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi dan capaian untuk kegsldaran
masyarakat terhadap keamandammutu makanan.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatny@sadaran masyarakat terhadap keamanan,
mutu, dan gizi pngan olahaantara lain: Terlaksananya kegiatan Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait keamanan pangan olahan kepada
masyarakat, pemberdayaan organisasiat@an kemasyarakatan dan kegiatan
bimbingan teknis kepada kader keamanan pangan yamgra&nduplikasikan
pengetahuannya dan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang keamanan pangan

kepada masyarakat yang temasuk dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyar&&®&OM terusberupaya
meningkatkan jangkauan penyebaran informasi dan edukasi melalui kegiatan
KIE. Diharapkan masyarakat menjadi konsumen cerdas dengan meningkatnya
pengetahuan tdang pangan aman, mengubah sikap dan perilaku yang baik

dalam memilih pangan olahan yaagan.
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5. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan

pembinaan pengawasan Makanan

Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan
Pembinaan Pengawasan Makanan dilakukan melalui survei yang bertujuan
untuk mengukukepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan
pembinaan dari BPOM dalam bentuk/ jekisgiatan seperti pendampingan,
desk bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target
responden survei adalah produse, distributor, intpaksportir, dan sarana

pelayanan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dehgdalLskert 1-
4. Aspek pengukuran menggunakan kerangka t€mstomer Satisfication
dengan paramet&ervice Qualitymeliputi aspek 1Yangible 2) Reliability; 3)
Assurance4) Responsivenesdan 5)Empathy

Survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang terhubung dengan
BPOM Operation CenteBOC). Jumlah responden untuk komoditi pangan
adalah sebanyak 4.051 responden. Jumlah ini merupakan &egikegi
dibandingkan responden untuk komoditi obat1Q1 responden), kosmetik
(2.715 responden), obat tradisional (1.186 responden) dan suplemen kesehatan
(1.135 responden).

Hasil pengukuran menunjukan bahwa indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU)
untuk komoditi pangan sebesar 87,29, jika dibandingkan detayget 2020

sebesar 84, maka target tercapai dengan % capaian sebesar 103,93%

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2D dengan tahun 209

Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap PembBimbingan dan
Pembinaan Pengawasan Makamnamcul sbagai salah satu indikator kinerja
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Oladgring dengan SOTK bardlama
Indikator ini tidak ada di tahun sebelumnya sehingga tah@0 &@rupakan
baseline.Pada tahun 2, terdapat Sasaran Deputi 3, yaMieningkatnya
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kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Pangan Olahan,
namun sasaran i ni di ukur mel al ui i ndi ka
dihitung menggunakan perhitungan dari #@a capaian ldeks Kesadaran

Masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik Direktorat Registrasi Pangan
Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan
Pangan Risiko Rendah dan Sedang, serta Direktorat Pengawasan Pangan Risiko

Tinggi dan Teknologi Baru

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatnyepuasarpelaku usaha di bidang pangan
olahan antara lain: Terlaksananya bimbingan dan pembinaan terkait persyaratan
keamanan pangan olahan yang intensif kepada pelaku ushidamy panga

olahan yang dilakukan melalui kegiatan KIE, intervensi keamanan pangan
kepada UMKM pangan (produsen dan ritel pangan), dan Kkegiatan
pendampingan kepada UMKM pangan.

Evaluasi dan tindak lanjut

Untuk kedepannydBPOM akan tetap berupaya mkikan bimbingn dan
pembinaankepada pelaku usaha secdedbih intensif. Direkomendasikan
pelaksanaan bimbingan dan pembinaan BPOM lebih fokus pada materi yang
berdampak langsung pada percepatan perijinan/ sertifikasi pelaku usaha, karena
hal ini merupakamarameter yiag berada di bawah nilai parameter lain, selain

itu, hal ini menjadi kepentingan utama pelaku usaha. Peran unit terkait dalam
penyelenggaraan kegiatan harus terus ditingkatkan termasuk membuat rencana
target jumlah pelaku usaha yang akan dkaer bimbinga dan pembinaan.
Dengan adanya target data survey akan menjadi lebih representatif. Penelitian
lanjutan yang menggali persepsi petugas penyelenggara terhadap kegiatan yang
diselenggarakan akan memperkaya hasil survey, karena akan memotret

gamlaran dari duaisi, tidak hanya pelaku usaha, namun juga penyelenggara.
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6. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan
dan program atas kinerja obat darakanan dari BPOM untuknenjamin
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari produk obat dan makanan yang terdiri
dari : mutu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan
olahan.

Penilaian kepuasan pelanggan merupakan metode yang palingjotrakl

instrument inimengukur bagaimana produk atau pelayanan yang diberikan

sesuai atau bahkan melampaui harapan pelanggan survey ini mengukur
kepuasan pelanggan dengan skald. Hasil survey ini menggambarkan
seberapa baik pelayanan yang telah ddaeriatau area mana yamgriu
ditingkatkan. Dalam hal ini ada 5 (lima) unsur yang diukur dalam indeks
kepuasan yaitu:

a. Reliability, yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar
dengan akurat dan dapat diandalkan. Dalam hal ini yang diukiahada
kemampuan pemerintamtuk melakukan pengawasan obat dan makanan.

b. Responsivenessyaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dan
memberikan pelayanan dengan cepat. Dalam hal ini yang diukur adalah
kemampuan pemerintah untuk melakukan tindakan atas pbedbkhaya

c. Assurance,yaitu pengetahuan dan kesopanan dari penyedia layanan dan
kemampuan mereka sehingga dapat dipercaya dan meyakinkan. Dalam hal
ini yang diukur adalah kompetensi atau kemampuan pemerintah dalam
memberikan perlindungan.

d. Empathy,yaitu paluli pada pelanggan, mémrikan perhatian berdasarkan
kebutuhan individu. Dalam hal ini yang diukur adalah kepedulian
pemerintah atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman.

e. Tangiblesyaitu penampilan fasilitas fisik, sumber daya manusia, peralatan
dan materi komunikasi. D&m hal ini yang diukur adalah layanan informasi
yang diberikan pemerintah tentang keamanan produk yang dapat didengar

dan dilihat oleh masyarakat.
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Pengukuran indeks kepuasan bertujuan untuk diperolehnya feedback/umpan
balik berupanasukan/keluhan terhgoaroduk obat dan makanan yang beredar
dimasyarakat dan memperoleh data untuk melakukan perbaikan/evaluasi dan

peningkatan kinerja/kualitas pengawasan BPOM.

INDEKS KEPUASAN NASIONAL VS
KOMODITI

® Indeks Obat dan Makanan Indeks Total

I 75,12
I 70,50
I 71,13
71,06
73,81
72,54

OBAT OBAT SUPLEMEN KOSMETIKA PANGAN INDEKS
TRADISIONAL KESEHATAN OLAHAN TOTAL
(BOBOT)

Gambar 9. Indeks kepuasan masyarakat atakinerja pengawasan makanan

Dari data gambar profil diatas terlihat bahwa indeks kepuasan masyarakat
terhadap obat dan makanan atas kinerja pengawasan menunjukan bahwa indeks
pengawasan obat dan makanan yaitu obat sejumlah 75,12 (baik), pangan olahan
73,81 (cukup), kosmetika 71,06ukuip) dan obat tradisional 70,50 (cukup).
Terhadap data 5(lima) komoditi tersebut terlihat komoditi pangan olahan

mempunyai kriteria (cukup).

Data indeks kepuasan masyarakat atas pengawasan kinerja di bidang Makanan
terhadap target 2020 adalah sebé&84ar11 (kategori Sangat Baik). Nilai 73,81
menggambarkan bahwa kepuasan masyarakat di bidang pengawasan makanan
memenuhi kategorii S a n g a t. R&bsask iadikator Indeks Kepuasan
Masyarakat atas kinerja pengawasan di bidang Makanan tahun 2020 apabila
dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 84,

realisasi indikator ini sudah mencapai 87,87%.
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Evaluasi dan Tindak lanjut

Dalam rangka meningkatkan capaian indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja
pengawasan Makanan, perlu mening&atintensitas KIE maupun sosialisasi
terkait pengawasannya Supaya masyarakat memahami segala bentuk

pengawasan yang dilakukan oleh BPOM.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan

Penilaian kepuasan pelalgsaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan
Pangan Olahan dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan melakukan survei ke
pelaku usaha yang menerima layanan publik di unit kedeputian Ill. Indikator
Indeks kepuasamelayanan publik di bidang Pangan OlahBahun 2020
dihitung menggunakan perhitungan dari #a@t capaian Indeks Kesadaran
Masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik Direktorat Registrasi Pangan
Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan
Pangan Risiko Rendah dared@ng, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko
Tinggi dan Teknologi Baruserta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku UsahdHasil Pencapaian kepuasan pelaku usaha terhagaparpublik

di bidang Pangan Olahaetep unit di Kedeptian Il dapatdilihat pada tabel di

bawabh ini.
Tabel 13. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Bidang Pangan Olahan Tahun 2020

Registrasi Pangan Olahan 83.96| 85.50 82.60 96.61
Pengawsaan Pangan Risiko | 86.99| 88.00 80.85 91.88
Rendah dan Sedang
Pengawasan Pangan Risiko | 84.03| 84.50 89.40 105.80
Tinggi dan Teknologi Baru
Standardisasi Pangan Olahan| 83.27| 85.00 83.88 98.68
Pemberdayaan Masyarakat d4 81.48| 84.00 86.90 103.45
Pelaku Usaha

Rata-rata 84.73 9852
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Adapun jenis layanan publik yang diukur melalui survey kepuasan seperti yang

dijelaskan pada tabe#iHi bawah ini.

Tabel 14. Jenis Layanan Publik di Deputi Bidang PengawasaPangan Olahan

No Unit JenisLayanan

1 Direktorat Layanan ebpom Surat Keterangan Impor (SKI), Sur
Pengawasan Keterangan Ekspor (SKE), sertifikd$ygiene Sanitasi
Pangan Risiko (HS), sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang
Rendah dan Baik (CPPOB), dan pendaftar®odusen Bahan
Sedang Tambahan Pangan (BTP).

2 Direktorat Pelayanan Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olaha
Pengawasan yang Baik untuk pangan olahan tertentu, Program
Pangan Risiko Manajemen Risiko
Tinggi dan
Teknologi Baru

3 Direktorat Pengkajian permohonan keamanan, mutu, gizi,
Standarisasi manfaat, dan label pangan olahan, Konsultasi terka
Pangan Gihan keamanan, mutu, gizi, manfaat, dan label pangan

olahandanKonsultasi terkait proses pengkajian
keamanan, mutgizi, manfaat, dan label pangan
olahan.

4 Direktorat Registrasi pangan olahann@g) dan registrasi BTP e
Registrasi reg)

Pangan Olahan

5 Direktorat Konsultasi terkait Penerapan Cara

Pemberdayaan, Produksi Pangayang Baik untuk UMKM Konsultasi

Masyarakat dar
Pelaku Usaha

terkait tata cea mendapatkan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPPRT)
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Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

150
104,40
100 84,56 84,73 98,52

81 86
. — — —
Target Realisasi Capaian
LT

Gambar 10. Perbandinganrealisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Berdasarkammabel 13 dan GambadO, Indikator IndeksKepuasarmpelayanan
publik di bidang Pangan Olahafahun 2020 sebesar 84.73, mengalami
peningkatan sebesar 0.17 dibandingkan realisasi tahun 2019.

Namun, terdapat beberapa variabel yang juga perlu diperhatikam dal

perbandingan nilai IKM tahun 2019 dan 2020 ini yaitu:

a. Adanya kenaikan target yang cukiiipggi pada tahun 2020 dibandingkan
tahun 2019 sehingga besaran nilai capaian di tahun 2020 lebih kecil, dimana
tahun 2019 nilai capaian sebesar 104,40% dengan &rgeedangkan pada
tahun 2020 capaian sebesar 98,52% dengan target 86.

b. Padatahun 202@da penambahan 1 (satu) unit yang diikutsertakan sebagai
komponen perhitungan yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha dimana pada tahun 2019 umittidak diikutkan dalam

perhitungarPelayanan Publik di Bidang Pangan Olahan Tahun

Analisis Keberhasilan Capaian
Capaian Nilai IKM Tahur2020didukung oleh upaya peningkatan pelayanan
publik, yaitu :

1) Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap peasyasgistrasi
pangan olahan setelah diberikan pendampingan melalui kegiatan bimbingan
teknis ataupun loket pelayanan publik.

2) Pengembangan berbagai media konsultasi dan komunikasi baik offline
maupun online, antara lain melalui penyediaan leaflet/bookbaindr,

seminar online, subsite, call center, live chat, dan digital marketing sebagai
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saram untuk memudahkan pelaku usaha berkonsultasi, sarana informasi
terkait sistem/mekanisme/prosedur layanan, dan sebagai sarana pelengkap
media informasi publik yang emdukung keterbukaan layanan publik.

3) Penyelenggaraan forum komunikasi, sosialisasi, binamigknis/supervisi
dengan pelaku usaha ekspor dan impor pangan, industri PMR, dan industri
yang akan sertifikasi CPPOB.

4) Pengembangan sistenReqgistration, é8TP, dan aplikasi esertifikasi yang
dilakukan oleh Pusdatin.

5) Peningkatan kompetensi SDM baltard skill maupunsoft skill guna
meningkatkan efektivitas penilaian dan layanan publik di dalam negeri
ataupun luar negeri

6) Peningkatan sarana dan pra sarana layanaikpu

7) Sinergi kebijakan pelayanan publik dengan stakeholder K/L terkait sesuai
arah kebijakn pemerintah.

8) Penyederhanaatimeline / Service Level Agreemg®LA) penyelesaian
Layanan eopom Surat Keterangan Impor (SKI) dari 1 hari kerja menjadi 6
jam dan layanan ebpom Surat Keterangan Ekspor (SKE) dari 2 hari kerja
menjadi 1 hari kerja.

9) Penyusnan i Pe d o man Tat a Car a Pengi si an I
Pengkaji an unt uk Pet ug aokeh Direkioratn a n dal
Standardisasi Pangan Olahgang merupakan salahats tools untuk
meningkatkan kompetensi pelaksana dalam melakukan evaluasi berkas.

10)Pengembangan DISSA (Direktorat Standardisasi Pangan OBiment
Assistantyang memudiformasi mengenai profil Dit. SPO, layanan publik
yang tersedia ddirektorat Standalisasi Pangan Olahaakses peraturan di
Bidang Pangan Olahan dan akses FA@4uetly Ask Questiongerkait
pangan olahan dalam format pesan singkat.

Evaluasi dan tindak lanjut

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang disampaikan oleh
Inspekorat, terdapat 2 (dua) unit kerja yang mengalami penururan nilai IK dari
tahun 201%e 2020 yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat

63



Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan teknologi Baba&ai evaluasi dalam
pelaksanan pengukurdandeks Kepiasan Pelayanan Publik di Bidang Pangan
Olahandi tahun 2021 2024, dapat dilakukn beberapa hal sebagai berikut:
1) Perbaikan kualitas layanan publik pada dimensi layanan publik yang
masih memiliki nilai yang rendah.
2) Pemilihan waktu pelaksanaan survey yéegat dengan memperhatikan
responden dan juga survey lain yang juga dilakukarPd)&.
3) Pengembangan metode survey yang tepat dan inovatif sehingga hasil yang

diperoleh optimal.

8. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan

Untuk mengevaluasi tercapaingasara fiMeningkatnya Kualitas Kebijakan
Pengawasan Pangan Olabatilakukan melalui pengukurafindeks kualitas
kebijakan pengRengusumindeks&ualdas kehijakankK)
dilakukan menggunakan instrumen penilaian kualitas kebijakan padasns
pemerintah yang dikembangkan Lembaga Administrasi Negara {L20L8).
Instrumen penilaian IKK mencakup mulai dari perencanaan sampai pada tahap
pelaksanaan. Penilaian pada tahap perencanaan mencakup perumusan dan
analisis masalahagenda settingdan proses formulasi kebijakan, sedangkan
tahap pelaksanaan mencakimplementasi dan proses evaluasi kebijakan.
Diharapkan dengan berpedoman pada instrumen penilaian IKK LAN, dapat
mendorong penguatan partisipasi dan pripsipsip tata kelola yang bailathm
proses pembuatan kebijakan publik dalam rangka harmonisapedargkatan

kualitas kebijakan.
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Tabel 15. Realisasi dan Capaiarindeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan

2020 Realisasi
: Realisasi| Target | Realisasi 2020terhadap
Sasaran Indikator | 5519 | (ndeks) | (indeks) o 2019
Capaian (%)
1) 2) 4) 5) (6) (7) = (6)I(5) (8) = (6)/(4)
Meningkatnya Indeks 63,70 71 11992 133,66
Kualitas kualitas 85,14
kebijaka
Kebijakan n
Pengawasan pengawa
san
Pangan Olahan| Makanan

Perbandingan realisasi dan capaian tahun ZZD dengan tahun 209

Pada tahun 2019, realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan
sebesa63,70, melebihi target sebesar 61 dengan persentase capaian sebesar
104,43%. Sedangkan pada tah2@20, realisasi Indeks Kualitas Kebijakan
Pengawasan Makanan sebe®#,14 melebihi target sebesar 71 dengan
persentase capaian sebesar 119,9@8tigan kritea SANGAT BAIK.
Berdasarkan data tersebut, terdapat peningkatan capadsks Kualitas
Kebijakan ngawasan Makanan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019
sebesar 133,66%.

Jika dibandingkan dengan unit eselon | lainnya, untuk Indeks Pemanfaatan
Kebijakan Pengawasan Obat tahun 2020 melebihi target sebesar 71 dengan
realisasi 89,46 dan capaian indikiasebesar 126%. Begitu pula dengan Indeks
Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisiomaleks Kualitas Kebijakan
Pengawasan Suplemen KesehatanIndeksKualitas Kebijakan Pengawasan
Kosmetik melebihi target 81 dengan realisasi 87,53 dan capaianabodik
sebesar 108%.

Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan pada tahun 2019 dapat
mencapai target dengan capaian sebesar 104 #ka%lipandingkan dengan
indikator Indeks Pemanfaatan Kebijakan Pengawasan Obat dengan realisasi

sebesar 79,43 dan capasabesar 99,28 belum dapat mencapai target sebesar
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80. Hal yang sama juga dapat dilihat pamtkeks kualitas kebijakan pengawasan
Obat Tradisional (realisa$6,7 dengan capaian 83,38%hdeks kualitas
kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan (reali$agi dengan capaian
83,38%) danindeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmgklisasi 71,68
dengan capaian 89,60%) beluapdt mencapai targs¢besar 80.

Analisis Keberhasilan Capaian

Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan, aatara |

ditentukan oleh adanya penerapan Good Regulatory Practices (GRP) yang antara

lain dapat dilihat karena faktdaktor berikut:

a. penyusunan kelakan dilakukan sesuai dengan:

1. Peraturan BPOMNomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rancangan Peratu Perundangundangan Di
Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

2. SOP POMO01.02/CFM.01/SOP.0fentang Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundafigndangardan

3. berpedoman pada instrumen penilaian IKK LAN;

b. pendokumentasian pada setiap tahapan penyusuahrdiielkukan dengan
baik;

c. pemahaman yang lebih baik terhadap pemenuhan data dukung yang
dipersyaratkan dalarntools instrumen penilaian kualitas ligakan pada
instansi pemerintah Tahun 2018; dan

d. koordinasi yang baik antar tim serta dengan Biro Hukum d@ar@sasi
yang mengkoordinir penilaian IKK di Badan POM.

Evaluasi dan tindak lanjut

Berdasarkan hasil penilaian IKK, realisasi dan capaian Indeks Kualitas
Kebijakan Pengawasan Makanan tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan.
Namun demikian, dalam pgasunan kebijakan tetap terus mengantisipasi
dinamika perubahan lingkungan strategislaih itu sedang memperbaharui
instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang akan
diterapkan pada tahun 2021, sehingga perlu tetap berpedomamapkaneGRP
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untuk dapat mengantisipasi adanya perubahan instrumen sehingga sasaran

penirgkatan kualitas kebijakan dapat tercapai dengan lebih baik.

. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan

Berdasarkan Undargndang Nomor 18 Taun 2012, Pangan adalah segala
sesuatu yang berasal dari sumber hayati propgekanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun
tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
marusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan
lainnya yaiy digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau
pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan
kriteria Pedoman Samply Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling
targeted/purposivdi tahun lerjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat
adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat

berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan
hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanatargeted
memeruhi syarat dibagi Total sampel Makanantargetedyang
diperiksa dan diuji) x 100%

Tujuan Kondisi Jumlah

Sampling  Sanpel Hasil Pengujian Sampel  Fresentase

Targeted Baik Memenuhi Syarat 3.852 70,8%
Tidak Memenuhi

Syarat 1.592 29.2%

Targeted Total 5.444 100%

Pada tahun 2020, telah dilakukan perhitungan persentase makanan yang aman

danbermutu berdasarkan hasil pengawasan. Perhitungan dilakukan berdasarkan
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data sampel makanan targeted/purposive yang sesuai dengan kriteria pedoman
sampling makanan. Dari 5.44dmspel makanan yang diperiksa dan diuji pada
tahun 2020, yang dinyatakan andan bermutu sebesar 3.652 sampel (70,8%).
Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 72%, realisasi indikator ini
mencapai 98,33% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengarttéagun 2024

(akhir periode Renstra) sebesar 78%, realisasi indikator incapai 90,77%.

Hal ini perlu menjadi perhatian karena pada tahun 2020 target indikator
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan

tidak tercapai.

Tabel 16. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan

IKSS- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkar
pengawasan

Capaia 2020
Target Realisasi % Kriteria
72% 70,8% 98,33 Baik

Salah satu komponen dari pangan targetted tersebut diatas adalah pangan
fortifikasi sejumlah 2.125 sampel yang terdiri dari 1.850 sampel (87,06%)
Memenuhi Syarat (MS) dan 275 sampel (12,94%) Tidak Memenuhi Syarat
(TMS). Pangan Fortifikasi tendidari jenis pangan garam, tepung terigu dan

minyak goreng sawit dengan rincian sebagai beriku

Jenis Pangan Jumlah Sampel  Total Persentase
Sampel Sampel
MS T™MS MS TMS
Garam 1109 208 1317 84,21 15,79
Tepung Terigu 272 38 310 87,74 12,26
Minyak Goreng Sawit 469 29 498 94,18 5,82
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Program fortifikasi pangan merupakan salah satu upaya ripgate dalam
meningkatkan asupan kebutuhan mikro nutrient penting melalui jenis pangan
tertentu, khususnya dalam rangka menurunkan stunting. S@leb itu dalam
Program Prioritas Nasional terdapadikator keberhasilafersentas&ampel
Pangan Fortifikass Pangan yang Memenuhi Syarat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun-20248. Pada tahun 2020
target indikator ini adalah selz@87% dengan capaian sebesar 100,08%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanamyamg a

dan bermutu terutama di masa pandemi CO¥Y®antara lain:

1) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada Masa
StatusDarurat Kesehatan COVID19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam
penjaminan kualitas pangan olahan tetap terjaga amanedawito sejak
produksi hingga diterima konsumen,;

2) Melakukan Intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan dan
menjelang Hari Raya IdW#itri 2020, Natal 2020 dan Tahun Baru 2021
untuk meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang cenderung
meningkat jumlaldan ragam produknya selama Ramadhan dan Menjelang
Idul Fitri.

3) Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui DAK non fisik untuk
menjaga rmtu dan keamanan pangan, khususnya pangan industry rumah
tangga (PIRT)

4) Memberikan bimbingan teknis terkait sampel paENg yang
targeted/purpose baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat

10. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalarpengawasan
Makanan

Terwujudnya sistem pengawasan pangan yandieflgn efisien tidak terlepas

dari peran instansi pemerintalrkait baik di tingkat pusat maupun daerah.
Instansi Pemerintah di tingkat pusat memiliki peranan untuk berkolaborasi serta
menindaklanjuti hasil pengawasan pangan yang dilakukan oleh Badan POM
Badan POM khususnya Direktorat PengawaBa¢edeputian llimengeluarkan
rekomendasi hasil pengawasan kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan
dan tanggungjawab terhadgengawsarsarana produksi/distribusi Makanan

sesuai dengan peraturperundangamundangan
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Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkapada linta sektorberupatindak

lanjut terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM atau pengaduan
yang diterima oleh Badan PQMLintas sektor terkait yaitu meliputi
kementerian/lembagayrganisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait
pengawasan Makanaferhadap hasil rekomendadiharapkanlintas sector
memberikan feedbackespon sebagai tindak lanjut  terhadap
keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Ditektora
Pengawasan di Kedeputian 111

Salah satu media komunikasi yang menjadinedia komunikasi terkait keamanan
pangan adalaHndonesia Rapid Alert System for Food and FESIRASFF). INRASFF
adalah suatu sistem komunikasi cepat yang melibatkan instansi terit&keamanan
pangan di Indonesia untuk melaksanakan kewaspadaan dan penamgdgngan
kasus khusus keamanan pangan dan pakan. INRASFF melakukan pengumpulan
dan analisis data permasalahan keamanan pangan melalGompetent Contact
Point (CCP) INRASFF di dalam geri dan jejaring keamanan pangan internasional
(European UnionRASFF, ASEN RASFF International Food Safety Authority
Network (INFOSAN), dsb.). Instansi yang berperan sebagai CCP dalam jejaring
INRASFF adalah Kementerian Pertanian, Kementerian KelautaardPerikanan,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, KementeriBerindustrian,
Kementerian Keuangan, serta BPOM. Selain sebagai CCP, BPOM juga berperan

sebagaiNational Contact Poin{NCP) bagi Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, NCP INRASFF memeai 20 notifikasi downstreamyang
berasal dari EURASFF, INFOSAN, Food Stmdd Australia New Zealand, dan
Taiwan Food and Drug Administration. Sebanyak 16 notifikasi merupakan
informasi kasus terkait keamanan pangan atau pakan ekspor asal Indonesia,
sedangkan 4 notifikasi terkait produk asal luar negeri yang diimpor ke Indonesia
Seluruh notifikasi tersebut telah diteruskan ke CCP terkait untuk ditindaklanjuti
dengan menelusuri akar masalah dan melakukan tindakan perbaikan agar kasus
serupa tidak terulang maupun mencegah produk impor yang tidak memenuhi
syarat beredar di masyaralt. Selain 20 notifikasi tersebut, terdapat 2 notifikasi

downstreamdari EURASFF dan ARASFF yang sedang dimintakan klarifikasinya.
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Instansi Pemerintah Pusat yang berperamktif adalah instansi pemerintah atau
Kementrian/ Lembaga (K/L) yang secara aktif nemberikan respon atashasil
pengawasan pangan olahaan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan di
Kedeputian Ill. Pada tahun 2020, informasi tindak lanjut notifikasi yang
disampaikan dari CCP ke NCP mencapai 90% dari 20 notifikasi. Dalam hal ini
terjadi peningkatan persentasefeedbackdari tahun 2019 yang hanya mencapai
64%. Jumlah Kementrian/Lembaga (K/L) yang secara aktif memberikafeedback
hasil pengawasan sebanyaB K/ L yang diberikan rekomendasi hasil pengawasan
Dengan demikian dapat disimpulkan bhwa 3 K/L telah secara aktif berperan

dalam pengawasan pangan olahan

Instansi pemerintah daerah adalah pemerintah provip&merintah

kabupaten/kota dan instansi di bawah pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat

desa/kelurahan. Instansi pemerintah dadrerperan aktif dalam pengawasan

pangan olahan jika :

a. PemerintalKabupaten/ Kota melakukan pemberdayaan melalui peserap
program keamanan pang@desa, Pasar, dan Sekolah)

b. Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan peraturan BPOM tentang
Sertifikat Produksi Bgan IndustrRumah Tangga (SPIRT)

c. Pemerintah Kab/ Kota berperan aktif dalam DAK dan menindaklanjuti hasil

pengawasan post market

Pada tahun 2020, telah tercapai upaya pemberdayaan melalui program keamanan
pangan di 63 Kab/ Kota yardiintervensi, dinana pada 63 Kab/Kota tersebut
telah terdapat 63 Pasar, 158 Desa dan 508 Sekolah yang telah diintervensi
keamanan pangan. Sebanyak 26 Kab/Kota dari 77 Kab/Kota yang diintervensi
telah menerapkan peraturan BPOM terkait SPPIRT. Selainddu, 277
Kab/Kota yang diintervensi, sebanyakS2%ab/Kota telah berperan aktif dalam

DAK dan menindaklanjuti hasil pengawagast marketDengan demikian dari

417 Kab/ Kota yang diintervensi sebanyak4 3dab/Kota telah memenuhi

kriteria berperan aktif dam pengawasangmgan olahan.
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Dengan target 78% instansi pemerintah yang lbanpektif di Tahun 2020,
realisasinya mencapai 82,49%, hal ini menunjuRealisasicapaianndikator
kinerja persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasa
makanarpada &hun 2@0 sebesar 06,41% (sangat baik)

Perbandingan realisasi dan capaian tahun ZfD dengan tahun 209

IndikatorPersentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan
Makanan muncul sebagai salah satu indikator kineffeputi Bidang

Pengwasan Pangan Olahseiring dengan SOTK baramalndikatorini pada

Tahun 2 0 1lpBrseataba ihstamsi p@dmerintah yang berperan aktif dalam
pengawasan pangan olaban d i mana memi | i ki cara perhi
sehingga tidak dapat dibandingkarad® Tahun 2019 indikator ini dihitung

hanya berdasarkan keaktifan pemerindah daerah, sedangkan pada tahun 2020,

cara perhitungan indikator ini memperhitungkan juga pemna sinstansi

pemerintah pusat. Dengan demikian indikator ini p@attan 2@0 merupalan

baseline.

Perbandinganrealisasi dengan Kementerian/ Lembaga lain

Terkait indikator persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam
pengawasan obat dan makananerupakan indikator spesifik di BPOM.
Kementerian/ Lembaga lain tidakemiliki indikator tersebut. Namun, Terkait

program pemberdayaayang melibatkan Kab/ Kotaerdapat indikator pada
Kementerian lain yang juga memiliki lokus di Kab/ Kota, yaitu antain
Kementerian Pertanian dengan indikator
memiliki target 34 pangan lokal yang optimal di 34 propinsi dan indikator
ATerl aksanaSiuyam®i meeanvVaenskegi atan pekara
dengan target penumban baru 567 kelompok di Kab/ Kota targéinting
Kemenparekr af d e Juglahn KabiKota i Keemttf o yang i

di kembangkano yang memi | i ki target 4
Kementerian PPA dengan indikator AJuml
penink at an hak sipi/l dan hak akses i nfor me

34 Kab/ Kota Setiap K/L tersebut telah berhasil mencapai target kinerja masing
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masing. Terdapat perbedaan cara pengukuran indikator antar instansi tersebut
meskipun lokusnya samsana di Kab/ Kota, hal ini disebabkan karena
perbedaan karaktersistik setiap instansibpdaan target, perbedaan responden,
dsb. Sehingga hasil capaian tidak dapat serta merta dapat dibandingkan. Namun,
berbagai program di Kementerian/ Lembaga tersebusudmya yang dilakukan

di Kab/ Kota dapat turut mendukung tercapainya programgawaan dan
pemberdayaanpabila dilakukan secara terkoordinasi dan kontinyu. Pada Kab/
Kota tersebut dilakukan berbagai intervensi dari Kementerian/ Lembaga terkait
yang bertjuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu
masyarakat Indonesia yanglathn makmur, melalui peningkatan kualitas hidup

masyarakatnya.

Analisis Keberhasilan Capaian

Selama kurun waktu tahun2@telahdilakukan beberapa inovadsgiataruntuk
mencapai peningkatan realisasi kinerja. Beberapa inovasi dan kebijakan yang
dilakukan diantaranya:

1) Asistensiregulasi ke Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di Dinas Kesehatan
KabupaterKota dan DPMPTSP terkait peraturan Badan POM mengenai SPP
IRT. Kegiatan ini dikemagdengan paparan dan diskusi sekaligisiring

pengalaman terkaitnplementasi peraturan tersebut di lapangan.

Pada tahun 2020 kegiatan Asistensi Regulasi dilakukan di Propinsi Gorontalo,
Riau, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Bdaatgkulu, Maluku,
Maluku Utara, NTT, dan Papua Barat dengan jumlah kabupaten Kota yang hadir
sebanyakl29 Kab/kota. Dalam Astensi Regulasi tersebut dilaksanakan juga
sosialisasi aplikasi pelaporan SHPT yang telah dikembangkan oleh Badan
POM. Sosialisasi aplikasi inildkukan dalam bentuk paparan materi sekaligus
simulasi cara penggunaan aplikasi tersebut. Ke depannyapkbaraplikasi
tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
Provinsi serta seluruh Balai/Balai Besar POM di selunalomhesia.

Secara umum, peserta merespon baik pelaksanaan kegiatan ini dan berpartisipasi
aktif selama diskusi berlangsung. Peserta menyampaikan agar kegiatan ini tetap
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dapat dilaksanakaisehingga mampu menjawab kendala yang dihadapi di
lapangan. Di akhir grtemuan, disepakati beberapa hal yang menjadi

rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

2) Monitoring, Evaluasi darRegulatory Impact AssesmefiRIA) terhadap
Peraturan BPOM mengenai IRTP

Setelah kegiatan Asistensi Regulasi, dilaksanakajan Implementasi
Peraturan BPOM terkait pemberian SIPH bagi Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di 7 (tujuh) provinsi yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, Bengkulu,
Gorontalo, Jawa Timur, Maluku, Buvesi Teigah dan Riau.

Dari 77 Kabupaten/Kota yang telah mengikuti kegiatan ini, sebanyak 26
Kab/Kota (33,76%) sudah menerapkan pemberiani8FRlengan baik yaitu
memenuhi semua kriteria utama dan sama dengan lebih dari 5 (lima) kriteria

tambahan .

3) Peryediaan layanan konsultasi via live chat melalui aplikasi
sppirt.pom.go.id untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan

informasi terkait penerbitan SRRT.

Layanan konsultasi via live chat melalu aplikasi sppirt.pom..go.id sangat
memudahkan pemgaha IRTPmaupun masyarakat dalam bertanya mengenai
permasalahan terkait penerbitan SPPIRT, produk pangan yang memerlukan ijin
edar PIRT dan masalah tekait IRTP lainnya. Dimasa pandemic C¥idhi
Layanan live chat ini juga memudahkan pelanggan unteitatya da
mendapatkan informasi terkait SPPIRT. Layanan ini sangat diminati oleh
pemda, IRTP maupun masyarakat dengan jumlah pandb§selama tahun
2020.

4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga PKP/DFI melalui
Bimtek PKP dan DFI yang dilaksakan di Rsat maupun berkolaborasi dengan
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi Tenaga PKP/DFI dan
pemahaman akan prinsip penerbitan $&RP.
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Pelatihan PKP sangat penting bagi petugas Dinas Kesehatan sehingga dapat
melaksanakan tugas pengawagamemarket dengan baik dan juga dapat
mendampingi dan membina IRTP dalam memenuhi persyaratan Keamanan
PanganSepanjangahwun 2020 téah dilaksanakan patihan PKP sebanyak 4 kali

yaitu dengan rincian pelaksangseserta dari 7Bemerintah DaeraRabupateh

Kota sebanyak 110 oranpgeserta dari 21 UPT Badan PQGddbanyald4 orang

dan peserta dari 3Balai Pelatihan KesehataBdpelke$ di seluruh Indonesia
sebanyalb7 orang.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi

dalam enerbitan SPPRT sesuai ketentuan antara lain:

1) Faktor kelembagaan, permasalahan timbul karena  adanya
peraturan/kebijakan daerah yang kurangndukung penerapan peraturan
SPRIRT seperti tupoksi yang tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar
dinas

2) Faktor SDM, masih ditemukan kabupaten/kota yang tidak memiliki petugas
PKP dan DFI atau jika ada jumlahnya masih terbatas. Selain itu, adanya
mutasi juga turut mempengaruhi tersedianya tenaga PKP/DFI. Terbatasnya
jumlah SDM yang kompeten tersebut berdampalapadsih banyaknya
kesalahan yang ditemukan dalam proses penerbitadFSPBeperti jenis
pangan yang diizinkan mendapat SIRF, ketentuan lael, dan kategori
industri yang diperbolehkan memperoleh SRP, dan lainlain

3) Faktor anggaran, di beberapa daeraiggaran yang disediakan untuk
penerbitan SPIRT juga sering menjadi kendala yang menyebabkan
terhambatnya penyelenggaraan Penyuluhan KeamRangan (PKP) dan

pemeriksaan sarana industri rumah tangga.

Terkait penerapanprogram keamanan pangdBesa, Rsar, Sekolah) oleh

pemerintah Kab/ KotaPencapaiampeneraparprogramdiantaranya didukung

oleh faktorfaktor sebagai berikut :

1 Adanyalnstruksi Presiden No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017ngrRaningkatan
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Efektifitas Obat dan Makanan serta Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasand@bdtlakanan di
Daerah merupakan payung hukum yang memperkuat implementasi Program
Intervensi KeamanaRangardi Dagah.

Keberhasilan Advokasi Lintas Sektor yang dilaksanakan dengan OPD terkait
untuk menyepakati pelaksanaan intervedssa, Pasar, dan S##h secara
sinergis dan terpadu

Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam pro@rasa Pangan
Aman, Pasar Amaherbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS aman
Adanya Penyelenggaraan workshdprpaduuntuk menyamakan persepsi
petugas Pusat dan petugas Balai Besar/Balai POM dalam
mengimplementasikan prograbesa, Pasar, Sekolahefgan tujuan untuk
sinergisme progmm dan lokus serta penggalangan komitmen lintas sektor
dalam melakukan intervenBiesa, Psar, Sekolah

Pengembangamateri dan media promosi keamanan pangan yang dapat
dijadikan sebagai rujukan oleh Balai Besar/Balai POM diantaranya redesain
media cetakposter Jeaflet buku) dan media audio visual (video), Pembuatan
komik serial (Kantin Seidah Viral), Social Media CampaigriKeamanan
PJAS sertédbranding Keamanan Pangan @iommuter Linedan Stasiun.
Selain itu, telah dikembangkan materi promosi keamaaaggn di sekolah
yang disesuaikan dengan tingkat Pendidikan.

PelaksanaaiMonitoring dan Ewluasi ProgranDesa, Pasar, dan Sekolah
yang bertujuan untuk memonitor capaian target tahapan implementasi
program keamanashi 63 Kab/Kota.

Pengembanganuick win Integrasi Data Desa, Pasar, dan Sekolah yang
terintegrasi dengan subsite Direktorat PMPU

Beberapatantangardankey factoryang dihadapi dalanmplementasi program
keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah) di daerah, antara lain
1) Luasnya wilayah Indonesia, leebgenitas penduduk, serta budaya turut

mempengaruhi implementasi program keamapangan di Desa, Pasar,
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Sekolah. Berbagai pendekatan perlu dilakukan yang berskala daerah, antara
lain pendekatan kepada toktdkoh masyarakat

2) Adanya perbedaan terkait pemaaian keamanan pangan antara penduduk
di Kota dan Desa, merupakan tantangan tersgratg perlu ditanggulangi.
Keamanan Pangan adalah hak asasi setiap manusia, setiap orang berhak
untuk mendapatkan akses pangan yang cukup dan aman. Kegiatan
pemberdayaan asyarakat harus terus dilakukan secara efketif dan efisien
dengan menyasar targeirkunitas tertentu

3) Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendesa khususnya untuk proses
penganggaran program di daerah perlu lebih ditingkatkan agar daerah
memiliki arah yang jas dalam perencanaan dan penganggaran program ke

depannya demi mendukung sustaihgiprogram.

Evaluasi dan tindak lanjut

Program integrasi Desa Pasar Sekolah akan direvitalisasi seiring dengan
revitaliasi programGerakan Masyarakat Hidup Sehat Sa®angan Aman
(Germas SAPA yang merupakan upaya untuk meningkatk&asadaran,
kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar dapat
mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyaRé&aitasasi yang akan
dilakukan mencakup integrasi wikay, integrasi program dan integrasi data.

Salah satu tujuan khus@ermas SAPA adalah penyediaan pangan sehat dan
percepatan perbaikan giBadan POM akarnerus berupaya agar Pemerintah
Daerah terlibat secara aktif dalam peningkatan pemberdayaan masydaak
pelaku usaha di wilayahnya. Program ini mengedepankan patamgk
awareness masyarakat agar mampu melindungi diri dan keluarga dari produk
pangan yang tidak aman (sisi demand), serta peningkatan pemahaman dan
kepatuhan pelaku usaha untuk selalu reeigkan pangan aman bagi
masyarakat (sisi Supply)Selain itu, upayauntuk mendukung program
pemerintah dalam menanggulangiunting akan terus diupayakan dan
ditingkatkan melalui Germas SAPA dan berbagai program pengawasan

keamanan pangan di tingkat Kaddta
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Sebagai tindak lanjitegiatan pendampingan Pemda terkait EHBjang
akan dilaksanakan pada tahun berikutnya antara lain :

1) MelaksanakanFocuss Group Discussio(FGD) dengan lintas sektor
untuk mensinergikan dan meluruskan berbagaiding issuepererbitan
SPRIRT terintegrasi secara elektronik melalui Sisténline Single
Submission (0SS

2) Melakukan pengawalan terkait NSPK penerbitan -8PP dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kabupaten/Kota penerima
DAK NF 2021

3) Intensifikasi asistensiegulasi kepada Pemerintah Daerah, dengan materi
dan produk informsi keamanan pangan yang lebih menarik, sederhana
namun mudah dipahami, sehingga diharapkan akan mempermudah serta
meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah mengenai prinsip
penerbitan SPPRT.

4) Pengembangag&learninguntuk tenaga PKP dan DFI untuk mempeslua
cakupan tenaga PKP DFI yang ada di tingkat Pemerintah Daerah.

Evaluasi terkait perhitungan capaian

Perhitungan capaian pada indiaktor ini khususnyaerkait peran aktif pemerintah
pusatdapat ditingkatkan melalui penguatarjejaring INRASFFRliantaranya dengan
cara melaksanakan pertemuan INRASFFworking group dan mengadakan
pertemuan lintas sektor tingkat nasional Keterlibatan K/L pada tahun 2020 yang
hanya melibatkan 3 K/L disebabkan kaena hanya 3 K/L yang berhubungan
dengan hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan di

Kedeputian .

Perhitungan capaian pada indikator ini, jika dilihat secara lebih mendalam,
khususnya yang terkait peran aktif pemerintah daerah, akakaterlihat bahwa

1 (satu) Kab/ Kota bisa mendapatkan intervensi lebih dari 1 program
pengawasan maupun pemberdayaan Banominator yang digunakan pada
perhitungan realisasi indikator ini merupakan jumlah instansi yang diintervensi.

Dalam rangkacontinues improvemendenominator yang digunakan sebaiknya
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menggunakan denominator tetap, yaitu jumlah kab/ kota di Indonelst, (5
dengan demikian capaian yang terlihat selama 5 tahun dapat menggambarkan
persentase yang lebih tepat terkastansi pemerintaheyng berperan aktif dalam

pengawasan makanan.

Untuk jumlah instansi pemerintah yang diintervensi tahun 2020 sebanyak 417
kab/ kota, setelah dilakukareaning datadengan hanya menghitung 1 untuk
kab/ kota yang mendapatkan intervensi lebih dari 1 prograaka akan
didapatkan sebanyak 344 kab/ kota yang diintervensi. Dari jumlah tersebut
tercapai 297 kab/ kota yang memenaotinimal 1 (satu) kriteria instansi yang
berperan aktif, yaitu memiliki program pemberdayaan Desa, Pasar Sekolah; atau
menerapkan penatan BPOM terkait SPP IRT; dan atau menindaklanjuti hasi
pengawasapost marketJika capaian 297 dibandingkan denganaimsit yang
diintervensi, maka akan didapatkan realisasi sebesar 86% sedangkan jika 297
dibandingkan dengan total Kab/ Kota (514) makanadidapatkan capaian
sebesar 58%. Nilai ini memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan.
Dengan demikian diusulkan wk dilakukan reviu ulang terkait defenisi

operasional indikator ini untuk tahun 202024.

11. Tingkat efektivitas KIE Makanan

Tingkat Efektivitas KIE merupakan salah satu indikator kinerja di dalam
Renstra BPOM dan Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerjaingjkungan
BPOM Tahun 2022024. Pada Renstra BPOM 202024, target Tingkat
Efektivitas KIE Obat dan Makanamenggunakan datbaseline2019 yang
diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Biro HDSP dengan melibatkan 1000
responden yaitu sebesar 70,42. Ragni kemudian digunakan sebagai dasar
penentuan target kinerja di Tahun 282124 yaitu sebesar 71, 74, 77, 81, dan
84 yang selanjutry dicascading sebagai kinerja masmgsing Unit
Organisasi.Namun, d Tahun 2020, Biro HDSP melakukan survei Tingkat
Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilakukan oleh seluruh Balai

Besar/Balai POM. Dari hasil survei tersebut diperoleh realisasi inditiagikat
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efektivitas KIE (TW2) dengan nilai yang memiliki tren relatif jauh dari target
yang ditetapkan. Hal ini dimgkinkan karena terdapat perbedaan jumlah
sampel, kondisi dan waktu pengambilan data. Untuk itu, pada bulan Agustus
2020 dilakukan penyesian terhadap target Tingkat Efektivitas di setiap unit
kerja dan balai dengan menggunakaselinehasil realisasi tahun 2020 (TW

2) dengan revisi target kinerja 202024, yaitu sebesar 87,62; 89,37; 91,16;
92,98; dan 96,32.

Target Tingkat Efektifita&IE Tahun 2020 sebesar 87.62% telah dicapai oleh
Kedeputian 3 dengan realisasi target sebesars%i,.hal ini menunjukan
Realisasicapaianindikator tingkat efektifitas KIEpada tahun 2ID sebesar
104,71% (baik)

Perbandingan realisasi dan capaian tahu2020 dengan tahun 209

Indikator Tingkat Efektifitas KIEmuncul sebagai salah satu indikator kinerja
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Ola&iring dengan SOTK bardlama
Indikator ini tidak ada di tahun sebelumnya sehingga tah@0 &trupakan

baseline.

Analisis Keberhasilan Capaian

Pengukuranndicator ini menggunakan indicator pembentuk indeks efektifitas
KIE dengan 4 (empat) aspek, yaitu:

a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE

b. Pemahaman masyarakat terhadap konten inforraagj giterima

c. Penilaian masyarakat terhadapnfaat program KIE
d

Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan
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Kategori penilaian adalah sebagai berikut:

<65,00 Kurang efektif
65,01¢ 75,00 Cukup Efekti

75,00¢ 85,00 Efektif

85,01¢ 95,00 Sangat Efektif
95,00- 100 Sangat Efektif Sekali

Pengukuran menggunakeolspada link yang telah disiapkan untuk setiap unit
kerja, terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau
menerima KIE Obadan Makanan melalui berbagai media.

Kedeputian 3 melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Sebagai evaluasi dalam pelaksanan pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat

dan Makanan di tahun 2021 2021, dapat dilakukn beberapa hal sebagai

berikut:

1. Pengambilan data survei dilakukan sesuai periode triwulan waktu berjalan

2. Perlu dilakukan penyesuaian link survei efektifitas KIE dengan adanya unit
kerja baru di Badan POM

3. Setiap unit kerja dan UPT melakukan monitoring miaodtuk memastikan
tidak ada dplikasi data responden sehingga tidak ada pengurangan jumlah
data data proses cleaning dan disarankan untuk melakukan pengambilan
data responden sebanyak mungkin

4. Pembuatan aplikasi efektifitas KIE dengan fitur pengambikta durvei,
dashboard monitoringdan penghitungan nilai indeks, sehingga dapat
diperoleh nilai indeks secara realtime dan menjaga validitas data yang
dihasilkan. Pembuatan aplikasi direncanakan melibatkan Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan dan/ afalobak ketiga

5. Perlu dilakukan evaasi dan pendalaman terhadap survei efektifitas KIE

tahun 2020 dengan melibatkan pakar dan untuk menentukan pembobotan
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atau penambahan indicator sesuai perkembangan isu dan metode

komunikasi di masyarakat

12. Indeks pelayananpublik di Deputi Bidang Pengawaan Pangan Olahan

Salah satu indikator untuk mengevaluasi pencapaian sasran stratggyake
AMeningkatnya efektivitas pengawasan d
makanano adal ah mel al ui di Depd eBildang Pel ay a
Pengawasan Pangan Olahiaaeks Pelayanan Publik (IPP) diukur berdasarkan

6 aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalitas SDM, Sarana Prasarana,
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, dan
Inovasi. Penilaian kinesj pelayanan publik di lingkungaBeputi Bidang

Pengawasan Pangan Olahan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor

17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik dan dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, yaitu Biro

Hukum dan Organisasi dan Inspektokdthama dengan menggunakan aplikasi

evortala.pom.go.id.

Pengukuranndeks ini baru dilakukan pada tahun 2020 dengan harapan dapat
menggambarkan pencapaian efektivitas pelay&a&ablic yang telah dilakukan

oleh Unit Penyelergara Pelayanan Publik di lingkusnyg Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan dari assglek komponen indeks pelayanan
82ublicini. Pada tahun 2019, Indeks Pelayanan Publik belum digunakan sebagai
82ublic82ent penilaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pan@&han

dalam mencapai sasaranastigisi Meni ngkatnya efektivitas
pelayanarB2ublic d i bi dang makananodo dan baru dit
Untuk realisasi dan capaian tahun 20B@jeks Pelayanan Publik mencapai

sebesar 4,1§ang didapati mebihi target sebesar 3,59 sehingga persentase
capaiannya sebesht6,43%dan dapat dikriteriakan seba@ANGAT BAIK .

Selain itu, dari hasil rateata realisasi Indeks Pelayanan Publik Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan tersebutapditi juga bahwacapaian Indeks

Pelayanan Publik dari tiap unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan
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Pangan Olahan melebihi target masingsing sehingga dapat disimpulkan

kinerja pelayananpublik telah terlaksanakan dengan baik secara merata.
Terlebih, terdapat unit yag mampu mencapai penilaian dengan kategori

APel ayanan Primao atas I ndeks Pelayanan

Pangan Olahan.

Tabel 17. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pangan Olahan

Direktorat Standardisasi 301 421 107,67 Sangat baik
Pangan Olahan

; : ; Pelayanan
Direktorat Registrasi Pangal ;
Olahan 4,31 4,56 105,80 Prima
Direktorat Pengawasan Baik
Pangan Risiko Tinggi dan 3,11 3,98 127,97
Teknologi Baru
Direktorat Pengawasan Sangat baik
Pangan Risiko Rendah dan| 3,51 4,35 123,93
Sedang
Direktorat Pemberdayaan 311 3.80 122 19 Baik
Masyarakat dan Pelaku Usz: ’ ’ ’

Ri Sangat baik

Deputi Bidang Pengawasar 3.59 418 116,43
Pangan Olahan

Analisis KeberhasilanCapaian
Keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik ditentukan oleh beberapa
kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan -unit di lingkungan Deputi
Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan capai@aasi anggarannya yang
ratarata tercapai sebesd®,86% antara lain:

a. percepatan pencegahan Cotigt

b. pengadaan peralatan fasilitas perkantoran;

c. percepatan penangangan Coetii

d. pengadaan perlengkapan pelayanan publik;

e. pengadaan pemeriksakasehatan pegawai Direktorat Registrasi Pangan

Olahan;

f. percepatapenanganan Cowtl9;
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g. peningkatan pelayanan publik layanan ekspor impor dan sertifikasi; dan

h. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat atau individu.

Evaluasi dan tindak lanjut

Berdasean hasil penilaian IPP tahun 2020, realisasi dan capaian Indeks
Pelayanan Publik tahun 2020 telah berhasil melebihi target dengan adanya
ketanggapan respon terhadap kondisi Gd@dyang dapat dikendalikan

sehingga tidak menghambat pelaksanaan pelayardik di bidang makanan.

Dengan realisasi Indeks Pelayanan Rauldebesar 4,18, Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan termasuk dalam kategori Sangat Baik yang secara
keseluruhan berada di atas redta IPP seluruh UPP di lingkungan BPOM

dengan rataata4,04. Selain itu, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, sebagai

salah satu UPP dengan kategor.i APel ayan:
akanmewakili BPOM sebagai lokus evaluasi pelayanan publik K/L tahun 2020

yang diselenggarakan oleh Kementerian PANR

Namun, sebagai salah satu indikator kinerja yang tercanlamdRencana
Strategis Tahun 2020024, tetap perlu dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan ke depannya atas pelayanan publik yang telah diberikan agar
tercapainya APel ay asebagaiinflansi daaseluruhrUPRI k B P O
pada akhir tahun 2024 sesuai gan renstra. Maka dari itu, beberapa langkah
yang dapat dilakukan antara lain:

a. peningkatan sinergi koordinasi pelaksanaan pelayanan publik,

b. peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan fagkdayanan publik,

c. peningkatan kegiatan dengan sistem jemput pelayanan publik yang

lebih proaktif, dan
d. peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi keamanan pangan kepada

masyarakat.
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13. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di DeputiBidang

Pengawasan Pangan Olahan

Pelayanan Publik adalah kegiatan atangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan
obat dan makanan sesuai dengan peraturan perunddaggan berupa
pelayanan admistratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak
langsung.Sdah satu indikator di bawah Sasaran Progrsi®ningkatnya
efektivitas pengawasan dan pelayanan publik MakanamdalahPersentase
Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Biddengawasan Pangan
Olahan

Pada indikator ini dilakukan pengukuran ketepataktuwpelayanan publik yang
diberikan oleh unit di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada
stakeholder terkait.Ketepatan waktu pelayanan publigendiri adalah
pemenuhan wdl janjian pelayanan (SLA) yang diberikan kepada
masyarakat/pelanggan untuk memhi salah satu atribut keberhasilan
penyelenggaran pelayanan publMasyarakat/pelanggan yang menggunakan
pelayanan publik dibidang pangan olahan adalah pelaku usaha (produse
importir, dan distributor) sert&ementerian/Lembaga lairlRengukuran nilai
Persentase ketepatan waktu pelayanan publékukan dengan menghitung
perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi
waktu dibandingkanjumlah pengajan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.
Ketepatan waktu pelayanan publik dililzerdasarkan Peraturan Badan POM

tentang StanddPelayanan Publik di lingkungan Badan POM

Jenis layananPublik di Deputi Bidang Pengawasana Pangan Olahan

disampaikan pada Tabl8 dibawah ini:
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Tabel 18. Jenis layanan Publik d Deputi Bidang Pengawasana Pangan Olahan

No.

Jenis Layanan

1

Jenis Perizinan sektor

permohonan:

a.lzin Edar Pangan Olahan

b. Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

c. Surat Keterangan Ekspor pangan dan kemasagapa

d. Surat Keterangan Impor Makanan

Obat dan Makanan

terdiri

Pengkajiankeamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pan

Olahan

Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik

Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan

Pada tahun 2020, diperoleh nilai realisa®rseéntaseKetepatan Waktu

Pelayanan Publik di Deputi 8ang Pengawasan Pangan Oladetresa®9.70%

dan Capaiail2.036 dengan kriteri&angatBaik.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019

Tabel 19. Realisas dan Capaian Persentase Ketepatan Waktielayanan Publik di

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020

Realisasi
2020
Sasaran Indikator Rezlses] Target | Realisasi - terzrmfé)ap
2019 | (jndeks) | (indeks) | Capaan 2019
(%) %)
1) 2 4) (©)] (6) (1) =6)(5) | (8)=1(6)/(4)
Meningkatnya | Indeks
efektivitas Kepuasan
pengawasan Masyarakat
dan pelayanan| Terhadap
publik layanan i i
Makanan publik Deputi 89 99.70 112.03
Bidang
Pengawasan
Pangan
Olahan

Nilai realisasi tahun 2020 tidak dapat didangkan dengan realisasi tahun

2019 karena Indikatd?ersentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi
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Bidang Pengawasan Pangan Olaimabaru muncul di tahun 20202024 dan
merupakan pengembangan dari kador tahun 2019. Pada tahun 2019,
pengukuan indikator ketepatan waktu diukur menggunakan nilai ras$id. 0
dengan target 0.94 dengan realiasa€7 dan capaianl03.1% dimana
semakin angkanya mendekati 1 maka semakin tinggi tingkat pemenuhan
ketepatan wktu pelayanan publik terhadap pengajuday@man.

Pada tahun 2020 seiring dengan periode Rencana Strategis 2028, nilai

rasio ketepatan waktu dikembangkan menjadi Persentase ketepatan waktu
dengan tujuan dapat menggambarkan progres yang adagdakeoudahan
dalam perhitungan indikator.dfponen perhitungan indikator ini berasal dari
rerata persentase ketepatan waktu pelayanan publik yang &deektiorat
Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat
Pengawasan Paag Risiko Rendah dan SedasgrtaDirektorat Pengawasan

Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru.

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan indikatoiPersentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olatipengaruhi oleh beberapa upaya

yang telah dilakukan selan@hun 2020 diantaranya:

a. Intensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan,

b. Layanan jemput bola guna memecahkan permasalah registrasi pangan
olahan berupa pendampingan pelaku usaha baikunelaine maupun
tatap muka, coaching clinic ataupun degkstasi.

c. Inovasi layanan publik berbasis Informasi dan Teknologi oleh masing
masing unit sehingga kemudahan akses layanan publiksta&bholder
dapat ditingkatkan

d. Peningkatan kompetensi SDM

Evaluasi dan tindak lanjut

Beberapa langkah yang dapat dilkukan untuk dapat mengingkatkan
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahaditahun 2021 2024 diantaranya:
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Penguatan layanan publik berbasis elektronik
Intensifikasi kegiatan yang memfasilitasi percepatan laypohlik

Peningkatan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan publik

Hp wnN PR

Menyelenggarakan webinar/pelatihan/konsultasi arkepada pelaku
usahadtakeholderagar pelaku usahsthkeholderdapat menyediakan
data yang lebih baik, lengkap dan komprehensif sehingmpses

penilaian/verifikasi berkas dapat dipersingkat.

14. Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

Sas ar an Memngkgtnya pemlferdayaan masyarakat dalam pengawasan
di bidang Makanai di dukung oRemsdntase kadeydn@ t o r

berpartisipasi aktilalam pengawasan Makanan

Tabel 20. Realisasi dan CapaiarPersentase kader yangperpartisipasi aktif dalam

pengawasan MakanariTahun 2020

2020 Realisasi
Realisasi 2020
Sasaran Indikator Target | Realisasi % terhadap
2019 :
Capaian 2019
(%)
1) &) 4) (5) (6) (71)=(6)I(5) | (8)=(6)/(4)
Meningkatnya | Persentase
pemberdayaan kader yang
masyarakat
dalam berpartisipasi
pengawasan dil aktif dalam . 80 94,51 118,14 .
bidang
Makanan pengawasan
Makanan

Kader Keamanan Panggang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan
adalah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis keamanan pangan dan
memenuhi syarat kelulusamlilakukan pengukuran pengetahuan keamanan
pangan melalui post testengan nilai post tedebih dari nilai 80) serta
berpartisipasi aktif mensosialisasikan ilmu dan pengetahuan yang di dapat
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kepada komunitasnya mastngasing dengan mencetakader Keamanan

Pangan Komunitas.

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2Q0)

Dari 177 kader keamangangan yang dilatidan mendapat bimbingan teknis
sebanyak 164 kader (92,66%) dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan. Dari
164 kader yang memenuhi persyaratan tersebut, sebanyak 155 kader (95,51%)
melanjutkan memberikan informasecara kontinyu kepia komunitasnya
masingmasing. Aphila dibandingkan dengan targe®%8 maka % capaian
adalah 18,1446. Anomali terhadap % capaian disebabkan antusiasme peserta
dalam menerima materi yang disampaikan saat Bimbingan Teknis sangat baik
sehingga seluruh pesertdapat memahami prinsip keamanan pangan dan
berhasil memperoleh nilai post test lebih dari sama dengadaB0juga
mayoritas kader yang lulus secara aktif melakukan sosialisasi kepada

komunitasnya

Realisasi terhadap target tahun sedamnya (2019)

Indikator Presentase kader keamanan pangan yang memahami prinsip
keamanan panganuncul sebagai salah satu indikator kin@nggouti Bidang

Pengawasan Pangan Olalsairing dengan SOTK barNMamalndikator ini

tidak ada di tahun sebelumnya sgjga tahun 200 merumkanbaseline.

Indikator pada tahun 2019 yang serupa dengan indikator ini adalah
fiPersentase partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang Pangan
Olaham . Namun, indikator ini hanya menguk
sosialisasi tanpa melihat apakahndividu tersebut berperan aktif
menyebarluaskan informasi kepada komunitasnya dan tanpa melihat

penyerapan materi yang telah diberikan dd@lder melalui post test.

Perbandingan realisasi dengan instansi lain
Kementerian Kesehatan mempunyai program DeagaSdan sampai 2009
telah tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) dari 75.410 desa dan

kelurahan yang ada di Indonesia yang telah memulai upaya mewujudkan desa
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dan kelurahan siaga, dengan jumlah kader nahrorang untuk desa Pratama
sehingga bisa dsumsikan sudah terbentuk lebih dari 84.590 Kader
Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Program Desa Siaga. Apabila
dibandingkan jumlah dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader
Kesehatan Program Desa Siatmi sisi jumlah masih sangat jauh sehingga
kegiatan masih perlu dilaksanakan karena jumlah Kader Keamanan Pangan
Nasional yang mendapat Bimbingan Teknis Kemanan Pangan pada tahun 2019
T 2020 masih berjumlah 433 kader.

Badan POM juga memiliki program B& Pangan Aman dimana sejak tahun
200471 2020telah terdapat 11.716 kader keamanan pangan Desa dimana kader
tersebut melakukan juga penyuluhan ke komunitasnya dengan total peserta
komunitas sebanyak 54.112 orang. Kad&ader tersebut perlu dimanfaatkan
lebih lanjut agar lebih intensif dalam melakonkpenyuluhan serta diberikan

pengetahuan yang lebih mendalam terkait keamanan pangan.

Kementerian Pemuda dan Ol ahraga memi/l|
yang difasilitasi s ebageaet50Waperruda k e wi r au
pada tahun 2020. Terdapatti@asi Kerjasama antar instansi, dimana kader

pemuda wirausaha khususnya yang terkait pengolahan makanan dapat

diikutkan menjadi kader keamanan pangan, sehingga selain dapat
menghasilkan produk yang aman dan hdumnkader tersebut dapat menjadi

trainer lebih lanjut di komunitasnya. Diharapkan akan semakin banyak

masyarakat yang terpapar dan memahami pentingnya keamanan pangan.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatnya partisipasi Kader KeemaPangan
Nasional adalah dengan melakukamerdayaan individu masyarakat dengan
mencetak Kader Keamanan Pangan Komunitas secara lebih intensif, membuat
media informasi/ media pembelajaran yang lebih atraktif, serta kualitas
petugas/ narasumbeHasil aalisa kepuasan pelanggan dari 3 (tiga) kali

penyelenggaraan Bimbingan Teknis menunjukkahwa Kepuasan Pelanggan pada
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Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan adalah Tinggi yaitu nilai
Parameter Setuju dan Sangat Setuju antar®0090, yaitu sebes 96,28%. Peserta
yang mengisi kuesioner kegsan pelanggan sebanyak 141 orang.

Evaluasi dan tindak lanjut

Masingmasing Kader Keamanan Pangan Nasional telah melakukan
pemberdayaan individu masyarakat dengan mencetak Kader Keamanan
Komunitas, selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan kapasitas Kader
Keamanan Pangan Nasional dan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan

pangan olahan.

Terkait evaluasi target dan realisasi, Persentase target untuk indikator ini pada
tahun 20212024 secara berturttirut adalah sebesar 82%, 84%, 86% dan 88%.
Target di &hir tahun RPJMN menunjukan nilai 88% sedangkan di Tahun 2020,
realisasinya (94,51%) telah jauh melebihi target di tahun terakhir RPJMN,
dengan demikian perlu dilakukan perubahan target di tahurubgyri

15. Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makan melalui Standar

Keamanan Pangan

Tabel 21. Realisasi dan CapaiarPersentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan

melalui standar keamanan pangan

Realisasi
2020 2020terhadap
. Realisasi 2UE)
Sasaran Indikator 2019 (%)
Target | Realisasi %
(Indeks) | (indeks) Capaian
(1) 2) (4) (5) (6) (7) = (6)I(5) (8) = (6)/(4)
Meningkatnya | Persentase - 73 78 106,85% -
regulatory Fasilitasi
Pengembangar
assistance Inovasi
pengembanga Makangn
melalui standal
n makanan keamanan
pangan
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Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahan pangan masih terus
berlangsung sampai saat ini karena belum adanya alternatif pengganti bahan
tersebut yangnemiliki fungsi yang sesuai, murah, dan mudah dijangkau oleh
industri kecil. Di sisi lain, sugh banyak penelitian pemanfaatan bahan alam asli
Indonesia sebagai alternatif bahan yang berpeluang untuk dijadikan Bahan
Tambahan Pangan (BTP) sehingga dihamapkanjadi solusi untuk mengatasi
penyalahgunaan bahan berbahaya tersebut. Namun demikiagypaag bahan

alam sebagai BTP belum didukung dari segi regulasi/ standar sehingga belum

dapat digunakan sebagai BTP yang memiliki legalitas.

Saat ini, sudah banlariset bahan alam yang dilaksanakan oleh lembaga
penelitian dan perguruan tinggi yang berpsteintuk dikembangkan agar dapat
dimanfaatkan. Namun demikian, dari hasil riset tersebut banyak yang belum
mempertimbangkan baik dari aspek keamanan, fungsiol@in dan

standardisasi produknya.

Badan POM, dalam hal ini Direktorat Standardisasi Pan@dahan
memfasilitasi pengkajian dan penyusunan standar produk hasil inovasi bahan
alam sehingga produk tersebut dapat diregistrasi sebagai Bahan Tambahan

Pangan.

Berdasarkan perhitungan data capaian kinerja di Direktorat Standardisasi
Pangan Olahan bahwaalisasilndikator kegiatanFasilitasi Pengembangan
Inovasi Makanan melalui standar keamanan pategam 2020 mencapai 78 %
dari target 73%, sehingga capaian indikator adal@)8%6 dengan kriteria
BAIK .

Perbandingan realisasi dan capaian tahun ZfD dengan tahun 20P

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan Melalui standar keamanan
pangan inmerupakan indikator kinerja baru di Direktorat Standardisasi Pangan
Olahanditahun 2020 sehingga realisasi dan capaian tidak dapat dibandingkan
dengan tabhn sebelumnya.
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Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan capaian ini didukung oleh keberhasit@rcepatan proses
pengkajian dan penyusunan standar bahan alam hasil inovasi. Dimana diawal
ditargetkan hanya 2 bahan alam yang di selesaikan (100%) namyata 3

bahan alam sebagai Bahan Tambahan Pangan dapat diselesaikan penyusunan
standarnya di tahuberjalan yaitu standar kitosan, fermentasi air kelapa dan

formula tangkis (formulasi bubuk kayu nangka dan kulit manggis).

Percepatan proses pengkajianatgir karena salah 1 bahan yaitu kitosan yang
awalnya direncanakan selesai ditahun berikutnya nanayatddiselesaikan
penyusunan standarnya di tahun 2020 karena tidak melalui tahap 3 yaitu uji
toksisitas karena bahan tersebut berasal dari bahan pangasugktgumum
dikonsumsi.

Proses pengkajian dan penyususan standar bahan alam dalam rangka kegiatan
fasilitasi dukungan inovasi ini dilakukan melalui 4 tahapan dan persentase
capaian sebagai berikut: studi literatur 15% (tahap 1), uji efektifitas 30% (tahap
2), uji keamanan/toksisitas 80% (tahap 3) dan Standardisasi 100% (tahap 4).

Evaluasi dantindak lanjut

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja kegiatan ditahun 2020 diperoleh
bahwa realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan diawal tahumn Nam
demikian, dalam kegiatan pengkajian dan psopan standar produk inovasi

hasil riset initetap terus mengantisipasi perkembangan inovasi hasil riset
dibidang pangan. Fasilitasi pengkajian dan penyusunan standar produk ini
didasarkan hasil pengawasalagangan dan pengajuan permohonan pengkajian
oleh peneliti ke Badan POM. Dengan demikianraggpaian tetap melebihi
target awal tahun maka fasilitasi pengkajian dan penyusunan standar bahan alam
ini tidak hanya menunggu hasil pengawasan dan permohonelitigdan tetapi

juga ada bahan alam yang difasilitasi berdasarkan inisiasi dari internal.
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16. Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan

Pangan

Tabel 22. Realisasi dan CapaiarPersentase UMKM makanan yang menerapkaistandar
keamanan pangan

Realisasi
2020 2020terhadap
Realisasi 2L
Sasaran Indikator (%)
2019 —
Target | Realisasi %
(Indeks) | (indeks) Capaian
() 2) 4) (5) (6) (7) = (6)/(5) (8) = (6)/((4)
Meningkatnya | Persentase -
regulatory UMKM
assistance makanan
an
pengembanga yang - 50 51 102
canan menerapkan
n maka standar
keamanan
pangan

UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan adalah UMKM yang dibina
oleh pendampindasilitatorUMKM ) dan berhasiinencapai tahapemeriksaan
Sarana Baru (PSB3ebagai buktitelah menerapkaCara Produksi Pangan
Olahan yang Baik (CPPORBI) sarana produksinya

Pada Tahun 2020 ini sebanyak 80 UMK telah diintervbasipa pembinaan.
Diharapkan pada akhir tahun berjalan dihasilkan 41 UMKM yang berhasil
mencapai tahapPemeriksaa Sarana Baru (FS. Sebanyak 80 UMKM yang
diintervensimelalui Bimbingan teknis CPPOrsebut dipilih melalui kriteria
diantaranya:

a. Diutamakan UMKM dengan produlselain yang tercantum dalam
Lampiranl pada Peraturan Badan POM Nor2@f2018 tentang Pedaan
Pemberian SRIRT, atau

b. Telah memiliki nomor RRT, namun perkembangan skala usaha telah
wajib memiliki Nomor Izin Edar BPOM MD, atau

c. Apabila telah memiliki izin edar SPIRT, namun UMKM telah
berkembang pesat, ddelum mampu mengembangkan dokunssta

belum mampu menerapkan CPPOB secara baik, atau
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d. Direferensikan oleh UPT BPOM atau Pemerintah Daerah wilayah
Jabodetabek, dan
e. Mempunyai komitmen dalam pendampingan UMKM sampai mampu

menerapkan standar keamanan pangan.

Pendampingan CPPOB terhadap UMHilakukan melaludaring dan luring.
Adapun tahapapendampingan yaitu:
a. Seleksi target UMKM Pangan dan Fasilitator UMKM

Sebelum melakukan fasilitasi pendampingan CPPOB perlu dilakukan
tahap seleksi. Seleksi dilakukan melalui desk dokumen dan rekanean vid
skon sarana UMKM. Hal ini untuk melihat kesiapan dan komitmen
UMKM dalam menerima pendampingan untuk memperoleh Nomor Izin
Edar BPOM MD. Jika ditemukan adanya suatu ketidaksesuaian, maka hal
tersebut akan menjadi sasaran utama pembinaan untuk fasilitas
pendampingan.
Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM,
Pemerintah Daerah-gabodetabek dan Kementerian/Lembaga lain seperti
Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga
Asosiasi yang membina UMKM pangan.
Sdeksi dan wawancara terhadap calon Fasilitator UMKM yang nantinya
akan mendampingi UMKM dalam menerapkan CPPOB termasuk sistem
pendokumentasian di sarana produksi dimaksudkan untuk memperoleh
Fasilitator yang mempunyai kompetensi dan komitmen terhadkajaemn
yang dilakukan. Fasilitator berasal dari sarjana jurusan teknologi pangan,
teknologi ilmu pertanian dan laiain. Tiap Fasilitator UMKM melakukan

pendampingan kepada 5 UMKM pangan.

b. Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMKM pangan
Bimbingan teknis (Bimtek)dilakukan selama 3 (tiga) hari untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM tentang Penerapan
CPPOB, Tata Cara Pendaftaran Produk mel&uwegistration dan

pemahaman mengenai mekanisme Program Pendampingan Penerapan
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CPPOB bagi pelaku UMKM pangarnDikarenakan status darurat
kesehatan pandemic Covl®, maka Bimtek dilaksanakan secara daring
dengan tidak mengurangi kualitas. Materi ajar sesuai kurikulum dan
peserta tetap diberi penugasan. Bimtek dihadiri ol2lodang perwakilan

dari UMKM (diutamalkanPemilik dan Penanggung Jawab produksi).

. Fasilitasi Penerapan CPPOB.

Setelah mengikuti Bimtek, pelaku UMKM diseleksi kembali berdasarkan
kesiapan mengikuti pendampingan. UMKM diminta menandatangani
Surat Perjanjian Komitmen. UMKM akan didampingi se¢atansif oleh
Fasilitator UMKM yang telah dilatih dalam Bimtek Penerapan CPPOB
Bagi UMKM Pangan. Waktu tahapan Fasilitasi dilakukan selama 3 (tiga)
bulan. Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen mutu
(Panduan/Manual Mutu, Prosedur/SOP, Rdmn dll), implementasi
dokumen mutu, saran perbaikan sarana danldan Setiap bulan
Fasilitator UMKM mengunjungi sarana 4 (empat) kali dan bersama pelaku
UMKM mendesain CPPOB yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana
dan bisnis proses produksinya
Dalam masa fasilitasi ini dilakukan kunjungan Instruktur sebanyak 2 (dua)
kali di masingmasing UMKM. Instruktur adalah petugas Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kunjungan Instruktur
bertujuan untuk:

a. memonitor kinerja Fasilitator MK M,

b. memonitor progres pelaksanaan penerapan CPPOB di sarana

c. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen yang telah dikembangkan

antara pelaku UMKM dengan Fasilitator UMKM,
d. memverifikasi CAPA dari hasil audit sebelumnya.

Jika ada ketidaksesuaiandeteksi saat kunjungan, maka menjadi fokus

perbaikan goint of improvemehtdengan membuat CAPACOrrective

Action and Preventive ActipnSelain itu juga dilakukan pengujian rawir
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baku untuk memastikan kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan
CPPOB y#u kualitas air yang digunakan dalam proses produksi.

Selama masa fasilitasi juga dilakukan konsultasi design label pada kemasan
dan parameter analisa mutu produk akhir, sefandjharapkan pada saat
melakukane-registration sudah tidak ada kendala. Dalgpengembangan
sistem pendokumentasian, Fasilitator UMKM mengacu pada kelengkapan
dokumen yang diminta UPT BPOM sebagai persyaratan menuju
Pemeriksaan Sarana Baru (PSB). Sebdgakti kegiatan fasilitasi,
Fasilitator UMKM diminta melaporkan Logbook KunjuagFasilitator dan

Laporan Perkembangan Fasilitasi.

Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) oleh BB/BPOM.

Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) dilakukan oleh petugas pemeriksa yang
ditunjuk oleh Kepala UPT BPOM dan menggunakan Formulir Pemeriksaan
CPMB (Form A166) dan ddkukan secara daring atau luring tergantung
situasi. PSB dilakukan ditahap terakhir fasilitasitukn memastikan
pemenuhan persyaratan CPPOB. Hasil audit PSB dan atau rekomendasi
UPT BPOM akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di

aplikasie-registration

Coaching ClinicAplikasi e-Registration

UMKM pangan yang telah memiliki nilai 3B minimal B atau telah
menerima surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT BPOM dapat
melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pendaftaran akun perusahaan dan
pendaftaran akun produk pangan. Pada tahap ini, Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku Usatelah menyerahkan data kepada Direktorat
Registrasi Pangan Olahan untuk melanjutkan mengawal UMKM target
pendampingan ini ke tahap pendaftaran pangan alahan

Monitoring Pasca Pendampingan

Setelah semua tahapan kegiatan dilakukan, Instruktur dan atgap&PT

BPOM yang ditunjuk tetap melakukan monitoring pasca pendampingan.
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Monitoring dilakukan untuk melihat konsistensi pelaku UMKM
menerapkan CPPOB ataupperubahan jika ada yang perlu disesuaikan
untuk efektivitas dan efisiensi penerapan CPPOB dnsaU MKM.

Bagi UMKM yang sedang menindaklanjuti CAPA dan persiapan menuju
PSB tetap dilakukan pengawalan oleh masingsing Instrukturyang

berasal dari tinpendampingan UMKM

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2Q0)

Dari 80 UMKM yang diintervesi dengan Bimtek @nerapan CPPOB UMKM

pada tahap selanjutnya dilakukan pendampingan secara intensif. Diharapkan
dapat dihasilkan 40 UMKM yang mencapai tah&BRlan atau mendapatkan
Surat Rekomendasi dari UPT BPOM.

Pada akhir tahun berjalan, adabanyak4dl UMKM (51%) telah berhasil
mendapatkan sertifikat Pemerikga Sarana Baru (PSB) menuju CPPOB.
Apabila dibandingkan dengan targé0% maka % capaian adalal02%.
Beberapa halyang menyebabkan keberhasilan pencapaian target adalah
semangat dan komitmen rddJMKM itu sendiri untuk menyediakan produk
yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Penerapan CPPOB untuk UMKM
tidaklah mudah, karena selain komitmen yangdingeriu juga didukung oleh
pendanaan yang memadai, khususnya jika diperlukan renovasi/ perbdaikan
sarana produksKendala inilah yang menyebabkan masih ada 9 UMKM yang

masih belum mencapai tahap PSB.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya2019

Indikator Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan
panga muncul sebagai salah satu indikator kin€&gputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahaseiring dengan SOTK barMamalndikator ini tidak ada di tahun
sebelumnya sehingga tahur2B@nerumkanbaseline

Perbandingan target dengan instansi lainZ020)

Untuk program pendampingan UMKM, terdapat Kementerian Lain yang juga

melakukan program serupa, yaitu Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
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Peternakan, Kementerian Pertanian dimana memilikkator mendampingi 8

Unit Pengolah Hasil (UPH) Peternakan paalaun 2019 dan 4 Unit Pengolah
Hasil (UPH) Peternakan pada tahun 2020. Program tersebut juga dapat terealiasi
sebesar 100%. Jumlah UMKM yang didampingi lebih sedikit dibandingkan
program pendapingan UMKM BPOM.

Analisis keberhasilan capaian

Berbagai upaygang telah dilaksanakan pada tahu@@@una mencapai target
Persentase UMKM Makanan Yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan
meliputi:

1. Penguatan komitmen kepada UMKM yang didampingi agar mampu
berproses sampai dapat meneratandar keamanan pangan. Rexign
komitmen ini dilakukan sejak awal pemilihan UMKM melalui seleksi.
Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM,
Pemerintah Daerah-gkabodetabek dan Kementerian/Lendokgn seperti
Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dark&an dan juga
Asosiasi yang membina UMKM pangan.

2. Pemilihan Fasilitator UMKM melalui tahapan seleksi yang ketat sehingga
terpilin Fasilitator yang kompeten dalam mendampingi UMKM

3. Training Of Trainer (TOT) kepada Fasilitator UMKM, baik mengenai
kemampuan teknis terkait keamanan pangan, pembuatan dokumen
CPPOB, serta kemampuapublic speaking untuk meningkatkan
kemampuan berkomunikasi dalam mendampingi dan memotivasi UMKM.

4. Bimtek Penerapan GFOB bagi Pmilik dan Penanggung Jawab UMKM
sehingga diharapkan telah memiliki dasar pemahaman untuk mampu
menerapkan CPPOB dan juga konsisten menerapkan meski nantinya
UMKM tidak lagi didampingi oleh Fasilitator UMKM.

Evaluasi dan Tindak Lanjut
Untuk mematikan keberhasilan pencapaian indikator maka dilakukan
1. Monitoring dan evaluasi terhadap progress UMKM yang didampingi

secara berkala oleh Tim Instruktur Pendampingan UMKM
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2. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Fasilitator UMKM secara
berkala sehinga kendala di lapangan dapat diketahui dan diselesaikan
oleh Tim Pendampingan UMKM

3. Koordinasi dengan UPTintuk melakukan tindakanjut pendampingan
berupa PSB (Pemeriksaan Sarana Baru) dan dalam menindaklanjuti
CAPA.

4. Pendampingan dan pengawalan bagi UMKMang sedang
menindaklanjuti CAPA dan persiapan menuju PSB oleh masasing
Instruktur yang berasal dari Tim Pendampingan UMKM BPOM.

5. Perlunya terus menerus dikembangkan penguatan Sistem Pemeriksaan
Sarana Baru di Balai terkait dengan memperhatikan hasiluav
pendampingan terhadap UMKM sehingga program pendampingan ini

mencapai hasil yang optimal.

17. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditahun 2020 mendapatkan nilai
ratarata indeks Reformasi Birokrastsesr 84,02.Adapun Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi dilevel eselon | baru dilakukan pada tahun 2020, bila
dibandingkan dengan target indeks BPOM sebesar 81 ditahun 2020, Kedeputian
3 sudah melampaui target nilai sebe3&?2 atau mencapai targ&03,72% .
Perolehan nilai RB ditahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya karena perolehan niladéks RB di tahun sebelumnya hanya
berdasarkan nilai AKIPPelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Dikedeputian

3 dilakukan secara bertahap dan kksmambungan yang mencakup
pembangunan Zona Integritas dan 9 (sembilan) program terkait, dimana 8
(delapanjprea perubahan, terdiri atas manajemen perubahan, penataan peraturan
perundangundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana,
penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja,

penguatan pengawasan, peningkatalitas pelayanan publik, dajuick wins
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Oleh karena hal tersebut dalam rangka membangun Zona Integritas, di tahun
2020 Kedeputian 3 mengusulkan(shtu) Direktorat untuk Wilayah Birokrari

Bersih dan Melayani dan 4 (empat) Direktorat untuk Wilayah Bebaspso

dan pada akhir tahun akhirnya 1 (satu) Unit yaitu Direktorat Registrasi Pangan
Olahan berhasil meraih predikat WBBM dan 3 Unit berhasilarthepredikat
WBK vyaitu Direktorat Registrasi Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat

Pengawasan Risiko Renddan Sedang, Direktorat Pengawasan Risiko Tinggi

dan Teknologi Baru.

Tabel 23. program Quick WinsDeputi Bidang PengawasarPangan Olahan

No. Unit ProgramQuick Wins
Harmonisasi Form Pemeriksaan Sarana Produk
1 Direktorat Pengawasan Pangi Pangan
Risiko Rendah dan Sedang Seleksi Tim Penilai Iklan Pangan dari Kalangan
Masyarakat
Direktorat Pemberdayaan Inte_grasi Program Desa Panga_n Aman, Pasar A
2 dari Bahan Berbahaya, Pangijanan Sekolah
Masyarakat da Pelaku Usaha )
berbasis data terpadu
3 Direktorat Registrasi Pangan Pembangunan Aplikasi Rumah Informasi Regist
Olahan Pangan Olahan
Tabel 24. Nilai Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
No. Unit Indeks | Nilai Rata In_deks
RB RB Kedeputian 3
1 | Direktorat Registrasi Pangan Olahan 89,73
2 | Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 84,69
Direktorat Pemberdayaan Masyastkdan Pelaku
3 | Usaha 77,09 84,02
4 | Direktorat Pengawasan Risiko Rendah 8adang 85,75
Direktorat Pengawasan Risiko Tinggi dan Teknologi
5 |Baru 82,83
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18. Indeks AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 25. Realisasi danCapaian Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

2020 Realisasi
Sasaran Indikator Realisasi| Target | Realisasi terzhcfc?a
2019 | (Indeks) | (indeks) | Capaian% o010
(%)
1) (2 4 (5) (6) (1) =(6)/(5) | (8)=(6)/(4)
Terwujudnya tatg Nilai  AKIP | 77,72 81 76,26 94,15 98,12
kelola Deputi Bidang
pemerintahan Pengawasan

yang optimal di Pangan Olahar

lingkup  Deputi
Bidang
Pengawasan

Pangan Olahan

Perbandingan realisasi dan capaian tahun ZZD dengan tahun 209

Realisasi indikator kinerja NilaAKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan adalah sebesar 76,26 dengan target 81 sehingga capaian indikator yaitu
94,15% dengan rkeria BAIK.
dibandingkan dengamahun 2019dengan realisasi 77, 72 dan capaian irndika
95,95%.

Capaian indikatortahun 2020 menurun

Pada tahur202Q nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPdAan nilai

AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetikjuga tidak tercapai dari target 8lintananilai AKIP Deputi Bidang
Pengawasan ONPPZA sebe§7,18 dengan capaian indikator sebesar 95,28%
sedangkamilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik sebesar 77,79 dengan capaian indikator sebesar 96%.

Analisis Ketidakberhasilan Capaian

Belum tercapainya targéndikator AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahantahun 2020 disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya:

a. Evaluasi perencanaan belum dilakukan secara optimal.

b. Mekanisme pengukuran belum dilakukaacara memadai dimana belum

dapat ditunjukkaradanyadokumencascadingdari eselon 1 sampai dengan
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individu juga belum adanya penanggung jawab data pada pedoman
monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan jika ada
kesalahan dalam pgampaian data atau hasil perhitungan data kinerjainSe

itu, hasil pengukurakinerja untuk pemberiarewarddanpunishmenbelum

sepenuhnya dilakukan oleh masimgsing Direktorat.

. Evaluasi internal belum dilaksanakan dengan baik dirpatzgporan evaluasi

internal belum didokumentasikan dengan baik sexaitoring rencana aksi
belum dilaksanakan secara optimal.

Namundemikian,pada komponen pelaporan terdapatipgkaan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Hal ini bisa dikarenakankupenyajian serta

penjelasamatas capaian kinerja ditampilkan secamamadai yang didukung

dengan data yang mampu ditelusur

Evaluasi dan tindak lanjut

Terhadap capaian indikator yang belum mampu mencapai target, perlu dilakukan

upaya perbaikan untukahun berikutnya agar target dapat tercapmtuk

mencapai target pla indikator kinerja ini maka Deputi Bidang Pengawasan

Pangan Olahan akan terus melakukan perbaikan dalam implementasi sistem

akuntabilitas instansi pemerintah dengan langkalgkah diataranya:

a.

Melakukan review terhadap dokumen perencanaan kinerja alssra
dokumenIndikator Kinerja Utama, dan dokumen Perjanjian Kinerja dan

disesuaikan dengan perkembangan terkini

. Melakukan review terhadap mekanisme pengukuran Kkineigagan

melengkapi dokumepascadingdari eselon 1 sampai dengan individan
dijadikan sebagai dasapemberianreward dan punishment Selanjutnya
mengakomodir mekanisme pengumpulan data di unit kedeputian 11l kedalam
pedoman monitoring evaluaslan pelapmn pelaksanaan programhan
kegiatan

Meningkatkan evaluasi internal dan monitoringnagana aksi dalam

mengendalikan capaian kip@serta didokumentasikan dengan baik.
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19. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan

Sasaranp r 0 g rTarwujudinya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan yang berkinerja optindal d i nd alghlndikatorindeks Profesionalitas

ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Real i sasi I n di lkd&katoolndekk Profesionplitas ASH Deppu i
Bidang Pengawasan Pangan Olahant ahun 2020 adal ah 83,5
sehingga capaiandikator adalali11,3%%.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan
kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensifjaindan
kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks
Profesionalitas ASNdiukur berdasarkan Permen PANRB 38 Tahun 2018
tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN
diukur dengan menggunakan 4 (empat) disheraitu:
a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang
telah di@apai
b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang
telah dilaksanakan
Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang
pernah dialami

Cara perhitagan Indeks Profesionalitas ASN menggunakan form survei sesuai
Permen PANRB Namor 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Bobot penilaian dimensi Indeks
Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), katgmsi (40 %), kinerja

(30 %) dan disiplin (5 %).
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Berdasarkan hasil perhitungaindeks Profesionalitas ASN, dilakukan
pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilaii9100 (Sangat
Tinggi), Nilai 817 90 (Tinggi), Nilai 71- 80 (Sedang), Nilab1 - 70 (Rendah),
Nilai 07 60 (Sangat Rendah).

Tabel 26. PerbandinganRealisasi dan Capaiarindeks Profesionalitas ASN Deputi

Bidang Pengawasan Pangan Olahahahun 2020

1. | Direktorat 3246,18 42 77,29 3685 43 85,70
Standardisasi
Pangan Olahan

2. | Direktorat 4990,77 69 72,33 5315 68 78,16
Registrasi

Pangan Olahan
3. | Direktorat 3124,38 43 72,66 3518 41 85,80
Pengawasan
Pangan Risik(
Rendah dan
Sedang

4. | Direktorat 2974,96 41 72,56 3415 40 85,38
Pengawasan
Pangan Risik(
Tinggi dan
Teknologi Baru
5. | Direktorat 2769,39 39 71,01 3108 36 86,33
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
Deputi Il 17105,68 234 73,10 | 19041 228 83,51
Kategori Sedag Kategori Tinggi

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan di tahun 2020 sebesar 83,51 (kategori tinggi) menunjukan peningkatan
tingkat profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
dibandingkan dengan tah 2019 sebesar 73,1Kategori sedang). Dalam hal

ini, semua unit eselon Il di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu
Dit SPO, Dit RPO, Dit WasPRTTB, Dit WasPRRS, dan Dit PMPU meraih
peningkatan tingkat profesionalitas ASN yang signifikan di taR020
dibandingkan taim 2019.
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Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun
2020 (83,51) lebih tinggi dibandingkan Indeks Profesionalitas ASN Badan
POM (82,93) dan unit eselon | Badan POM lainnya, yaitu Deputi Bidang
Pengawasan laat, Narkotika, Psikioopika, Prekursor, dan Zat Adiktif (83,40)

dan Sekretariat Utama (77,37). Namun demikian masih lebih rendah
dibandingkan Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan (83,71),
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Supleikesehatan, dan
Kosmetk (85,11), dan Inspektorat Utama (85,30).

Analisis Keberhasilan Capaian

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara konsisten
menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi
yang dibutuhkan olelpegawai, diantaranyanelalui seminar, workshop,
maupun kegiatan sejenis. Selain itu, Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan juga memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengikuti
pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh unit kerja atau instansi
atau lembaga pelatihdain sesuai dengan jabatan fungsionalnya atau tingkat
eselonnya. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sangat mendukung
ASN nya untuk dapat melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi, baik melalui tugas belajar maupumelalui ijin belajar

Dalam hal kinerja, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara rutin
melakukan penilaian terhadap capaian sasaran kinerja dan perilaku pegawai,
serta melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring danevaluasi kinerja petriwulannya. Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan juga melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan, serta
tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi kedisiplinan secara rutin setiap
bulannya. Kinerja dan kedisiplinan merupalsatah satu faktor péing yang
digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian penghargaan (diantaranya
dengan pemilihan Employee of Three Mont{EoTM)) atau pemberian

hukuman disiplin.
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Hal-hal tersebut di atas, memacu masaingsing ASN sehingga tingkat
profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat terus

meningkat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikataituni

1. Mengikuti Pelatihan/Seminar/Diklat Onlinedan Offline baik
yang diselenggarakan oletmit kerja, PPSDM, Instansi lain maupun
lembaga pelatihan

2. Melakukan Penilaian SKP Per Triwulan

3. Telah dilakukan pelaporan disiplin pegawai

4. Telah dilakukan pemiliharEmployee of Three MontfEoTM) pada 4
(empat) unit kerja pada Deputi Bidang Pengawasan PangaanOlah

Evaluasi dan tindak lanjut

Memperhatikan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020, diketahui bahwa masih terdapat ASN
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang belum mengikuti diklat
fungsional sesuai ehgan jabatan fungsionalnya daragsim terdapat ASN
struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat
eselonnya. Selain itu, kualifikasi (tingkat pendidikan) ASN Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan juga masih perlu ditingkatkarenkang
pendidikan yang lebihnggi, dalam hal ini melanjutkan pendidikan S2 atau
S3.

Mempertimbangkan hal tersebupaya yang dilakukan pada tahun 2021 untuk

menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

1. Meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai

2. Meningkatkan kompetensi pegawaielalui diklat kepemimpinan/ diklat
fungsional/ diklat teknis/seminar/workshop/sejenis secara daring atau

luring.
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20. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan

Pangan Olahan yandgbaik

Sasar an NengoanyaRengelilaan Data dan Imfoasi pengawasan
Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Obahard i d u k un g
Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan

PangarDlahan yang optimal

Realisasi Indikator kinerja Indeks pengeloldata dan informasi Deputi Bidang
Pengawasalyang optimal tahur2020 adalah 0,75 dari target sebesar 1,51,
sehingga capaian indikator adalah 49,67% dengan kritSANGAT
KURANG .

Komponen pengelolaan data daformasi yang optimal mencakup komponen:
1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di Dashboard BOC

a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi
ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses
unit kerjadan pengambilan keputusan strategis oleh pimmpBPOM.

b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang
terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan
data untuk diah dan dianalisa sebagai dasar dalam membhgakan
pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan
mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan
informasi yang aa selalu update pada saat digunakan sehingga
keputusan yang diambil tepat sasaran.

e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC vyang harus
dimutahirkan dan diverifikasi secara berkala oleh unit penyedia data.

f.  Jumlah frekuensi verifikasi data BOC oleh unit kerja adalah minimal 1
(satu) kali dalam 1 (s¢a) bulan.
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2. Indeks pemanfaatan sistanformasi BPOM, mencakup sistem informasi
yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di
masingmasing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder,
dashboard BOC, Berita Aktual pada SubsitéaBalan Pusat (email dan
dashboardBOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan

oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang
Pengawasan Pang®lahan yang optimaberdasarkarmperolehan dari Nilai
Asesment Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah
2,261 3 (Sangat Optimal); 1,512,25 (Optimal); 0,76 1,5 (Cukup Optimal)

dan Oi 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 27. Realisasi dan Capaia Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang

Pengawasan Pangan Olahan yang optimdlahun 2020

Direktorat 2 2 2 1 15 1,75
Standardisasi Pange

Olahan

Direktorat Registras 0 0 1 3 2 1
Pangan Olahan

Direktorat 0 0 1 0 0,5 0,25

Pengawasan Pangsg
Risiko Rendah dai
Sedang

Direktorat 0 0 1 0 0,5 0,25
Pengawasan Pangse
Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru

Direktorat 1 1 0 0 0 0,5
Pemberdayaan
Masyarakat dar
Pelaku Usaha
0,75
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (kurang
optimal)
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Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ini merupak@ikator kinerja baru
di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di tahun 2020 sehingga realisasi

dan capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Analisis Ketidakberhasilan Capaian

Sampi dengan triwulan IV tahun 202hdeks pengelolaanath dan informasi
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang ofighah mencapai target
Tahun 2020 dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap
pegawai, email unit dan pemanfaatasgih dan akses) dashboard BOC serta
pemutakhiran datdan verifikasi dashboard BOC dari akun penanggung jawab

unit kerja.

Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan yang optimatahun 2020 @,75 lebih tinggi dibandingkanndeks
pengelolaan data dan informagsing optimal pda unit eselon | Badan POM
lainnya, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktifo(25, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dangtaetik 0,125, Deputi Bidang Penindakan (0,33),
Inspektorat Utama (Oplan Sekretariat Utama@,@).

Evaluasi dan tindak lanjut

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks pengelolaan data dan

informasi yang akan dilakukan pada tahun 28@4lah:

1. Melakukan login dan akses dashboard BOC melalumaselon 2 minimal
1 (satu) hari dalam 1 (satu) kali sehari.

2. Mendorong semua pegawai untuk menggunakan email corporate BPOM
lebih intensif berupa himbauan pimpinan dan infografis.

3. Mengupdatepasswod per 90 hari untuk menghindareset password
otomatis ¢eh sistem.

4. Melakukan pemutakhiran data BOC, dengan melakukan verifikasi data unit

kerja yang tayang di BOC, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
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21. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penildan terhadap kinerja anggaran
Satker/UPTyangdiperolehdari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaanggaran
(IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggar@iiKPA) merupakarukuranevaluaskinerjapelaksanaan
arggaranyang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian
perencanaan dan pelaksanaan anggaka&patuhan pada regulasi, serta
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiaftiga belasndikator pembentuk
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran RIK), yaitu Revisi DIPA Deviasi
Halamanlll DIPA, PengelolaanJP, Rekon LPJ BendaharaData Kontrak,
Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas
(Renkas) Pengembalian/Kesalah&PM, DispensasPenyampaiaisPM, Pagu

Minus danKonfirmasiCapaiarOutput

Caraperhitunganndikator Nilai Kinerja AnggaranDeputi Bidang Pengawasan
Pangan Olaharadalahberdasarkamilai EKA dan IKPA dengan formulasi

sebagaberikut:

Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Indikator Nilai Kinerja AnggaranDeputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
ini merupakan indicator baru ditahun 2020. Berikut realitadikator Nilai

Kinerja AnggaranDeputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 :

Nilai SMART Nilai IKPA
0951 w7

L S -

9954 9731 100
&M

Gambar 11. Realisasi Nilai EKA dan IKPA Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Tahun 2020
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Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA danSPMN
tahun anggara2020, bahwaNilai EKA Deputi Bidang Pengawasan Pangan

Olahanadala9,51dannilai IKPA Depui Bidang Pengawasan Pangan Olahan

adalah82,62,makanilai kinerjaanggararDeputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahantahun 202@iperoleh angk87,61d e n g a n  Baikb dibgnalingkan fi
dengan target tahun 2020 yaitu 93 %

Analisis Keberhasilan Cgaian

Pada tahun 2020Nilai Kinerja AnggararDeputi Bidang Pengawasan Pangan

Olahantelah melebihtargetdikarenakan

a.

Kondisi kahar yang disebabkan oleh resiko penyeb&@arona Virus
Desease2019 (COVID19) maka pada tanggal 23 Maret 2020 nomor S
258/PB/2020 rektorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
mengeluarkan kebijakan relaksasi penilaian IKPA tahun 2020 pada aplikasi
OM-SPAN, dimana Penilaian IKPA Tahun 2020 tidak dilakukampai
dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut. Nilai pikator yang
masih muncul dapat digunakan untuk keperluan manajerial, namun tidak
digunakan sebagai basis penilaian kinerja.

Pada aplikasi monev DJA, kepatuhan pelaporan capaian kderjanit-

unit sudah baik dan telah melakukan update data capaiarjaksetiap
bulan.

Satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melakukan
merevisi RPD halaman 3 DIPgenyesuaian dengan realisasi anggaran yang

telah berjalan

Evaluasi dan tindak lanjut

Upayatindaklanjut untuktercapainyandikatorini pada ahun 2021 adah:

a.

MembuatRencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman Il DIPA, sesuai
dengarrencanaealisasi anggaran.

Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan tgkaig
terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.
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Peraicanaan KAS (RenKas)

d. Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat
waktu

e. Melakukan monitoringlan evaluagierhadap seluruh indikator pald&PA

f.  Walaupun Peilaian IKPA Tahun 2020 tidak dilakukan sampai dengan
batas waktyang akan itur lebih lanjut, ada beberapa indikator yang harus
dilakukan sesuaaturan oleh seluruh satker misalnya cara penyampaian
SPM, daftar kontrak dan lai@in.

22. Tingkat Efisiensi Penggunan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

Pangan Olahan

Efisiensi adalatkemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang
lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau
dengan kata lain bahwa persentase capaian outputataméebih tinggi dari

capaian input.

Apabilalndeks EfisensilE) OStandar EfisengiSE) maka kegiatan dianggap
efisien, apabil a: | E O efsendengadkateria e gi at an
Efisien apabilaTE berkisardari 0 sampaidenganl danTidak efisien apabila

TE<O atauTE>L

Cara perhitungan Tingkat EfisienBenggunaan Anggaran Sekretariat Utama
adalah berdasarkan range, yaitv- @,2: 100% (Efisien); 0,2% 0,4: 95%
(Efisien); 0,41- 0,6: 92% (Efisien); 0,6% 0,8: 90% (Efisien); 0,81 1,0: 88%
(Efisien); 1,01- 1,2: 86%(Tidak Efisien); 1,2% 1,4: 84% (Tiék Efisien); 1,41

- 1,6: 80% (Tidak Efisien); 1,641,8:78% (Tidak Efisien); > 1,81dan <0: 75%
(Tidak Efisien)

Indikator tingkat efisensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Wasga
Pangan Olahan merupakan indikator baru pada tahun 28@8aia@ inlikator
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ini sudahefisien 100%d e n gan kalkoe gdorbianfdii ngkan deng
tahun 2020 yaitu 96 %.

Analisis Keberhasilan Capaian
Pada tahun 2020tingkat efisensi penggunaaanggaranDeputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahelah melebihtargetdikarenakan :

a. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahdelah berupaya
menyelenggarakasemua kegiatan pada tahun 2020 dengan efektif dan
efisien sehingga serapan anggaran Netocapai 99,84 %.

b. Melakukan refocusing/realokasianggaran yang diperkirakan tidak
telaksanasampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya
ungkit, antara lain untulpercepatarpenanganarpandemik Covid-19,
peningkatarkompetenspegawai,KIE melaluimedia (TV, radio, sarana
transportasi), pengembangan aplikasi/system pengnj&inerja,
seminar/workshop secara daring, belanja modal (untuk percepatan
pengadaan tahun 2021), layanan TIK (langgan@@m meetingbiaya
penggantian pulselepon dan paket internet untuk WHi#n lainlain

c. Percepatan pelaksanaan kegiatan KIE dengden lparu dan melakukan
realokasi anggaran untuk tambahan KIE denganlaola

d. Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah
terlaksana.

e. Penyesuan pelaksanaan tugas kedinasan oleh pegawai di masa pandemi
sehingga target kinerja tettgrcaai.

f.  Mengoptimalkan realisasi belanja jasa profesi untuk perteqpegamuan
virtual.

g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sdsakala
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Tabel 28. Realisasi danCapaian tingkat efisensi penggunaan anggara®eputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020

Indeks Pengawasan 4, 81,04 | 105,25 389.366.000 | 389.259.321 | 99,97 | 1,05 | 0,05 | 100 %
. Makanan
Terwujudnya Makanan
aman dan bermutu Persentase Mal_<anar
yang memenubhi 78 79,68 102,15 | 566.454.000 | 566.371.030 | 99,99 | 1,02 0,02 100 %
syarat
Indeks kepatuha
. (compliance index) | 4 77,77 | 99,71 | 1.581.395.000| 1.580.481.627| 99,94 | 1,00 | 0,00 | 75%
Meningkatnya kepatuhan| pelaku usaha di
pelaku usaha dan bidang Makanan
kedasaran masyarakat | Indeks kesadaran
terhadap keamanan dan | masyarakat
mutu makanan (awareness index) 72 77,06 107,03 | 458.563.000 453.323.701 | 98,86 | 1,08 0,08 100 %
terhadap keamanan
dan mutu makanan
Indeks Kepuasan
pelaku usaha
terhadap pemberian
Meningkatnya kepuasan | bimbingan dan 84 87,29 103,92 | 377.318.000 | 377.288.216 | 99,99 | 1,04 0,04 100 %
pelaku usaha dan pembinaan
masyarakat terhadap pengawasan
kinerja pengawasan makanan
Makanan Indeks kepuasan
masyarakat atas 73 | 7381 | 101,11| 1.077.891.000| 1.077.616.800| 99,97 | 1,01 | 0,01 | 100 %
kinerja pengawasan
Makanan
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Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terhadap layanan
publik Deputi Bidang
Pengawasan Pangal
Olahan

86

84,73

98,52

839.731.000

839.187.977

99,94

0,99

-0,01

75 %

Meningkatnya kualitas
kebijakan pengawasan
Pangan Olahan

Indeks kualitas
kebijakan
pengawasan
Makanan

71

85,14

119,92

3.167.047.000

3.165.704.030

99,96

1,20

0,20

100 %

Meningkatnyaefektivitas
pengawasan dan
pelayanarpublik
Makanan

Persentase Makanatr
yang aman dan
bermutu
berdasarkan hasil
pengawasan

72

70,80

98,33

5.135.505.000

5.126.407.228

99,82

0,99

-0,01

75 %

Persentase instansi
pemerintah yang
berperan aktif dalam
pengawasan
Makanan

78

83

106,41

10.198.210000

10.182.709.786

99,85

1,07

0,07

100 %

Tingkat efektivitas
KIE Makanan

87,62

91,75

104,71

930.209.000

929.893.950

99,97

1,05

0,05

100 %

Indeks pelayanan
publik di Deputi
Bidang Pengawasan

PangarOlahan

3,59

4,18

116,43

1.813.231.000

1.810.669772

99,86

1,17

0,17

100 %
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Persentase
ketepatan waktu
pelayanan publik di | g4 99,7 | 112,02 | 1.598.704.000| 1.597.457.570| 99,92 | 1,12 | 0,12 | 100 %
Deputi Bidang
Pengawasan Pangal
Olahan
Meningkatnya Persentase kader
pemberdayaan yang berpartisipasi
masyarakat dalam aktif dalam 80 94,51 118,14 | 1.072.005.000| 1.071.183.361| 99,92 | 1,18 0,18 100 %
pengawasan di bidang pengawasan
Makaran Makanan
Persentase Fasilitasi
Pengembangan
Inovasi
, 73 78 106,85 | 367.645.000 | 363.045.701 | 98,75 | 1,08 0,08 100 %
. Makanan meldui
Meningkatnya regulatory
. standar keamanan
assistance pengembanga pangan
makanan Persentase UMKM
makanan yang 50 51,25 | 102,50 | 1.925.937.000| 1.913.178.570| 99,34 | 1,03 | 0,03 | 100 %
menerapkarstandar
keamanan pangan
Terwujudnya tata kelola | Indeks RB Deputi
pemeilintahan Bidang Pengawasan 88 84,02 95,48 | 1.598.870.000| 1.597.869.350| 99,94 | 0,96 | -0,04 75 %
yang optimal dilingkup Pangan Olahan
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Deputi Bidang Nilai AKIP Deputi
Pengawasan Pangan Bidang Pengawasan| 81 76,26 94,15 31.350.000 31.302.700 | 99,85 | 0,94 | -0,06 75 %
Olahan Pangan Olahan
Indeks
Terwujudnya SDM Deput| Profesionalitas ASN
9 | Bidang Pengawasan Deputi Bidang 75 83,51 111,35 | 1.100.921.000| 1.100.419.905| 99,95 | 1,11 0,11 100 %
Pangan Olahan yang Pengawasan Pangal
berkinerja optimal Olahan
Menguatnya Pengelolaan Indeks Pengelolaan
Data dannformasi :
pengawasan Makanan di Data qan. Informasi
10 Deputi Bidang Deputi Bidang 1,51 0,75 49,67 | 3.284.232.000| 3.279.883.050| 99,87 | 0,50 | -0,50 75 %
Pengawasan Pangal
Pengawasan Pangan Olahan yang baik
Olahan
Nilai kinerja
anggaran Deput 93 95,13 | 102,29 | 8.700.000 8.700.000 | 100,00/ 1,02 | 0,02 | 100 %
Terkelolany&Keuangan Bidang Pengawasan
secara Akuntabel di Pangan Olahan
11 | Deputi Bidang Tingkat efisiensi
Pengawasan Pangan penggunaan
Olahan anggaran Deputi 96 100 104,17 | 333.804.000 | 333.429.914 | 99,89 | 1,04 0,04 100 %
BidangPengawasan
Pangan Olahan
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B. PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Pada tahun 2020, Deputi BidaRgngawasan Rgan Olahan berhasil meraih
beberapa penghargaan antara lain :

1. Piagam penghargaan dari menpanRB sebagai role model penyelenggara
pelayanan publik kategori "pelayanan prima" tahun 2019.

Piagam penghargaan dari menpanRB sebagai role model

penyelenggara pelayanan publik kategori "pelayanan prima" tahun
2019

s @UPP. | B8
2018

[ Tiifiscs Indeks:
LETTETTTTTTT 7y e

e s ot b e o e e

HASIL EVALUASI PELAYANAN PUBLIK K/L
TAHUN 2019
N 1Y Tl by

HHHHH‘!’UH\W.!‘I

Gambar 12. Piagam penghargaan sebagai rolmodel penyelenggaraan pelayanan
publik kategori fdApelayanan pri mao

2. Piagam penghargaan dari MenpanRB sebagai Unit kerja berpredikat
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2020 diperoleh Direktorat
Registrasi Pangan Olah.

Pi agam penghargaan dar i menpanRB sebagai uni
Bersi h dan Me2@&¥@&ni tahun

Gambar 13. Piagam penghargaan dari MenpanRB sebagai Unit kerja berpredikat
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Piagam Penghargaan dari Menpan RBagab unit kerja berpredikat
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tah@®20 diberikan pada Direktorat
Standadsasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah
dan Sedang dan Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru.
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3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan Sebagai Unit Percontohan dalam
rangka nembangun Unit Pelayanan Publik yangniidi Lingkungan
Badan POM sesuai Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor
HK.02.02.7.73.06.20.06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit
Percontohan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM Menetapkan
Direktorat Registrasi &hgan Olahan Sebagai Unit Percontohatarm
rangka membangun Unit Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan
Badan POM.

Keputusan I nspektur Ut@GMmar.7BP® W 6Nohmdi® 2Tkt an g

Pembent ukan Unit Percontohan Pelayanan Publ i {
Direktorat Registrasi Pangan Ol ahan Sebagai
Unit Pelayanan Publik yang Prima di Li

Gambar 14. Direktorat Registrasi Pangan OlahanUnit Percontohan dalam rangka

membangun Unit Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan Badan POM

4. Penghargaan dari Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan UMKM
dari PP Salimah.

Untuk meningkatkan kapasitas UMKM Pangan Olahan dalam berproduksi,
serta menerapkan prinsgrinsip keamanamangan, selama tahun 2020,
BPOM telah melakukan pembentukan fadiitaUMKM sebanyak 756

orang yang telah melakukan pembinaan kepada 6873 UMKM Pangan
Olahan. Pembinaan tersebut dilakukan salah satunya dengan bekerjasama
dengan komunitakomunitas masyarat dan asosiasi pelaku usaha.
Sebagai apresiasi, BPOM telah menermeaghargaan salah satunya dari

PP Salimah, sebagai Mitra dalam Mendukung Program Salimah.
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Gambar 15. Penghargaan dari Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayama
UMKM dari PP Salimah

5. Peraturan yang diterbitkan pada tahun 2020upakan peraturan baru dan
revisi dari peraturan sebelumnya disesuaikan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, harmonisasi dengan standar
internasional, dardalam rangka mendorong daya saing pelaku usaha.
Peraturan ini jugaetah dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan
pelaku usaha, kementerian/lembaga terkait, tim pakar, akademisi,
organisasi profesi, dan konsumen.

a. Buku Pedoman Produksi ddvistribusi Pangan Olahan dalam masa
status Darurat Kesehatan Corona Virus Dise2819 (Coviel9) di
Indonesia

b. Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan
Pangan Perisa

c. Peraturan BPOM Nomorl6 Tahun 2020 tentang Pencantuman
Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha
Mikro dan Usaha Kecil

d. Peratuan BPOM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam
Pengolahan Pangan

e. Peraturan BPOM Nomor 25 fan 2020 tentang Pedoman Cara
Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi

setelah Dikemas
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f. Peraturan BPOM Nomd@4 Tahun 202Q@entangPerubahan Kedua atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Pengawas&angan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus

g. Peraturan BPOMNomor 25 Tahun 2020 tentang PedomarnraCa
Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersil yang Disterilisasi
Setelah Dikemas

h. Peraturan BPOMNomor B Tahun 2020 Pedoman Cara Produksi

Pangan Olahanang Baik untuk Makanan Pendamping Air Susu lbu

SRS ’

BADAN POM

PEDOMAN

PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
PANGAN OLAHAN

PADA MASA STATUS DARURAT KESEHATAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI INDONESIA

Gambar 16. Buku Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status

Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covild) di Indonesia

6. Badan POMmemfasilitasi kegiatan dukungan inovasi riset bahan alam
sebagai bahan tambahan pangan atau bahan baku pada tahura2di2asi
kegiatan tersebut berupa pengujian beberapa parameter keamanan dan
mutu, hingga kajian keamanan bersama dengan tim pakawat&shop
dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait pelaku usaha, akademisi,
dan peneliti.

7. Implementasi germasgza (kegiatan desa, pasar dan sekolah

8. Koordinasi dalamConsumer participation and empowermemSEAN
Health Cluster 4

9. FGD Rencana StrategPengawasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

10.FGD Sinergisme Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan

11.Capacity Buildingon Food Safety Issues and Crigsdukung oleh WHO
headquarter dan WHO SEARO)
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1.3 AKUNTABIL

ITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2020 Pemerintah akan

melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui pengaatafor

money Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah

langkah kebijakan seperti:

(1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2)

pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan

(4) penguatan bantuan saic

Dalam rangka penanganan pande@orona Virus Disease€2019 (Covid19)

dan/atau meghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional

dan/atau stabilitas sistem keuangan maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2020 tanggal 3 April 202€rttang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2020. Dal®eraturan Presiden tersebut BPOM
mendapatkan pemotongan pagu anggaran sebesarRp18.586.006(19,42%).

sedangkan padaatker Deputi Bidang Pengawasan Pang@mhan terdapat

pemotongan anggaran sebesar 9.579.180.000 (20,19 %) sehingga pagu anggaran

satker Deputi Bidang Pengawasan Pandatahansemularp. 47.436.268000-
berkurang menjadip.37.857.088.000

Rincian anggaran dan realisasi anggaran per indikaterjaipadaDeputi Bidang

Pengawasan Pangan Olaluapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran 2Q0

Indeks Pengawasan Makan 389.366.000 99,97%

Terwujudnya Makanan yang g 389.259.321 0

aman dan benutu Persentase makanan ya 0
memenuhi syarat 566.454.000 566.371.030 99,99%
Indeks kepatuhan

Meningkatnya kepatuhan | (compliance index) pelak| 1.581.395.000 99,94%

P 1.580.481.627

pelaku usaha dan kesadara usaha di bidang makanan

masyarakat terhadap

keamanan dan atu Indeks kesadaran masyaral

Makanan (awareness index) terhad
Keamanan dan mut 458.563.000 453.323.701 98,864
makanan
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Indeks kepuasan pelaku usa

terhadap pemberia o
bimbingan dan pembinag 377.318.000 377.288.216 99,99%
pengawasan Makanan
Meningkatnya kepuasan Indeks KepuasaMasyaraka
pelaku usaha dan ..l atas kinerja pengawasgq 1.077.891.00Q 99,97%
Masyarakat terhadap kinerji T 1.077.616.800 '
Makanan
pengawasan Makanan
Indeks kepuasan masyarak
terhadap layanan publi o
Deputi Bidang Pengawasg 839.731.000 839.187.977 99,94%
Pangan Olahan
Meningkatnya kualitas . .
o Indeks kualitas  kebijakal o
kﬂe;éjgﬁsg pengawasar pengawasan Makanan 3.167.047.000 3.165.704.030 99,96%
Persentase Makanan ya
aman dan bermut o
berdasarkan has| 5.135.505.000 5.126.407.228 99,82%
pengawaan
Persentase instan
pemerintah yangberpera 145 510900  10.182.709.786 99,85%
aktif dalam pengawasd
Meningkat fekdivit Makanan
eningkatnya efektivitas . -
pengawasan dan pelayanai Tingkat —efektivitas  KIE 930.209.000 99,97%
e Makanan 929.893.950
publik dibidang Makanan
Indeks pelayanan publik ¢
s ] 0
Deputi Bidang Pengawasg 1.813.231.000 1.810.669.772 99,86%
Pangan Olahan
Persentase ketepatan wal
pelayanan publik di Depu o
Bidang Pengawasan Pang 1.598.704.004 1.597.457.570 99,92%
Olahan
Meningkatnya
pemberdayaan masyarak Persentase kader val
serta peran pemerintah dalg berpartisipasi aktif dalan 1.072.005.00Q 99,92%
: . 1.071.183.361
pengawasan di  bidan pengawasan Makanan
makanan
Persentase Fasilita
Pengembangan Inoval 367.645.000 98,75%
Meningkatnya  Regulatory Makgnan mglalui standar 363.045.701
Assistance  pengembang;
makanan Persentase UMKM yan
menerapkan standg 1.925.937.00Q 1.913.178.570 99,34%
keamanan pangan
) ) Indeks RB Deputi Bidang o
Terwujudnya 0rganisas pengawasan Pangan Olaha 1.598.870.000 ) 597 ggg 350 | 99:94%
Depui Bidang Pengawasa——; —
Pangan Olahan yang efeki{ Nilai AKIP Deputi Bidang 99 85%
Pengawasan Pangan Olaha  31.350.000 31.302.700 '
;ie(;;vnuémg)ézavial)sl\:m Dsg:g Indeks Profesionalitas ASI
i i 4 0,
Olahan yang berkinerj Deputi Blijz?]ng Pengawasg 1.100.921.00Q 1.100.419 905 99,95%
optimal Pangan Olahan
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data

Menguatnya pengelolag

pengawasan makanan nformasi Deputi Bidang 3.284.232.00Q 99,87%
Deputi Bidang Pengawasa] Pengawasan Pangan Olaha|
Pangan Olahan

dan informas Indeks Pengelolaan Data d
3.279.883.050

Deputi Bidang Pengawasg 100,00%
Terkelolanya Keuanga| pangan Olahan 8.700.000 8.700.000
secara Akuntabel di Depu—; .
Bidang Pengawasan Pang| Tingkat efisiensi penggun
Olahan anggaran Deputi Depu 0
Bidang Pengawasan Pang 333.804.000 333.429.914 99,89%

Nilai kinerja angyaran Deputi

Olahan

Total realisas anggaranDeputi Bidang Pengawasan Pangan Olatadwun 2@0
adalah sebesaRp. 37.795.383.559 atau sebesa®9.84%. Rincian realisasi
anggaran tahun 20 dapat dilihat padd.ampiran 9.Dengan demikian terjadi

efisiensianggaran sebesBp. 60.704.44% atausebesaf.16%.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 egmdisasi anggaran optimal

antara lain:

a. Mereviu kembaliPlan of Action(PoA) yang telah disusun pada awal tahun

anggaran dan dipatuhi papelaksanaannya

Menyusun perencanaan dan pemggaran dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumbdaya

Melakukan refocusing/realokasi anggaran yang diperkirakan tidak terlaksana
sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, antara
lain untuk penangangmandemikCovid-19, penindgatankompetenspegawai,

KIE melalui media (TV, radio, gana transportasi), pengembangan
aplikasi/system penunjang kinerja, seminar/workshop secara daring, belanja
modal (untuk percepatan pengadaan tahun 2021), layanan TIK (langgaman
meeting biayapenggantian pulsa telepon dan paket internet untuk Vdgi)

lain-lain.

. Percepatan pelaksanaan kegiatan KIE dengan pola baru dan melakukan realokasi

anggaran untuk tambahan KIE dengan jeiaa

e. Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang teddikana

f.

Mengoptimalkan realisasi belanja japaofesi untuk pertemuapertemuan
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virtual
g. Proyeksi realisasi anggaran sampai akhir tahun beserta rexksana

1.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

Fokus pengukuran efisiensi adalah
RUMUS :

. indikator input dan output dari swatu
w - PAHT HTEWT T "I 7

EA—————— 7 ~ kegiatan. Dalam hal ini, diukur
P AHT HE HI 17

kemampuan suatu kegiatan untuk

. P A HI CHEATHAM HIEHT 1 1| menggunakamput yang lebih sedikit
1 P nH "HE H "7 dalam menghsilkanoutputyang sama/
E lebih besar, atau penggunaamput
. ETMARA yang sama dapat menghasilka@utput
nA n 7 yang sama/ lebih besar, atau persentase

capaan outputsama/ lebih tinggi dari
pada persentase capaianput Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan

membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaidputterhadap %
capaianinput Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding
yang dijadikan dasar dalam menilaiseéfnsi. Dalam hal ini, SE yang digunakan

adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yésaiu)

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan didsan dengan membandingkan IE
terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

A Ji ka | E Ckegiafan dianggdp efisien

A Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien.
Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebuit tingkat
efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan

yang terjadi padeasingmasing kegiatan

Rincian realisasi kegiatan tahunZ2berdasarkarsasaran Kegiatadan capaian

output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
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Tabel 30. Realisasi Anggaran dan Capaianndikator Tahun 2020

. Indeks Pengawasal 105,25 | 99.97 | 1,05 | 0,05 | 100% | Efisien
Terwujudnya Makanan

1 | Makanan aman | Persentase
dan bermutu Makanan yang 102,15 | 99,99 | 1,02 | 0,02 | 100 % | Efisien
memenuhi syarat
Indeks kepatuhan
Meningkatnya | (compliance md_@x 9971 | 99.94 | 1,00 | 0,00 75 04 Tl_dgk
kepatuhan pelaku usaha di Efisien
pelaku usaha bidang Makanan
dan kedasaran | Indeks kesadaran
masyarakat masyarakat
terhadap (awareness index
keamanan dan | terhadap

mutu makanan | keamanan dan
mutu makanan
Indeks Kepuasan
pelaku usaha
terhadap
pemberian
bimbingan dan
pembinaan
pengawasan
makanan

Indeks kepuasan
masyarakat atas
kinerja 101,11 | 99,97 | 1,01 | 0,01 | 100 % | Efisien
pengawasan
Makanan
IndeksKepuasan
Masyarakat
Terhadap layanan
publik Deputi 98,52 | 9994 | 0,99 | -0,01| 75%
Bidang
Pengawasan
Pangan Olahan

107,03 | 98,86 | 1,08 | 0,08 | 100 % | Efisien

103,92 | 99,99 | 1,04 | 0,04 | 100 % | Efisien

Meningkatnya
kepuasan pelakt
usaha dan

3 | masyarakat
terhadap kinerja
pengawasan
Makanan

Tidak
Efisien

Meningkatnya Indeks kualitas

kualitas kebiiakan
4 | kebijakan pengjgawasan 119,92 | 9996 | 1,20 | 0,20 | 100 % | Efisia
pengawasan Makanan

Pangan Olahan
Meningkatnya | Persentase

efektivitas Makanan yang Tidak
5 | pengawasan dar aman dan bermutu| 98,33 | 99,82 | 0,99 | -0,01 75% .
) Efisien
pelayanan berdasarkan hasil

publik Makanan | pengawasan
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Persentase instans|
pemerintah yang

berperan aktif 106,41 | 99,85 | 1,07 | 0,07 | 100 % | Efisien
dalam pengawasar
Makanan
Tingkat efektivitas | 1, 21 | 99,97 | 1,05 | 0,05 | 100% | Efisien
KIE Makanan
Indeks pelayanan
publik diDeputi
Bidang 116,43 | 99,86 | 1,17 | 0,17 | 100 % | Efisien
Pengawasan
Pangan Olahan
Persentase
ketepatan waku
pelayanan publik di ;15 5 | 9992 | 112 | 0,12 | 100%| Efisien
Deputi Bidang
Pengawasan
Pangan Olahan
Meningkatnya Persentase kader
pemberdayaan L
masyarakat yang berpartisipasi
dalam aktif dalam 118,14 | 99,2 | 1,18 | 0,18 | 100 % | Efisien
pengawasan di pengawasan
bidang Makanan Makanan
Persentase
Fasilitasi
Pengembangan
: Inovasi 106,85 | 98,75 | 1,08 | 0,08 | 100 % | Efisien
Meningkatnya :
Makanan melalui
regulatory
. standar keamanan
assistance pangan
pengembangan Persentase UMKM
makanan
makanan yang
menerapkan 102,50 | 99,34 | 1,03 | 0,03 | 100 % | Efisien
standar keamanan
pangan
Terwujudnya Indeks RB Deputi
tata kelola | Bidang 9548 | 99,94 | 096 | 0,04| 75% | K
pemerintahan | Pengawasan Efisien
yang optimal Pangan Olahan
dilingkup Deputi| Nilai AKIP Deputi
Bidang Bidang 9415 | 99,85 | 094 | 0,06 75% | 0K
Pengawasan Pengawasan Efisien
PangarDlahan | Pangan Olahan
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Terwujudnya
SDM Deputi Indeks
Bidang Profesionalitas ASH
9 | Pengawasan Deputi Bidang 111,35 | 99,95 | 1,11 | 0,21 | 100 % | Efisien
Pangan Olahan | Pengawasan
yang berkinerja | Pangan Olahan
optimal
Menguatnya
Pengelolaan Indeks Pengelolaar
Data dan .
Informasi Data dan Informasi
10 | pengawasan Deputi Bidang 49,67 99,87 | 0,50 | -0,50 75 % T'.dé.lk
. Pengawasan Efisien
Makanan di
o Pangan Olahan
Deputi Bidang .
yang baik
Pengawasan
Pangan Olahan
Nilai kinerja
anggaran Deputi
Terkelolanya Bidang 102,29 | 100,00| 1,02 | 0,02 | 100 % | Efisien
Keuangan Pengawasan
secara Pangan Olahan
11 | Akuntabeldi Tingkat efisiensi
Deputi Bidang | penggunan
Pengawasan | anggaran Deputi | 4, 17 | 9989 | 1,04 | 0,04 | 100% | Efisien
PangarOlahan | Bidang
Pengawasan
Pangan Olahan

Berdasarkanable diatasperhitungan efisiensi pada tahun 2020 dari 22 indikator

kinerja diDeputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terd&patlikator kinerja

yang efisien dan 6 indikator kinerja yang tidak efisldamun jika dihitung total

makaDeputi Bidang Pengawasan Pangan Oldkkih melaksanakan kegitan pada

t ahun

2 0 Efisieb.e ngan

fi
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BAB IV PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Secara garibesar, dapat diambil kesimpulan pencapaian kinerja Deputi Bidang

Pengawasan Pangan Olahan pada tahf@ &falah sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja PemerintaliLapkin) Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan tahuk02@enyajikan berbagai kebesilan
dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin
dalam capaian indikatartama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan
tujuan dan sasargrogram

2. Dalam mngka mencapai tujuan strategis Badan PON02W24, telah
ditetapkanll (seébelag sasaran program yang pencapaiannya diukur dengan
22 (duapuluh duaindikator kinerja utama. Pada tahur2@0terdapat 5 (lima)
indikator kinerja program yang tercapai demdeiteria sangat baik, 16
indikator kinerja program dengan capaleik danl indikator dengan capaian
sangat kurang

U Indikator kinerja program dengan capagangat Baikantara lain:
a. Indeks kualitas kebijakan pengawasan makanan
b. Indeks Pelayanan Publik ddeputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan
c. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan ilPubeputi Bidang
Pengawasan Panga Olahan
d. Persentase kader yang berperan aktif dalam pengawasan makanan
e. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan
U Indikator kinerja program dengan capaBaik, yaitu:
a. Indeks pengawasan makanan
b. Perserdse makanan yang memenuhi syarat
c. Indeks kepatuhan c¢omliance index pelaku usaha di bidang
makanan
d. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan
dan mutu ma&nan
e. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan



pembinaan pengawasan makanan
f. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan
g. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan
h. Persentasenakanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil
pengawasan
i. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam
pengawasan makanan
Tingkat efektifitas KIE makanan
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar
Persentase MKM yang menerapkan standar keamanan pangan
.Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Nilai Kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi BidReggawasan
Pangan Olahan
U Indikator kinerja program dengan capai&angat Kurang, yaitu
Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan. Kendataasih rendahnya pemanfaatan email pribadi
setiap pegawai, email unit dan pemanfaatd@ogin dan akses)
dashboard BOC serta pemutakhiran data dan verifikasi dashboard BOC
dari akun penanggung jawab unit kerja.

T o35 3T 7T

3. Pada Tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berhasil
memperkuat sistem pengawasan pangan olahan. Hal ini uk&umjdengan
tercapainya seluruh target dari indikator kinerja utama yang memiliki capaian
diatas atau sama dengan 100%

4. Sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan terhadap Reviu Rencana Strategis
2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunar2B@engan alokasi aggran yang
disediakan, pencapaian sasaran dalam program yang dijatsalkean 44
(seratusempatpuluhempaj kegiatan pada direktorat dibawah kedeputian IIl.
Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan QianaapaRp.
37.795.383.559 atau 99,84%.

5. Talun 2020 merupakan tahun pertama RPJMN 22224, beberapa indikator
kinerja program yang berlanjut dari RPJMN sebelumnya akan terus dimonitor

dalam rangka memperbaiki kinerja program. Tindaklanjut yang dilakukan
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antara lain: Mereviu dokumen perencama&inerja dan pelaksanaan
perencanaan dan monitoring program yang lebih baik pada RPJMN tahun
20202024

6. Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan tahun 22D, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran
strategis yangdirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2020 dan
Perjanjian Kinerja 2 020dapat dicapaimelalui pemenuhan target dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

V.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas, untugerbaikankedepandiperlukan saran yangasgat
bermanfatdan dapat membantu manajenbaputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
yaitu:

1. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan visi, misi BPOM, Deputi
Bidang Pengawasan Pangan Olahan disarankan @mkuk prioritas kegiatan
meliputi peningatan pengawasgangan olahan, pemantapan dan penguatan peran
serta pemerintah datake holdeterkait dalam pengawasan pangan olahan. Selain
itu diperlukan perkuatan teknologi informasi. sistem pengawasan olahan dan
peningkatan kompetensi SDM pengawepangan olahan

2. Sejalan dengan adanya kemudahan iklim berusaha melalui UU Cipta Kerja Nomor
11 Tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan mendukung
penuh program pemerintah ini, khususnya melalui kemudahan berusaha dan
pendampingan bagi UMKM pangan.

3. Perenanaan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan dan perlu
didukung oleh sistem monitoring yang memadai agar capaian kinerja dan realisasi
anggaran dapat tercapai.

4. Monitoring program perlu dilakukan secara optitealitama penyerapan anggaran
setiapbulannya sesuai dengan yang direncanakan. Pelaporan evaluasi kegiatan

dilakukan setiap triwulan, namun agar setiap permasalahan yang terjadi dapat
dilakukan perbaikan dengan cepat dan tujuan kegiatan dapat tercaga@ sec



optimal, maka akan dilakukan jugavaluasi kegiatan dan anggaran per bulan
melalui PIC di setiap unit di Kedeputian 3.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kanpdaa para stakeholder dan menjadi

sunber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja di masa mendatang.
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LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2020-2024

Target Kinerja

Sasaran Strategis Indikator
2020 | 2021 2022 2023 2024
Terwujudnya Makanan | Indeks Pengawasan 77 79 81 83 85
aman dan bermutu Makanan
Persentase Makanan yand 78 80 82 84 86
memenuhi syarat
Meningkatnya kepatuhan| Indeks kepatuhan 78 78 79 80 81
pelaku usahaah (compliance indexpelaku
kesadaran masyarakat | usaha di bidang Makanan
terhadap keamanan dan | Indeks kesadaran 72 75 78 81 83
mutu makanan masyarakatgwareness
index terhadagkeamanan
dan mutu makanan
Meningkatnya kepasan | Indeks Kepuasan pelaku 84 85 86 88 89
pelaku usaha dan usaha terhadap pemberiar
masyarakat terhadap bimbingan dan pembinaan
kinerja pengawasan pengawasan makanan
Makanan IndeksKepuasan 73 75 78 81 84
masyarakat atas kinerja
pengawasan Makanan
Indeks Kepuasan 86 88 89 90 92
Masyarakat terhadap
layanan publik Deputi
Bidang Pengawasan Pang
Olahan
Meningkatnya kualitas Indeks kualitakebijakan 71 76 81 85 90
kebijakan pengawasan | pengawasan Pangan Olah
Pangan Olahan
Meningkatnya efektivitas | Persentase Makanan yand 72 73 75 76 78
pengawasan dan pelayan{ aman dan bermutu
publik Makanan berdasarkan hasil
pengawasan
Persentase instansi 78 80 82 84 86

pemerintah yang berperan
aktif dalam pengawasan
Makanan
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Target Kinerja

Sasaran Strategis Indikator
2020 | 2021 2022 2023 2024
Tingkat efektivitas KIE 71 74 77 81 84
Makanan
Indeks pelayanan publik df 3,59 3,82 4,05 4,28 4,51
Deputi Bidang Pengawasa
Pangan Olahan
Persentase ketepatan wak| 89 90 91 92 93
pelayanan publik di Deputi
BidangPengawasan Pang:
Olahan
Meningkatnya Persentase kader yang 80 82 84 86 88
pemberdayaan masyarak| berpartisipasi aktif dalam
dalam pengawasan di pengawasan Makanan
bidang Makanan
Meningkatnya Regulatory| Persentase Fasilitasi 73 77 80 85 89
Assistancgpengembangarn Pengembangan Inovasi
makanan Makanan melalui standar
keamanan pangan
Persentase UMKM 50 52 54 56 58
makanan yang menerapka
menerapkan standar
keamanan pangan
Terwujudnya tata kelola | Indeks RB Deputi Bidang 88 90 93 94 95
pemerintahan yang Pengawasan Pangan Olal
optimal di lingkup Deputi
Bidang Pengawasan Nilai AKIP Deputi Bidang | 81 85 90 91 92
Pangan Olahan Pengawasan Pangan Olal
Terwujudnya SDM Deputi Indeks Profesionalitas ASN 75 77 80 82 85
BidangPengawasan Deputi Bidang Pengawasa
Pangan Olahan yang Pangan Olahan
berkinerja optimal
Menguatnya Pengelolaa | IndeksPengelolaan Data 1,51 2 2,26 2,5 3
Data dan Informasi dan Informasi Deputi
pengawasan Makanan di| Bidang Pengawasan Pang
Deputi Bidang Olahan yang baik
Pengawasan Pangan
Olahan
Terkelolanya Keuangan | Nilai kinerja anggaran 93 94 95 96 97

secara Akuntabel di Dep(

Deputi Bidang Pengawasa

Pangan Olahan




Sasaran Strategis

Bidang Pengawasan
Pangan Olahan

Target Kinerja

Indikator
2020 | 2021 2022 2023 2024
Tingkat efisiensi Efisien| Efisien | Efisien | Efisien | Efisien
penggunananggaran (96%) | (97%) | (98%) | (99%) | (100%)

Deputi Bidang Pengawasa
Pangan Olahan
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LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Negara Meo. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox: 4245139
BADAN POM Email : halobpom@pom.go.id Website : www . pam.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR. HK.02.02.5.54.09.20.17
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang . a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Oahan pada tahun 2020 perlu menetapkan
Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan
tentang Rencana  Kinerja  Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Megara No. 23 Jokarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox: 4245139
BADAN POM Email : halebpem@pom.ge.id Website : www.pam.ge.id

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 663);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN
OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam
lampiran  keputusan ini, merupakan acuan
penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun

2020;

KEDUA . Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2020

DEPUT] BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Dra. Reri Indriani, Apt, M.S1




BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

). Percetakan Megara Mo. 23 Jakarta Pusat 10560 Indenesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox: 4245139

Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pam.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN POM

NOMOR HE.02.02.5.54.09.20.17 TANGGAL 10 Juni 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
. Indeks Pengawasan Makanan 77
1. | Terwujudnya Makanan yang aman
dan bermutu . Persentase makanan yang 78%
memenuhi syarat
. . Indeks kepatuhan (compliance index) 78
Meningkatnya kepatuhan pelaku pelaku usaha di bidang makanan
= }clsalilai da“f{ kesada.ra.ré masya;ikat . Indeks kesadaran masyarakat 72
hir ak ap keamanan dan mu (awareness index) terhadap
anan Keamanan dan mutu makanan
3. | Meningkatnya kepuasan pelaku . Indeks kepuasan pelaku usaha 84
usaha dan Masyarakat terhadap terhadap pemberian bimbingan dan
kinerja pengawasan Makanan pembinaan pengawasan Makanan
. Indeks Kepuasan Masyarakat atas 73
kinerja pengawasan Makanan
. Indeks kepuasan masyarakat 86
terhadap layanan publik Deputi
Bidang Pengawasan Pangan Olahan
4. | Meningkatnya kualitas kebijakan . Indeks kualitas kebijakan 71
pengawasan Makanan pengawasan Makanan
5. | Meningkatnya efektivitas . Persentase Makanan yang aman dan 72%
pengawasan dan pelayanan publik bermutu berdasarkan hasil
dibidang Makanan pengawasan
. Persentase instansi pemerintah yang 78%
berperan aktif dalam pengawasan
Makanan
. Tingkat efektivitas KIE Makanan 71
. Indeks pelayanan publik di Deputi 3.59
Bidang Pengawasan Pangan Olahan
. Persentase ketepatan waktu 89%

pelayanan publik di Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Negara Mo, 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox: 4245139
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No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
6. | Meningkatnya pemberdayaan . Persentase kader yang berpartisipasi | 80%
masyarakat serta peran pemerintah aktif dalam pengawasan Makanan
dalam pengawasan di bidang
Makanan
7. | Meningkatnya Regulatory Assistance . Persentase Fasilitasi Pengembangan 73%
pengembangan makanan Inovasi Makanan melalui standar
keamanan pangan
. Persentase UMKM yang menerapkan 50%
standar keamanan pangan
8. | Terwujudnya organisasi Deputi . Indeks RB Deputi Bidang 88
Bidang Pengawasan Pangan Olahan Pengawasan Pangan Olahan
vang efektif . Nilai AKIP Deputi Bidang 81
Pengawasan Pangan Olahan
9. [ Terwujudnya SDM Deputi Bidang . Indeks Profesionalitas ASN Deputi 75
Pegawasan Pangan Olahan yang Bidang Pengawasan Pangan Olahan
berkinerja optimal
10. | Menguatnya Pengelolaan Data dan . Indeks Pengelolaan Data dan 1.51
Informasi pengawasan Makanan di Informasi Deputi Bidang
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Pengawasan Pangan Olahan yang
Olahan baik
11. | Terkelolanya Keuangan secara . Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi 93
Akuntabel di Deputi Bidang Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Pengawasan Pangan Olahan . Tingkat efisiensi pengguna anggaran 96%
Deputi Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si




LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakon Megara Me. 23 Jakarta Pusat | 0540 Indenesia
Telp. (021] 4244491, 4209221, 42463333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
BADAN POM Email : halsbpomi@pem,. ge.id Wabsite ; www porm go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Dalam rangka mewujudkan mansjemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Feri Indriani, Apt, M.51
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan COlahan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lulate, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selalu atasan langsung pihalk pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihal Pertama berjanji alkan mewwjudlkan target lanerja yang seharus=nya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangks mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam deokumen perencanaan.
Eeberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tangpung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melalukan evaluasi terhadap capalan kinerja dari perjanjian imi dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanks=i.

Jakarta, 14 Apustus 2020
Pihak Pertama

Dr. Ir. Penny K. Lulato. MCP
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Parcedokon Megora Me. 23 lakarta Pusat | 0540 Indonaska
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BADAN POM Email : halchpomi@pem, ge.id Wabsite : www pam go.id
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1. Indeks Pengawasan Malanan 73
1. | Terwujudnys Malanan yang aman
dan bermutu 2. Persentase makanan yang memenubly | 78%
syarat
] 1. Indek= kepatuhan |complionce mdex) 78
s Mﬂmﬂﬂiiﬂtfﬁr:- kepatuhan pelalo pelalu ussha di bidang malanan
- | usaha den kesadaran masyaralast -
terhadap ] P 2. Indek= h:e..a;:_isn‘u:l masyarakat 72
Mal | mndex| terhadap
Feamsnan dan muta malanan
3. | Meminglkatrya kepuasan pelaloa 1. Indeks kepuasan pelalos usaha 84
usaha dan Masyaralat terhadap terhadap pemberan imbingan dan
lonerja pengawasan Malanan pembinzsn pengawasan Malsenan
2. Indelks Kepuasan Masyarakat atas 73
lonera pengawasan Makanan
3. Indelks kepuasan masyaralkat 86
terhadap layanan publik Deputi
Bidang Pengawasan Pangan Olahan
4. | Meningkatrya loualitas kebijalkan Indeks kaalitas kebjjakan pensawasan 71
pengawasan Malsnan Malanan
5. | Memnglkatrya efelctvitas 1. Persentase Malkarnan yang aman dan T2%
pengawasan dan pelayanan pubhlc bermutu berdacarlkean hasil
dibidsmg Malcaman PEASEWASAn
2. Perzentaze mstans pemernntah yang T8%
berperan alonf dalam penpawasan
Malcanan
3. Tingleat efeldivitas KIE Malkanan 8762
4. Indeks pelayanan publikc di Depun 359
Bidang Pengawasan Pangan Olahen
5. Persentase ketepatan walktu Bang
pelayanan publik di Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan
6. | Meningkatrya pemberdsyaan Perzentase kader vang berpartisipasi B0%
masyarakat serta peran pemerintah alctif dalam pengawasan Malkanan
dalam pengawasan di bidang
Makanan
7. 1. Persentase Fasilitasi Penpembangan 730
Inovasi Makanan melaha standar




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Perceiakon Megars Me. 23 Jakarta Pusat | 0540 Indenesia
Talp. (02 1] 4244691, 4209220, 4263333, 42447585, 4241781, 4244819, Fax: 4245139

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Fegulatory 2. Persentaze UMFM yang meneraplan 50%
Asszistance pengembangan standar keamanan pangan
makanan

8. | Terwwudrnya crgarmsas: Depuh 1. Indslks FB Deput Bidang 88
Eidang Pengawasan Pangan Olahan Pengawasan Pangan Olahan
vang efelif 2. Nilai AKTP Deputi Bidang Penpawasan | 81

Pangan Olahan

9. | Tervupudnya SDM Deput Bidang Indsks Profesionalitas ASH Deputy 7o
Pegawasan Pangan Olahan yang Bidang Pengawasan Pangan Olahan
berlanena optmal

10. | Menguatnya Pengelolasn Data dan Indsks Pengelolaan Data dan Informa= 1.51
Informa= pengawasan Makanan di Depun Bidang Pengawasan Pangan
Depun Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik
Olahan

11. | Terkelolanya Keuangan secara 1. Nila1 lanerja angparan Deputi Deputi 93
Alamtakbel di Deputi Bidang Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Pengawasan Pangan Olahan 3 Tinelcat ehoiens . . aE%0

Dieputi Deputs Bidang Pengawasan
Pangan Olahan
Program Angparan
Prograrm Penpawasan Obat dan Malkanan Fp. 37.857.088.000,-
Jakarta, 14 Apustus 2020
Kedua ihal Pertamsa
Dr. Ir. K Lulgte. MCP Dra.

145




LAMPIRAN 4

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

M. Percetakan Megora Mo, 23 Jokorio Pusat 105460 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209227, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox: 4245139

BADAN POM

Ermail : halobpomi@pom.go.sd Website : www pam.go_id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NO SASARAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
STRATEGIS KINERJA B03 | BOG | B09 | B12 (Rupiah)
(1 (2) (3) (4) (5) | (8) (7} (8)
1. | Terwujudnya Indeks 0 0 0 i Rp. 557.000.000 -
Makanan yang | Pengawasan
aman dan Makanan
bermutu Persentase | 11.7% | 35% | 56% | 78% Rp. 723.603.000 -
makanan yang
memenuhi
syarat
2. | Meningkatnya Indeks 0 0 0 7a Rp. 1.705.940.000,-
kepatuhan kepatuhan
pelaku usaha (compliance
dan kesadaran | index) pelaku
masyarakat usaha di
terhadap bidang
keamanan dan | makanan
mutu Makanan
Indeks 1] 0 1] T2 Rp. 163.120.000 -
kesadaran
masyarakat
(awareness
index)
terhadap
Makanan yang
aman dan
bermutu
3. | Meningkatnya Indeks 0 0 0 84 Rp. 99.040.000 -
kepuasan kepuasan
pelaku usaha pelaku usaha
dan Masyarakat | terhadap
terhadap kinerja | pemberian
pengawasan bimbingan dan
Makanan pemhbinaan
pengawasan
Makanan




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Ji. Parcstakan Megara Mo, 23 Jokarba Pusat 10560 Indanesio
Telp, (021) 4244490, 4209221, 4263333, 4744755, 4241781, 4244819, Fox: 4245139
Email : halobpomidipoem.go.id Website : www_paom.go.id

BADAN POM

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
atas kinerja
pengawasan
Makanan

73

Rp. 10.000.000,-

Indeks
kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan publik
Deputi Bidang
Pengawasan
Pangan
Olahan

Rp. 432.357.000,-

Meningkatnya
kualitas
kebijakan
pengawasan
Makanan

Indeks kualitas
kebijakan
pengawasan
Makanan

!

Rp. 3.043.109.000,-

Meningkatnya
efekfivitas
pengawasan
dan pelayanan
publik dibidang
Makanan

Persentase
Makanan yang
aman dan
bermutu
berdasarkan
hasil
pengawasan

11.7%

35%

58%

T2%

Rp. 6.396.990.000, -

Persentase
instansi
pemerintah
wang berperan
aktif dalam
pengawasan
Makanan

73

Rp. 10.775.964.000,-

Tingkat
efekiiviias KIE
Makanan

are2

Rp. 583.100.000,-

Indeks
pelayanan
publik di
Deputi Bidang
Pengawasan
Pangan
Olahan

350

Rp. 1.527.114.000. -
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

M. Percetakon Megara Mo, 23 Jakario Pusot 1 0580 Indonesia
Telp. (021] 4244697, 4209221, 4263333, 4244755, 4741781, 4244819, Fox: 4245139

BADAN POM

Email : halobpom@pom.go.id Website @ www. pom.go.id

Persentase 89% | 89% | BO% | BO9% Rp. 2.575.671.000,-
ketepatan
wakiu
pelayanan
publik di
Deputi Bidang
Pengawasan
Pangan
Olahan
Meningkatnya Persentase 0 0 0 80 Rp. 1.172.925.000 -
pemberdayaan | kader yang
masyarakat berpartisipasi
seria peran aktif dalam
pemerintah pengawasan
dalam Makanan
pengawasan di
bidang
Makanan
Meningkatnya Persentase 18% | 30% | 52% | 73% Rp. 372.000.000 -
Reqgulatory Fasilitasi
Assistance Pengembanga
pengembangan | n Inovasi
makanan Makanan
melalui standar
Persentase 0 0 0 50% Rp. 2.247 613.000 -
UMEM yang
menerapkan
standar
keamanan
pangan
Terwujudnya Indeks RB 0 0 0 838 Rp. 1.516.063.000,-
organisasi Deputi Bidang
Deputi Bidang Pengawasan
Pengawasan Pangan
Pangan Olahan | Olahan
yang efekdif
Nilai AKIP 0 0 0 81 Rp. 89.330.000 -
Deputi Bidang
Pengawasan
Pangan

Olahan




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

. Percetokon Megora Mo, 23 Jokarto Pusat 10580 indonesio
Telp. [021) 4244497, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244817, Fou: 4245139

BADAN POM Errai] : halobpemi@pem. ge s Website : www pom go.id
9. | Terwujudnya Indeks 0 ] 0 75 Rp. 1.645.341.000,-
SDM Deputi Profesionalitas
Bidang ASN Deputi
Pegawasan Bidang
Pangan Olahan | Pengawasan
yang berkinerja | Pangan
optimal Olahan
10. | Menguatnya Indeks 0 151 | 1.51 1.51 Rp. 1.857.959.000,-
pengelolaan Pengelolaan
Data dan Data dan
Informasi Informasi
pengawasan Deputi Bidang
Makanan di PengawasanP
Deputi Bidang angan Olahan
Pengawasan vang Baik
Pangan Qlahan
11. | Terkelolanya Nilai kinerja 0 ] 0 93 Rp. 1.875.959.000,-
Keuangan anggaran
secara Deputi Deputi
Akuntabel di Bidang
Deputi Bidang Pengawasan
Pengawasan Pangan
Pangan Olahan | Olahan
Tingkat 06% | 06% | 96% | 96% Rp. 476.509.000,-
efisiensi
pengguna
anggaran
Deputi Deputi
Bidang
Pengawasan
Pangan
Olahan

Jakarta, 14 Agustus 2020

Pihak Pertama

Dra. Ren In

riani, Apt, M.Si
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LAMPIRAN 5

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2020

Terwujudnya Indeks Pengawasan Makanan 77 Indeks 81,04 105,25%
Makanan aman
dan bermutu Persenta;e Makanan yang 78 Indeks 79.68 102,15%
memenuhi syarat
Meningkatnya
kepatuhan pelaku Indeks kepatuhan (compliance
usaha dan index) pelaku usaha di bidang 78 Indeks 77,77 99,71%
kedasaran Makanan
masyarakat
terhadap Indeks kesadaran masyarakat
keamanan dan (awareness index) terhadap 72 Indeks 77,06 107,03%
mutu makanan keamanan dan mutu makanan
Meningkatnya Indeks Kepuasan pelaku
kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian o
usaha dan bimbingan dan pembinaan 84 Indeks 87,29 103,92%
masyaraka_t _ pengawasan makanan
terhadap kinerja Indeks kepuasan masyarakat
pengawasan atas kinerja pengawasan 73 Indeks 73,81 101,11%
Makanan Makanan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap layanan publik 86 Indeks 84,73 | 98,52%
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan
Meningkatnya
kualitas kebijakan Indeks kualitas kebijakan 71 indeks 85.14 119.92%
pengawasan pengawasan Makanan
Pangan Olahan
Meningkatnya Persentase Makanan yang
efektivitas aman dan bermutu 72 % 70,80 98,33%
pengawasan dan berdasarkan hasil pengawasan
pelayanan publik Persentase instansi
Makanan pemerintah yang berperan aktif 78 % 83,00 106,41%
dalam pengawasan Makanan
Tingkat efektivitas KIE 87.62 % 91.75 104.71%
Makanan
Indeks pelayanan publik di
Deputi Bidang Pengawasan 3,59 Indeks 4,18 116,43%
Pangan Olahan
Persentase ketepatan waktu 89 % 99.70 112,03%

pelayanan publik di Deputi




Bidang Pengawasan Pangan
Olahan
Meningkatnya
Enearrs];?:rradsgf c?glam Persentase kader yang
X berpartisipasi aktif dalam 80 % 94,51 118,14%
pengawasan di engawasan Makanan
bidang Makanan Peng
Meningkatnya Persentase Fasilitasi
regylatory Pengembangan _Inova3| 73 % 78 106,85%
assistance Makanan melalui standar
pengembangan keamanan pangan
makanan Persentase UMKM makanan
yang menerapkan standar 50 % 51,25 102,50%
keamanan pangan
Terwujudnya tata
kelola Indeks RB Deputi Bidang
pemerintahan Pengawasan Pangan Olahan 88 Indeks 84,02 95,48%
yang optimal
dilingkup Deputi
Bidang - I
Pengawasan sgﬁ' AKIP De[F))utl B'dacn)? h 81 Nilai 76,26 94,15%
Pangan Olahan gawasan Pangan Olahan
Terwujudnya SDM
Deputi Bidang
Pengawasan Indeks Profesionalitas ASN
Pangan Olahan Deputi Bidang Pengawasan 75 Indeks 83,51 111,35%
yang berkinerja Pangan Olahan
optimal
Menguatnya
Pengelolaan Data
dan Informasi Indeks Pengelolaan Data dan
pengawasan .| Informasi Deputi Bidang
Makanan di Deputi lah 1,51 Indeks 0,75 49,67%
Bidang Pengawgsan Pangan Olahan
yang baik
Pengawasan
Pangan Olahan
Terkelolanya
Keuangan secara
Akuntabel di Nilai kinerja anggaran Deputi
Deputi Bidang Bidang Pengawasan Pangan 93 Nilai 97,61 104,96%
Pengawasan Olahan
Pangan Olahan




Tingkat efisiensi pengguna
anggaran Deputi Deputi

Bidang Pengawasan Pangan 96 % 100 104,17%
Olahan

Jumlah Anggaran : Rp. 37.857.088.000,

Efisiensi . Rp. 61.704.441,-

Realisasi Anggaran : Rp. 37.795.38559-




CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT STANDARDISASI
TAHUN 2020

PANGAN OLAHAN

Meningkatnya kualitas Indeks kualitas 71 85,14 119,92%
kebijakan pengawasan kebijakan pengawasan
pangan olahan pangan olahan
Pelayanan publik di Indeks kepuasan 85 83,88 98,68%
bidang standardisasi masyarakat terhadap
Pangan Olahan yang layanan publik
prima Direktorat
Standardisasi Pangan
Olahan
Tersedianya identifikasi | Persentase 100% 100% 100%
kebutuhan standar kesesuaian
pangan olahan perencanaan
penyusunan standar
pangan olahan sesuai
roadmap
Penyusunan standar Persentase standar 91% 100% 109,89%
pangan olahan yang pangan olahan yang
efektif sudah disusun sesuai
timeline tahapan
penyusunan
Sosialisasi standar Persentase sosialisasi 88% 93,40% | 106,14%
pangan olahan yang standar pangan olahan
efektif kepada stakeholder
yang efektif
Meningkatnya regulatory | Persentase fasilitasi 72% 78% 108,33%
assistance pengembangan
pengembangan inovasi makanan
makanan melalui standar
Meningkatnya efektivitas | Persentase 85% 98,50% | 115,88%
pelayanan publik di permohonan
bidang standardisasi pengkajian keamanan,
pangan olahan mutu, gizi dan manfaat
pangan olahan yang
diselesaikan tepat
waktu
Indeks pelayanan 3,91 4,21 107,67%
publik di bidang
standardisasi pangan
olahan
Terwujudnya tata kelola | Indeks Reformasi 88 84,69 96,24%
pemerintahan di lingkup | Birokrasi Direktorat
Direktorat Standardisasi | Standardisasi Pangan
Pangan Olahan yang Olahan
optimal
Terwujudnya SDM Indeks profesionalitas 75 85,70 114,27%

Direktorat Standardisasi

ASN Direktorat




Pangan Olahan yang
berkinerja optimal

Standardisasi Pangan
Olahan

Menguatnya Indeks pengelolaan 1,51 1,75 115,89%
pengelolaan data dan data dan informasi di

informasi pengawasan Direktorat

makanan di Direktorat Standardisasi Pangan

Standardisasi Pangan Olahan yang optimal

Olahan

Terkelolanya keuangan | Tingkat efisiensi 100% 100% 100%

Direktorat Standardisasi
Pangan Olahan secara
akuntabel

penggunaan anggaran
Direktorat
Standardisasi Pangan
Olahan




DIREKTORAT REGISTRASI

CAPAIAN KINERJA

PANGAN OLAHAN

TAHUN 2020
SASARAN
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Makanan yang Persentase pangan 80 89.98 112.48
memenuhi olahan yang memenuhi
persyaratan syarat keamanan dan
keamanan dan mutu sebelum
mutu sebelum diedarkan
diedarkan
2 Pelayanan publik di | Indeks kepuasan 85.50 82.60 96.61
bidang registrasi masyarakat terhadap
Pangan Olahan layanan publik
yang prima Direktorat Registrasi
Pangan Olahan
3 Meningkatnya Persentase keputusan 78 89.68 114.97
efektivitas registrasi pangan
pelayanan publik di | olahan yang
bidang registrasi diselesaikan sesuai
Pangan Olahan standar
Persentase hasil 95 99.72 104.97
penilaian registrasi
Pangan Olahan yang
diselesaikan tepat
waktu
Persentase pengaduan 100 100 100
terkait registrasi Pangan
Olahan yang
ditindaklanjuti
Indeks pelayanan publik 4.31 4.56 105.80
di Registrasi Pangan
Olahan
4 Meningkatnya Persentase 75 92.05 122.73
efektivitas pendampingan di
pengawasan pre bidang registrasi
market di bidang pangan olahan yang
Pangan Olahan efektif
Persentase deregulasi 20 20 100
dan debirokratisasi di
bidang registrasi
pangan olahan
5 Terwujudnya Indeks RB Direktorat 91 89.73 98.60
tatakelola Registrasi Pangan
pemerintahan Olahan
dilingkup Direktorat
Registrasi Pangan
Olahan yang
optimal

KRITERIA

Sangat Baik

Sangat Baik




SASARAN
KEGIATAN

Terwujudnya SDM
Direktorat Registrasi
Pangan Olahan
yang berkinerja
optimal

INDIKATOR KINERJA

Indeks Profesionalitas
ASN Direktorat
Registrasi Pangan
Olahan

TARGET REALISASI

CAPAIAN

KRITERIA

Menguatnya Indeks pengelolaan 151 1.00 66.23
pengelolaan data data dan informasi

dan informasi Direktorat Registrasi

pengawasan Obat Pangan Olahan yang

dan Makanan di optimal

Direktorat Registrasi

Pangan Olahan

Terkelolanya Tingkat Efisiensi 96 100 104.17

Keuangan
Direktorat Registrasi
Pangan Olahan
secara Akuntabel

Penggunaan Anggaran
Direktorat Registrasi
Pangan Olahan




CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PANGAN OLAHAN RISIKO RENDAH DAN
SEDANG
TAHUN 2020

Kualitas
pengawasan
Pangan

Olahan Risiko
Rendah dan
Sedang

di Daerah yang
Optimal

Persentase
instansi
pemerintah
yang berperan
aktif  dalam
pengawasan
Makanan

54%

49.90%

92.41%

Jumlah
Kab/Kota
yang
melaksanakan
pengawasan
pangan ahan
sesuai standar

38

39

102.63%

Persentase
hasil
pengawasan
UPT BPOM
yang
dilakukan
sesuai standar

65%

69.70%

107.23%

Meningkatnya
kepatuhan
pelaku

usaha di bidang
Pangan Olahan
Risiko Rendah
dan Sedang

Persentase
sarana
produksi
distribusi
Pargan
Olahan Resikq
Rendah dar
Sedang yan(
dilakukan

pendalaman
mutu dan
memenuhi

ketentuan

dan

50%

48.04%

96.08%

Persentase
sampel panga
fortifikasi

yang

87%

87.06%

100.07%




Risiko

Pangan

memenuhi
syarat
Pel ay an a|lIndeks 88 80.85 91.88
publ ik kepuasan
Di r e k't or| masyarakat
Pengawa s|terhadap
PRRS y layanan publik
pri ma Direktorat
Pengawasan
PRRS
Meningkatnya Jumlah 5 5 100%
efektivitas wilayah yang
pengawasan dilakukan
pangan olahan| pengawasan
yang dilakukan | terpadu lintag
oleh Kab/Kota, | sektor
dan Lintas
Sektor
Persentase 45% 60% 133.33%
rekomendasi
hasil
pengawasan
makanan yan(
ditindaklanjuti
oleh lintas
sektor
Me ni n g k a| Persentase 93% 100% 107.53%
ef ekt i vi|keputusan
pengawa s| hasil
Pangan pengawasan
yang d i |risiko rendah
ol eh Di |dan  sedang
Pengawa s|yang
Pangan diselesaikan
Rendah sesuai standal
Sedang
Meningkatnya Indeks 351 |4.35 123.93%
efektifitas pelayanan
Pelayanan publik di
Publik Direktorat
Direktorat Pengawasan
Pengawasan PRRS




Rendah dan
Sedang

Persentase 89% 100% 112.36%
ketepatan
waktu
pelayanan
publik terkait
sarana dar
produk pangar
risiko rendah
dan sedang
Persentase 95% 100% 105.26%
permohonan
ekspor/impor
yang
diselesaikan
tepat waktu
Terwujudnya Nilai RB 88 85.75 97.44%
organisasi yang| Direktorat
efektif di | Pengawasan
Direktorat PRRS
Pengawasan
Pangan Risiko
Rendah dan
Sedang
Terwujudnya Indeks 75 85.80 114.40%
SDM yang | Profesionalitas
berkinerja ASN
optimal di | Direktorat
Direktorat Pengawasa
Pengawasan Pangan Risikg
Pangan Risiko| Rendah dar
Rendah dan| Sedang
Sedang
Menguatnya Indeks 1.51 0.25 16.56%
Data dan | pengelolaan
Informasi data dan
Direktorat informasi
Pengawasan Direktorat
Pangan Risiko| Pengawasan
Rendah dan| PRRS yang
Sedang optimal




Terkelolanya
Keuangan
secara
Akuntabel
Direktorat
Pengawasan
Pangan
Rendah
Sedang

di

Risiko

dan

Tingkat
Efisiensi
Penggunaan
Anggaran
Direktorat
Pengawasan
PRRS

92

100

108.70%




CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PANGAN OLAHAN RISIKO RENDAH DAN

SEDANG

TAHUN 2020

No.

Sasaran Strategis

Nama

Volume

Indikator

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Keterangan

jab)

b

c

d

e

f=(e/dx100)

[ERN

Meningkatnya

Kepatuhan pelaki
usaha saran
produksi dan

Persentase Indust
Pangan Olahan yang
Menerapkan Prograr
ManajemerRisiko

18%

18%

101%

distribusi  pangar
risiko tinggi dan
teknologi baru

Persentase toko mode
yang menerapkan Siste
Manajemen Kemana
Pangan

10%

9,86%

98,68%

Pelayanan Publikli
Bidang Pengawasa
Pangan Olahal
Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru
YangPrima

Indeks Kepuasan
Pelayanan Publikli
Bidang Pengawasan
PRTTB

84.50

89,4%

105,8%

Kualitas
pengawasan Panggd
Olahan Risiko
Tinggi dan
Teknologi Baru di
UPT BPOM yang
Optimal

Persentase Pemenuhan
Pelaksanaan Pengawas
Pangan Olahan Risiko
Tinggi dan Teknologi
BaruOleh UPT BPOM
sesuai dengan NSPK

65%

71,23%

109,59%

Meningkatnya
Efektivitas

Pelayanan Publik g
Bidang Pengawasa
Pangan Risikc
Tinggi dan

Persentase Keputus;
penilaian sarana Produk
Pangan Olahan Risik
Tinggi dan Teknologi
Baru yang di selesaikg
tepat waktu

80%

100%

122%

Teknologi Baru

Indeks pelayanan publi
di Direktorat Pengawasg
Pangan Risiko Tinggi da
Teknologi Baru

3,11

3,98

127,97%

Meningkatnya
Efektivitas
Pengawasan Pangi
Olahan Risiko
Tinggi dan
Teknologi Bau

Persentase Keputus:
Hasil Pengawasa|
Pangan Risiko Tinggi da
Teknologi Baru yang
diselesaikan sesu
standar

85%

92%

108,240




No. | Sasaran Strategis Nama Volume
Indikator Target | Realisasi| Capaian | Keterangan
(%)
a b C d e f=(e/dx100)
Persentase Saral 85% | 100,95% 119%
Produksi dan Sarana
Distribusi yang
Diinspeksi dalam rangk
Pendalaman Mutu Has
Pengawasan Pangq
Risiko  Tinggi dan
Teknologi Baru
Persentase Rekomend{ 45% | 47,9%% 106,60%
Hasil Pengawasa|
Pangan Risiko Tinggi da|
Teknologi Baru yang
Ditindaklanjuti Oleh
Stakeholder
Persentase Insiden/Kas| 85% 90% 105,886
Keamanan Pangagang
Ditindaklanjuti
Persentase Tingky 81% | 91,460 113%
Pengetahuan Pelak
Usaha dan Masyarak
Terhadap  Pengawas:
Pangan Olahan Risik
Tinggi dan Teknolog
Baru yangDiberikan
6 | Meningkatnya Persentase UPT vyar 40% | 43,84% | 109,59%
Kualitas Pembinaal memahami sisten
Balai dalam| Pengawasan Pang;
Pengawasan Pangi Olahan Risiko Tinggi dat
Olahan Risikg Teknologi Baru
Tinggi dan
Teknologi Baru
7 | Terwujudnya Indeks RB Direktora| 85 82,83 97,45%
Tatakelola Pengawasan Pangq
Pemerintahan yan| Risiko Tinggi  dan
Optimal di Lingkup| Teknologi Baru
di Direktorat
Pengawasan Pangi
Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru




No. | Sasaran Strategis Nama Volume
Indikator Target | Realisasi| Capaian | Keterangan
(%)
a b C d e f=(e/dx100)
8 | Terwujudnya SDM Indeks  Profesionalita) 75 85,38 113,84%
yang Berkinerjg ASN Direktorat
Optimd di | Pengawaan Pangar
Direktorat Risiko Tinggi dan
Pengawasan Pangq Teknologi Baru
Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru
9 | Terwujudnya Indeks Pengelolaan Da] 1,51 0.25 21,74%
Tatakelola dan Informasi d
Pemerintahan yan| Direktorat Pengawasg
Optimal di Lingkup| Pan@gn Risiko Tinggi dan
di Direktorat| Teknologi Baru yang
Pengawasan Pangq Optimal
Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru
10 | Terkelolanya Tingkat Efisiensii 88% 100% 113,646
Keuangan Secar Penggunaan  Anggarg
Akuntabel di | Direktorat Pengawasa
Direktorat Pangan Risiko Tinggian
Pengawasan Pangg Teknologi Baru yang
Risiko Tinggi dan| Baik
Teknologi Baru




CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
TAHUN 2020

Indikator Kinerja

%

Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi Capaian Keterangan
Meningkatnya Jumlah UMKM 40 a1
kepatuhan pelaku 1.1| pangan yang sesug UMKM UMKM 102,50 Baik
UMKM serta standar
kesadaran pemerinta
daerah dan Presentase
masyarakat terhadap Kab/Kota yang
keamanan, mutu, daf 1.2 | Menerapkan 30% | 33,77% | 112,57 | Sangat Baik
gizi makanan peraturan
keamanan pangan
untuk IRTP
Persentase
kader/fasilitator
1.3| kéamananpangan|  gno. | 945904 | 11814 | Sangat Baik
yangberpartisipasi
dalam pengawasarn
Makanan
Pemberdayaan Jumlah Kab/Kota
stakeholder di daeral yang menerapkan
yang Optimal 2.1| program keamanan 63 63 100,00 Baik
Kab/Kota | Kab/Kota ’
pangan (desa,
pasar, sekolah)
Persentase UPT
BPOM yang
2 o| Melakukan 80% | 84,80% | 106,00 |  Baik
pemberdayaan
keamanan pangan
sesuai Pedoman
Pelayanan publik Indeks Kepuasan
Direktorat PMPU Masyarakat
84 86,9 103,45 Baik

yang prima

terhadap layanan
publik Direktorat

Pemberdayaan




Indikator Kinerja

%

Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi Capaian Keterangan
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
Meningkatnya Jumlah pelaku
pemberdayaan UMKM Makanan
meilsg:r;akiit,an elak 4.1 i:ggnglrllgtr? FVae: Sflm 9000 1050 116,67 | Sangat Baik
P pingan p ' Pangan’ ymkm | UMKM ! g
usaha dan pelayanar
publik di bidang
Makanan
Jumlah
kader/fasilitator 150 164
4.2 | yang memahami Kader/ Kader/ 109,33 Baik
prinsip keamanan | Fasilitator| Fasilitator
pangan
Tingkat efektivitas .
4.3 KIE Makanan 87,62 91,75 104,71 Baik
Indeks pelayanan
publik di bidarg .
4.4| pemberdayaan 3,11 3,8 122,19 | Tdak dapat
disimpulkan
masyarakat dan
pelaku usaha
e g | | e w00 | w19
g 5 Prov/Kab/| Prov/Kab/| 119,00 | Sangat Baik
pemda dalam keamanan pangan
Kota Kota
pengawasan Makanga
Meningkatnya UPT Persentase UPT
BPOM yang dibina BPOM yang dibina
dalam pemberdayaat 6 dalam 100% 100% 100,00 Baik
masyarakat dan pemberdayaan
pelaku usaha masyarakat dan
pelaku usaha
Terwujudnya tata Indeks RB Dit.
kelola pemerintahan| 7 | PMPU 88 77,09 87,60 Cukup

yang optimal di




Indikator Kinerja

%

Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi Capaian Keterangan
Direktorat
Pemberdagan
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
Terwujudnya SDM Indeks
Direktorat Profesionalitas
Pemberdayaan ASN Dit. PMPU
Masyarakat dan 8 75 86,33 115,11 | Sangat Baik
Pelaku Usaha yang
berkinerja
optimal
Menguatnya Indekspengelolaan
Pengelolan Data dan data dan informasi
Informasi UPT yang optimal
Pgngawasan di 9 di Dit. PMPU 151 0.5 33.11 Sangat
Direktorat Kurang
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
Terkelolanya Tingkat Efisiensi
Keuangan Direktorat Penggunaan
Pemberdayaan Anggaran Dit. :
Masyarakat dan 10 PMPU 90 100 111,11 | Sangat Baik

PelakuUsaha Secara
Akuntabel




LAMPIRAN 6

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

TAHUN 2020
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi Capajan
Rp  389.366.000 Rp 389.259.32] 99,97%
1 Rapat koordinasi pusat balai dalar Rp  129.200.000 Rp 129.@527 | 99.92%

rangka manajemen sampling 2021

Pengawasan lklan Pangan, Pangan
Online dan MLM

Terwujudnya Makanan aman dan | Persentase Makanan yang memenuhi
bermutu syarat

2 Rp  260.166.000 Rp 260.165.794 100,00%

Rp  566.454.00( Rp 566.371.03( 99,99%

Forum Koordinasi Dalam Rangka

0
RegistrasPangan Olahan Rp  566.454.00(¢ Rp 566.371.03( 99,99%

Meningkatnya kepatuhan pelaku
usaha dan kedasaran masyarakat | Indeks kepatuhan (compliance index)
terhadap keamanan dan mutu pelaku usaha dbidang Makanan

makanan

Rp 1.581.395.00¢ Rp 1.580.481.627 99,94%

Audit Verifikasi Penerapan Program
1 | Manajemen Risiko pada Sarana Rp 432.216.000 Rp 432.191.775 99,99%
Produksi

Fasilitasi Penerapan Program
2 | Manajemen Risiko untuk UKM Rp  242.302.000 Rp 242.299.383 100,00%
PangarRisiko Tinggi




Capaian
Realisasi

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

Perkuatan Kemandirian Industri
Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi
Baru dalam melakukan Pengawasan
Keamanan Pangan

Rp  409.326.000 Rp 409.291.993 99,99%

Monitoring Penerapan Program
4 | Manajemen Risiko pada Industriyang¢ Rp  424.863.000 Rp 424.860.029 100,00%
telah memiliki Piagam PMR

Perkuatan Pengawasan Keamanan
Pangan pada Rantai Distribusi Pangg

Rp 72.688.00¢ Rp 7838.447 | 98,83%

Meningkatnya kepatuhan pelaku

Indeks kesadaran masyarakat (awareness
usaha dan kedasaran masyarakat

index) terhadap keamanan dan mutu Rp  458.563.00( Rp 453.323.70] 98,86%
terhadap keamanan dan mutu

makanan
makanan

1 | Pergembangan Materi Promosi Rp 458.563.000 Rp  453.323.70] 98,86%

Keamanan Pangan

Meningkatnya kepuasan pelaku Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap
usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Rp  377.318.000( Rp 377.288.21¢ 99,99%
kinerja pengawasan Makanan pengawasan makanan

1 LSJ‘KAS}'(""I\'/'IS&S' Keamanan Pangan Bagl | o, 377318000 Rp  377.288.21( 99,99%

Meningkatnya kepuasan pelaku
usaha dan masyarakat terhadap
kinerja pengawasan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

pengawasan Makanan Rp 1.077.891.00¢ Rp 1.077.616.800 99,97%

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

0
RegistrasPangan Olahan Rp 1.077.891.000 Rp 1.077.616.800 99,97%




Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja/Sub Komponen

Pagu Anggaran

Realisasi

Capaian
Realisasi

Meningkatnya kepuasan pelaku

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

usahadan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasal Rp  839.731.00( Rp 839.187.97] 99,94%
kinerja pengawasan Makanan Pangan Olahan
Evaluasi Pelayanan Publik Direktorat o
1 Standardisasi PangaDlahan Rp  178.550.000 Rp 178.424.500 99,93%
2 | Survey Kepuasan Pelanggan Rp 21.420.00¢ Rp 21.414.000 99,97%
3 | Peningkatan Soft Competency Pegay Rp  256.775.0000 Rp 256.775.00( 100,00%
Perkugan Kompetensi Pegawai
Direktorat Pengawasan Pangan Risik 0
4 Tinggi dan Teknologi Baru ( Inhouse Rp 10.000.00¢ Rp 10.000.00¢( 100,00%
TrainingPelayanan Prima)
5 | Percepatan penanganan covid Rp 330.519.000 Rp 330.306.28{ 99,94%
6 Koordinasi dan Peningkatan Ritel Rp 42.467.00( Rp 42.268.18 99.53%
Pangan
Meningkatnya kualitas kebijakan Indeks kualitas kebijakan pengawasan Rp 3.167.047.000 Rp 3.165.704.030 99,96%
pengawasan Pangan Olahan Makanan
1 Evaluasi Kemanfaatan Standar Pang Rp 15.660.00{ Rp 15.660.000 100,00%
Olahan
Evaluasi dan Perencanaan Direktoraf
0,
2 Standardisasi Pangan Olahan Rp 42.780.00( Rp 42.737.96 99,90%
Penyusunan a@n Revisi Peraturan,
3 | Standar, Pedoman dan Code of Rp 290.175.000 Rp 290.073.20( 99,96%
Practice di Bidang Keamanan Panga
Penyusunan dan Revisi Peraturan,
4 | Standar, Pedoman dan Code of Rp 514.456.000 | Rp  514.203.95] 99,95%

Practice di Bidang Pangan Olahan
Tertentu




Capaian
Realisasi

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

Penyusunan dan Revisi Peraturan,
Standar, Pedoman dan Code of
Practice di Bidang Mutu Pangan
Olahan

Penyusunan Pedoman Keamanan
6 | Pangan dalam ranglencegahan Rp 65.058.00( Rp 65.058.00( 100,00%
Penyebaran Covid 19

Persiapan Posisi Indonesia pada

Pertemuan Internasional
Advokasi dan Sosialisasi Standar

8 Rp 1335.325.000f Rp 1.335.315.903 100,00%
Pangan

Sosialisasi Standar Pangan Olahan
kepada Masyarakat melalui
Komunikasi Informasi dan Edukasi (K
bersama Tokoh Masyakarat

Rp  463.567.000 Rp 462.761.90( 99,83%

Rp 18.476.00f Rp 18.402.00( 99,60%

Rp  421.550.00(¢ Rp 421.491.10( 99,99%

Meningkatnya efektivitas

.| Persentase Makanan yang aman dan
pengawasan dan pelayanan publik

0
bermutu berdasarkan hasil pengawasan Rp 5.135.505.00¢ Rp 5.126.407.22§ 99,82%

Makanan

1 | Coaching Clinic Registrasi Pangan | o 1130500000 Rp  112.917.75( 99,87%
Olahan

o | Bimbingan Teknis dan Pelayanan | o g5 101 000 Rp  872.032.68/ 99,99%
Registration Pangan Olahan

3 | Digital Marketing dan Web seminar | o 549 550000 Rp  249.219.40( 100,00%
Registrasi Pangan Olahan

4 gf;";‘]:f;a” Registtion Officer Pangan | o 55 435000 Rp  32.432.00( 99,99%




Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja/Sub Komponen

Pagu Anggaran

Realisasi

Capaian
Realisasi

5 Pelayanan Registrasi Pangan Olahar Rp 18.545.00( Rp 18.543.400 99.99%
Daerah Perbatasan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Komunikasi, Informsi o
6 dan Edukasi Bersama Mitra Kerja Rp  491.452.000 Rp 491.427.80( 100,00%
Badan POM
7 | Desk Registrasi Pangan Olahan Rp 124.704.000 Rp 124.698.20( 100,00%
8 Revisi Peraturan Pendaftaran Pangat Rp 56.20400 | Rp 56.287.00( 99,99%
Olahan
g | Monitoring Content dan Aplikasi Rp  99.228000 Rp  99.155.40( 99,93%
Registrasi Pangan Olahan
Penyusunan Media Informasi Registr o
10 Pangan Olahan Berbasis Elektronik Rp 23.245.000 Rp 23.238.201 99,97%
Penyusunan Strategi optimalisasi
17 | Sinergisme BPOM dan stakeholder | o 174 7650000 Rp ~ 174.732.20( 99,97%
dalam pendampingan registrasi
pangan olahan bagi usaha mikro kec
12 | Penyempurnaan Subsite Diderat Rp  49.500.000 Rp 49.115.00( 99,22%
Registrasi Pangan Olahan
Supervisi dan Monitoring Kinerja - 0
13 Pengawasan UPT Badan POM Rp 82.255.00¢ Rp 79.629.897 96,81%
14 | Penyusunan NSPK Pengawasan Parl Rp 172.445.000 | Rp 172.441.134 100,00%
Pelatihan Food Inspector Tingkat Das 0
15 Tahun 2020 Rp  250.783.000 Rp 250.780.850 100,00%
16 | Supervisi kinerja balai dan loka POM| Rp  390.180.000 Rp 388.177.284 99,49%




Capaian
Realisasi

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

Pengawasan pangan fortifikasi di
tingkat produksi

Bimtek nasional pengawas pangan
18 | mengenai pengawasan fortifikasi Rp 924.341.000 Rp 922.646.57] 99,82%
pangan

penyebaran infrmasi pangan
fortifikasi di media publik

20 | Perkuatan Pengawasan Post Border| Rp  105.181.000 Rp 105.178.38{ 100,00%
Bimtek sistem jaminan mutu

17 Rp  169.200.000 Rp 167.644.92( 99,08%

19 Rp  706.560.000 Rp 706.317.64{ 99,97%

21 Rp 29.99000 | Rp 29.791.50( 99,34%
keamanan pangan
Meningkatnya efektivitas Persentase instansi pemerintah yang
pengawasan dan pelayanan publik | berperanaktif dalam pengawasan Rp10.198.210.000 Rp 10.182.709.786 99,85%
Makanan Makanan
1 | Forum Keamanan Pangan Mawl dan| o ya8 785 000 Rp ~ 437.696.736 99,75%
Daerah
Pertemuan/Sidang Internasional
2 | tentang pangan dalam rangka Rp - #DIV/0!

pengawasan pangan

Forum Koordinasi Teknis Kedeputian
3 | pada DirektoraPengawasan Pangan | Rp  371.331.000 Rp 371.329.73(¢ 100,00%
Risiko Tinggi dan Teknologi Baru

Audit Verifikasi Sarana Produksi
Pangan dan Penelusuran Kasus Pan
pada Direktorat Pengawasan Pangar
Risiko Tinggi dan Teknologi Baru

Rp  27.621.000 | Rp 216.750.543 99,60%




Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja/Sub Komponen

Pagu Anggaran

Realisasi

Capaian
Realisasi

Audit Verifikasi Sarana Distribusi
Pangan dan Penelusuran Kasus Ran
Direktorat Pengawasan Pangan Risik
Tinggi dan Teknologi Baru

Rp

142.060.000

Rp

142.017.996

99,97%

Optimalisasi Pemagganan Isu
Keamanan Pangan

Rp

98.654.00(

Rp

98.589.77¢€

99,93%

Penyelenggaraan Capacity Building ¢
FSER (Food Safety Emergency
Response)

Rp

57.615.00(

Rp

57.614.46¢

100,00%

Komunikasi, Informasi dan Edask
Pengawasan keamanan, mutu, gizi d
manfaat pangan olahan risiko tinggi

Rp

1.102.194.000

Rp

1.098.123.148

99,63%

Bimbingan Teknis Penarikan dan
Penelusuran Produk Pangan

Rp

271.420.000

Rp

21.414.400

100,00%

10

Penyebaran informasi dan edukasi
tentang keamanan mutu dan gizi

pangan risiko tinggi dan teknologi bar
di masa pandemi Covid 19

Rp

236.535.000

Rp

236.535.00

100,00%

11

Penyebaran informasi dan edukasi

tentang keamanan dan mutu pangan
yangmendukung ketahanan pangan ¢
masa pandemi Covid 19

Rp

317.843.000

Rp

317.840.40

100,00%

12

FGD dalam rangka implementasi
fortifikasi pangan

Rp

223.570.000

Rp

223.503.22

99,97%

13

Forum Evaluasi Pemberian DAK Tah
2020 dan Persiapan pengajuan DAK

Tahun 2021

Rp

146.620.000

Rp

146.38000

99,84%




Capaian
Realisasi

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

Pembinaan dan Monitoring Kinerja
14 | Kabupaten Kota sesuai dengan Dang Rp 1.134.530.000 Rp 1.132.080.41( 99,78%
Alokasi Khusus Tahun 2021
Verifikasi Sarana produksi dan saran
15 | distribusi pangan/BTP/bahan kemasg Rp  241.249.000 Rp 240.576.50{ 99,72%
pangan/bahan bebahaya

Advokasi ke Pemda wilayah sentra
16 | garam terkait pengawasan pangan Rp  318.329.000 Rp 318.031.16} 99,91%
fortifikasi
17 | Pengembangan Rintisan SAKA POM| Rp  163.585.000 Rp 163.109.79¢ 99,71%
Forum Komunikasi Food Inspector
Kabupaten Kota

Pendampingan pengawasan Pangan
Industri Rumah Tangga

Monitoring, Evaluasi serta Regulatory
20 | Impact Assessment (RIA) terhadap | Rp  263.106.000 Rp 263.089.01] 99,99%
Peraturan BPOM mengenai IRTP
21 | Peningkatan Kompetensi Petugas Rp  460.062.000 Rp 458.877.51( 99,74%
22 | Advokai Keamanan Pangan Rp  225.646.000 Rp 225.534.00( 99,95%
Asistensi Regulasi dan Sosialisasi
Aplikasi Pelaporan SPRT

Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan De
Pangan Aman

25 E(E)((;)&IEI)UIAI\\II\’IA ;IALSIE;'?ASI\/I,SAENKSSIE BB Rp 82.707.00( Rp 82.288.32] 99,49%

26 | Advokasi Lintas Sektor PJAS Rp 91.675.00¢ Rp 91.644.00( 99,97%

18 Rp 6.231.00( Rp 6.230.67{ 99,99%

19 Rp 1.708.929.0000 Rp 1.707.237.79¢ 99,90%

23 Rp 389.711.000 Rp 389.242.78] 99,88%

24 Rp 266.164.000 | Rp 265.946.40] 99,92%




Capaian
Realisasi

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

o7 Advokasi Lintas Sektor Pasar Aman ( Rp 77.450.00( Rp 77.249.50( 99.74%
Bahan Berbahaya

Pengembangan Pedoman dan Mater
Kegiatan Desa Pangan Aman
Pengembangan Pedomalan Materi
Kegiatan Pasar Aman dari BB

30| Penyelenggaraan Workshop CPE Rp 43.758.00( Rp 43.707.35( 99,88%
31 | Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN Rp  108.910.000 Rp 18870.761 | 99,96%

28 Rp  252.920.000 Rp 252.872.00( 99,98%

29 Rp  149.948.000 Rp 149.902.30( 99,97%

32 | Lomba Des&angan Aman Rp 161.180.000 Rp 161.144.50( 99,98%
33| Lomba Pasar Aman dari Bahan Rp 317.390.000 Rp  317.156.40( 99,93%
Berbahaya

Monitoring dan Evaluasi Program

0,
34 Keamanan PJAS Rp 59.319.000 | Rp 59.310.66{ 99,99%
35 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan De} o 34 673 00¢ Rp 34.672.50( 100,00%
Pangan Aman
3 | Monitoring dan Evaluasi Program Pay o 16 4a900( Rp  16.139.000| 97,88%
Aman dari BB
Meningkatnya efektivitas
pengawasan dan pelayanan publik | Tingkat efektivitas KIE Makanan Rp  930.209.00( Rp 929.893.95( 99,97%
Makanan
1 | Gebyarkeamanan Pangan Untuk | o 465 3080000 Rp  462.140.85| 99,96%
Milenial
Pemberdayaan Masyarakat Melalui K 0
2 | Obat dan Makanan Rp 284.273.000 Rp  284.225.00( 99,98%
3 | Talkshow Keamanan Pangan Rp  183.628.000 Rp 183.528.000 99,95%




Capaian
Realisasi

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

MR EU NS U Indeks pelayanan publik di Deputi Bidan
pengawasan dan pelayanaruplik pelay P P ¢ Rp 1.813.231.00¢ Rp 1.810.669.772 99,86%
Pengawasan Pangan Olahan
Makanan
1 | Percepatan Pencegahan Covid 19 Rp  286.901.000 Rp 285.081.138 99,37%
» | Pengadaan Peralatan Fasilitas Rp  109.200.000 Rp  109.194.00( 99,99%
Perkantoran
3 | Percepatan Penangangan Co4®i Rp 364.632.000 Rp 364.414.35) 99,94%
4 iﬁgﬁfdaa” Perlengkapan Pelayanan o, g9 163000 Rp 89.301.31] 99,82%
Pengadaan Pemeriksaan Kesehatan
5 | Pegawai Direktorat Registrasi Pangal Rp  113.553.0000 Rp 113.553.00( 100,00%
Olahan
6 | Percepatan penanganan Covitid Rp 316.334.000 Rp 316.325.567 100,00%
7 | Peningkatan Pelayanan RikLayanan| o, 195 009 000 Rp  188.088.40( 99,94%
Ekspor Impor dan Sertifikasi
g | Sosialisasi Keamanan Pangan Kepaq o, 544 939000 Rp  344.712.00( 99,93%
Masyarakat atau individu
Meningkatnya efektivitas Persentase ketepatan waktpelayanan
pengawasan dan pelyanan publik | publik di Deputi Bidang Pengawasan Rp 1.598.704.00¢ Rp 1.597.457.57C 99,92%
Makanan Pangan Olahan
1 Pelayanan Pengkajian dan Evaluasi Rp  109.299.000 Rp 19235.600 | 99,94%
Standar Keamanan Pangan
PelayanarPengkajian dan Evaluasi 0
2 Standardisasi Mutu Pangan Olahan Rp 69.928.00( Rp 69.925.00f '100,00%
Pelayanan Pengkajian dan Evaluasi 0
3 Standardisasi Pangan Olahan Terten Rp  121.183.000 Rp  121.100.000| 99,93%




Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja/Sub Komponen

Pagu Anggaran

Realisasi

Capaian
Realisasi

Pembahasan Penilaian Pendaftaran

pengembangan makanan

Inovasi

)
4 Pangan Olahan Rp 36.955.00( Rp 36.955.00( 100,00%
5 Intensifikasi Penilaian Berkas Registr] Rp  641.012.000 Rp 640.445.40{ 99.91%
Pangan Olahan
g | Penyusman Pedoman di Bidang Rp 24975000 Rp  24.923.20] 99,79%
Registrasi Pangan Olahan
Workshop Registrasi Pangan Olahan
7 | Untuk Fasilitator di Balai Besar / Balay Rp  214.149.0000 Rp 213.787.20( 99,83%
POM dan Loka POM
8 gf:t?aer'lo'aa” Arsip Pendaftaran Pang o 114774000 Rp  114.773.15( 100,00%
Operasional Direktorat Pengawasan
9 | Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi | Rp  166.429.0000 Rp 166.313.009 99,93%
Baru
10 | Peningkatan Pelayan Publik Layanar o, 140 009000 Rp  100.000.00( 100,00%
Ekspor Impor dan Sertifikasi
S ) [ Persentase kader yang berpartisipasi aktif
masyarakat dalam pengawasan di yang berp P Rp 1.07205.000| Rp 1.071.183.361 99,92%
. dalam pengawasan Makanan
bidangMakanan
BIMBINGAN TEKNIS KADER Rp  619.089.000 0
1 KEAMANAN PANGAN Rp 618.532.14] 99,91%
5 P(_enlngka_tarKapasnas Manajemen Rp 9.886.00( Rp 9.886.00( 100,00%
Mitra Kerja
Pemberdgaan Organisasi Sosial dan 0
3 Kemasyarakatan Rp  443.030.000 Rp 442.765.22( 99,94%
Meningkatnya regulatory assistancq Persentase Fasilitasi Pengembangan Rp 367.6450| Rp 363.045.70] 98.75%




Capaian
Realisasi

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

Makanan melalui standar keamanan
pangan

Dukungan Pengembangan Inovasidi| Rp  367.645.000
Bidang Pangan

Meningkatnya regulatory assistance Persentase UMKM makanan yang

1 Rp 363.045.70] 98,75%

Rp 1.925.937.00¢ Rp 1.913.178.57C 99,34%

pengembangan makanan menerapkan standar keamanangmgan
1 LF;':\l;ls,}il't;allsPenerapan CPPOB Bagi Rp  998.927.000 Rp 998.795.25( 99.99%
3 | Bimtek Keamanan Pangan Rp 475.322.000 Rp 475.278.53( 99,99%

Pembinaan Usaha RItPangan dalam

4 | Penerapan Cara Distribusi Ritel Pang Rp  372.220.000 Rp 359.886.79( 96,69%
yang baik

Peningkatan kapasitas petugas di

0
5 bidang keamanan pangan Rp 30.800.00( Rp 30.800.00( 100,00%
Peningkatan kagsitas petugas dalam o
6 Good Practice in Retail Rp 48.668.00( Rp 48.418.00{ 99,49%
Terwujudnya tata kelola
pemennt_ahan N _ Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Rp 1.598.870.000] Rp 1.597.869.350 99.94%
yang optimal dilingkup Deputi Pangan Olahan
Bidang Pengawasan Pangan Olahg
Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dala 0
1 Rangka Standardisasi Pangan Olaha] Rp 21.851.00¢ Rp 21.856.20f 99,11%
p | Dukungan Kegiatan Standardisasi | o, 491 695000 Rp  491.528.549| 99,98%

Pangan Olahan

Penerapan, Monitoring dan Evaluasi
3 | Reformasi Birokrasi di Direktorat Rp 77.750.00¢ Rp 77.740.64{ 99,99%
Registrasi Pangan Olahan




Capaian
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

Perencanaan, Monitoring Ddvaluasi
4 | Kegiatan Direktorat Registrasafjan | Rp 84.940.00¢ Rp 84.940.00( 100,00%
Olahan

Pelaksanaan Operasional Direktorat
Registrasi Pangan Olahan

Penunjang Kegiatan (Sewa Mesin
Fotocopy)

Pembuatan Video Pelayanan Publik
Sebagai Media Informasi Direktorat
7 | Registrasi Pangan Olahan Dan Videqg Rp  236.369.000 Rp 23861.000 | 100,00%
Dalam Rangka Menuju Zona Integritg
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melaya|

Rp  322.806.000 Rp 322.758.11] 99,99%

Rp 36.00000 | Rp 36.000.00¢ 100,00%

Penerapan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015 dan Wilayah Bebas

0
8 Korups Ditwas Pangan Risiko Tingg Rp  137.526.000 Rp 137.525.00¢ 100,00%
dan Teknologi Baru
g | Perencanaan, Monev dan Penerapar o, 155975000 Rp  155.461.64( 99.67%
Sistem Manajemen Mutu
10 | Forum Koordinasi Teknis Deput Rp 34028000 Rp  33.898.20( 99,62%
Pengawasan Pangan Olahan
Terwujudnya tata kelola
pemerlnt_ahan - _ Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Rp 31.350.00( Rp 31.302.70( 99.85%
yang optimal dilingkup Deputi Pangan Olahan

Bidang PengawasaPangan Olahan

Dukungan Adminsitrasi Kegiatan
1 | Pemberdayaan Masyarakat dan Pela] Rp 31.350.00¢ Rp 31.302.70( 99,85%
Usaha




Capaian
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

Terwujudnya SDM Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan yang
berkinerja optimal

Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang

5 0
Pengawasan Pangan Olahan Rp 1.100.921.00¢ Rp 1.100.419.905 99,95%

Peningkatan Kompetensi Pegawai
1 | DirektoratStandardisasPangan Rp  224.100.000 Rp 223.924.53] 99,92%
Olahan

2 | Peningkatan Kompetensi SDM pada
Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Perkuatan Kompetensi Pegawai
3 | Direktorat Pengawasan PamgRisiko | Rp 75.026.00¢ Rp 75.010.05¢0 99,98%
Tinggi dan Teknologi Baru

4 | Forum Koordinasi Teknis Kedeputian| Rp  147.537.000 Rp 147.471.31] 99,96%

Dukungan Adminsitrasi Kegiatan
5 | Pemberdayaan Masyarakat dan Pela) Rp  410.458.0000 Rp 410.315.32) 99,97%

Rp 132.811.000 Rp 132.733.46¢ 99,94%

Usaha

6 | percepatan penanganan covi® Rp  106.449.000 Rp 106.425.21] 99,98%
Peningkatan kinerja UPP Direktorat

7 | Pemberdayaan Masyarakat deelaku | Rp 4.540.00( Rp 4.540.00( 100,00%
Usaha

Menguatnya Pengelolaan Data dan
Informasi pengawasan Makanan di
Deputi Bidang Pengawasan Panga
Olahan

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
Deputi Bidang Pengawasan Pang@mahan | Rp 3.284.232.00¢ Rp 3.29.883.050| 99,87%
yang baik

Pengelolaan Data dan Informasi pads:
1 | Direktorat Standardisasi Pangan Rp 22.694.00¢ Rp 22.693.06( 100,00%
Olahan




Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja/Sub Komponen

Pagu Anggaran

Capaian

Realisasi o
Realisasi

Pengadaan perangkat pengolah data
dankomunikasi

Rp 2.259.709.000

Rp

2.256.668.505 99,87%

Penyempurnaan Master Data
Pendaftaran eRegistration

Rp

20.130.00¢

Rp

20.127.50( 99,99%

Pengembangan Metode Pelaporan
4 | Kinerja dan Database Registrasi Pan
Olahan

Rp

18.108.00(

Rp

18.105.30( 99,99%

Perkuatan Kemandirian Industri
Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi
Baru dalam melakukan Pengawasan
Keamanan Pangan: pengembangan
Aplikasi PMR ( Pengembangan Siste
Aplikasi PMRPembuatan Video PMR
Dimensi, Maintenance Sistem Aplikas
PMR)

Rp

14%00.000

Rp

149.450.00( 99,97%

Operasional Kegiatan Direktorat
6 | Pengawasan Pangan Risiko Rendah
Sedang

Rp

717.091.000

Rp

715.881.18] 99,83%

Pembuatan Subsite Direktorat PMPU
dan Pengembangan Aplikasi GKPD
7 | Online pad&egiatan Pengembangan
Pedoman dan Materi Kegiatan Desa
Pangan Aman

Rp

97.000.00(

Rp

96.957.50( 99,96%

Terkelolanya Keuangan secara
Akuntabel di Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan

Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang
Pengawasan Regan Olahan

Rp

8.700.00

Rp

8.700.00( 100,00%




Capaian
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja/Sub Komponen Pagu Anggaran Realisasi

ADMINISTRASI SATKER PADA
1 | DIREKTORAEMBERDAYAAN Rp 8.700.00( Rp 8.700.00{ 100,00%
MASYARAKAT DAN PELAKU USAH

Terkelolanya Keuangan secara
Akuntabel diDeputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan

Tingkat efisiensi pengguna anggaran

/ 0
Deputi Bidang Pengawasan Pang@tahan Rp  333.804.00¢ Rp 333.429.914 99,89%

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaar
1 | Anggaran Direktorat Standardisasi Rp  100.110.000 Rp 100.075.074 99,97%
Pangan Olahan

Administrasi Kedeputian 11l Pada

2 Direktorat Registrasi Pangan Olahan Rp 54.034.00¢ Rp 54.027.001 99,99%
Administrasi Kedeputian 11l Pada

3 | Direktorat Pengawasan Pangan Risik Rp 35.260.00f Rp 35.258.00( 99,99%
Tinggi dan Teknologi baru

4 | Administrasi Satker Rp 74.460.00¢ Rp 74.390.00( 99,91%

ADMINISTRASI SATKER PADA
5 | DIREKTORAT PEMBERDAYAAN Rp 69.940.000 | Rp 69.679.84( 99,63%
MASYARAKAT DAN PELAKU USAH

TOTAL Rp37.857.088.000 Rp 37.795.383.559 99,84%




LAMPIRAN 7

SURAT KEPUTUSAN

RENCANA STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

TAHUN 20202024

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.04.5.51.05.20.10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 tahun 2020
tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2020-2024, maka perlu disusun rencana
pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana
Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1745);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-



Menetapkan

Kesatu

Kedua

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 446);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan,
dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di

Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN
OLAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI
BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan
Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024 yang
selanjutnya disebut Renstra Deputi 3 Badan POM,
sebagaimana tercamtum dalam Lampiran yang
merupakan  bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Renstra Deputi 3 Badan POM sebagaimana dimaksud
pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan untuk mencapai visi,misi,
tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan
Makanan, rangka mencapai sasaran pembangunan
nasional dan program prioritas Presiden Republik

Indonesia.






